G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G.1.1.

PEMERINTAH KOTA DEPOK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BABI
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan
adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan pelaporan yang bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur
Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi
juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai stakeholder dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial
maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang; dan
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G.1.2.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Depok dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan Tahun Anggaran
2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan
ketentuan dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu
Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual
dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA
2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas
(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4592);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Depok Tahun
2010 Nomor 60);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 75
Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 08
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset
Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 75);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 53);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak
Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyisihan
Piutang Selain Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 50);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening
Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening
Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2018 Nomor 85);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 28);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kapitalisasi
Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun
2021 Nomor 23);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor
4);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 15); dan

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 16).
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Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Kota Depok di awali pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok
yang peresmiannya diselenggarakan pada 18 Maret 1982.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II
Cilegon yang ditetapkan pada 20 April 1999, Kota Administratif Depok dihapus dan
dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang diresmikan pada 27
April 1999. Sejak Juni 1999, sesuai dengan Pasal 121 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan “Kotamadya
Daerah Tingkat I Depok” berubah menjadi “Kota Depok”.

Secara Geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 1830 — 6° 28’00 Lintang
Selatan dan 106°42°30” — 106° 55°30” Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan
ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan
elevansi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang
dari 15 persen. Kota Depok dengan luas wilayah 200,29 km? atau 0,58% dari luas
Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten dan dua Provinsi
dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan
Gunungsindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.085.935 jiwa yang terdiri dari Penduduk
laki-laki 1.052.652 jiwa dan penduduk perempuan 1.033.283 jiwa, sebagaimana data
Depok dalam Angka Tahun 2022.

Pertumbuhan penduduk cukup tinggi dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan
kelahiran di Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat
strategis dilihat dari seluruh fungsi kota terutama jasa, perdagangan dan permukiman.

Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2021 mencapai
10.415 jiwa/km? dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Cipayung (15.371
jiwa/km?) sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sawangan (7.060
jiwa/km?).

Wilayah Kota Depok meliputi 11 kecamatan dan 63 kelurahan, yaitu Kecamatan Beji,
Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan
Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Sawangan,
Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.
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Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur
pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan
kewenangan. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok
mencakup urusan:

1.

A A A S
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Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Penunjang urusan Pemerintahan;

Pendukung urusan Pemerintahan;

Urusan kewilayahan;

Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Perhubungan;

. Lingkungan Hidup;

. Pertanahan;

. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
. Sosial;

. Tenaga Kerja;

. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

. Penanaman Modal,;

. Kebudayaan;

. Kepemudaan dan Olahraga;

. Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Pangan;

. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. Statistik;

. Kearsipan;

. Komunikasi dan Informatika;

. Persandian; dan

. Perpustakaan.
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Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Depok juga melaksanakan urusan
pilihan yang mencakup:

1. Pertanian;
2. Pariwisata;

3. Kelautan dan Perikanan;
4. Perdagangan;

5. Perindustrian; dan

6. Transmigrasi.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing
yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD
selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang
meliputi  aspek  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan tingkat Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Badan Keuangan
Daerah (BKD) Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini, dibagi dalam 7 (tujuh) bagian
yang disusun untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan
gambaran yang utuh dan memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok.
Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab1  Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Ekonomi
APBD

2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
2.3. Rencana Program
Bab III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
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Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan
4.2. Entitas Akuntansi
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang
Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup
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BABII
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

G.2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di samping merupakan salah satu
indikator pembangunan regional juga sekaligus sebagai tolak ukur dalam melihat
tingkat kemakmuran suatu daerah, karena PDRB menunjukan jumlah produk
dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor
produksi yang ikut berperan dalam suatu wilayah tersebut. Perkembangan
ekonomi di Kota Depok dalam lima tahun terakhir menunjukan adanya
perubahan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB Kota
Depok dari tahun tahun sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2022 tidak terlepas dari
pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020 dan awal Tahun 2021,
serta prospek dan tantangan perekonomian pada Tahun 2020 dan 2021. Pada
awal Tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global
memburuk yang memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi
ekonomi. Implikasi pandemi COVID-19 telah merenggut korban jiwa serta
kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek
kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan,
jaring pengaman sosial (social safety net) serta penanganan dampak ekonomi
yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Pada Tahun
2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi
membaik sehingga perekonomian diperkirakan sudah mulai bangkit.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tahun 2021 sebesar 117.816
jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 76.303 jiwa dan perempuan 41.513 jiwa.
Jumlah penduduk miskin di Kota Depok sebanyak 63.857 jiwa atau 2,58%,
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,86 dan Gini Rasio Kota
Depok sebesar 0.394.

Berdasarkan nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2021 Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar Rp. 74.374,26 milyar, kinerja ekonomi Kota Depok mengalami
kenaikan sebesar Rp. 3.983,70 milyar dari angka tahun 2020. Begitu pula dengan
PDRB tahun 2021 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) sebesar
Rp49.946,93 milyar yang mengalami kenaikan sebesar 3,76 persen dibanding
tahun sebelumnya sebesar Rp48.132,10 milyar.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok turun dari 6,74 persen di tahun
2019 menjadi minus 1,92 di tahun 2020, namun laju pertumbuhan ekonomi Kota
Depok tetap berada di atas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Perekonomian
Kota Depok tahun 2021 bertumbuh sebesar 3,76 persen dibandingkan tahun
sebelumnya dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok kembali berada di atas
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nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi
Kota Depok relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada
Jawa Barat maupun nasional. Tren ini didorong oleh bertumbuhnya kinerja
beberapa kategori lapangan usaha. Kategori yang mengalami penurunan di tahun
2021 antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara itu kategori
lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang signifikan
terjadi di kategori lapangan usaha Real Estate. Sektor industri pengolahan
merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar
terhadap PDRB Kota Depok, disusul oleh kategori perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Bulan Desember 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,33 persen dengan
indeks harga konsumen (IHK) sebesar 108,34. Dari 11 (sebelas) kelompok
pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman &
Tembakau sebesar 1,24 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan
Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,07 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan
& Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,03 persen, dan Kelompok
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,25 persen. Sedangkan
kelompok yang mengalami deflasi, yakni Kelompok Informasi, Komunikasi,
dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa
Lainnya sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami
perubahan, yaitu Kelompok Pakaian dan Alas kaki, Kelompok Kesehatan, dan.
Kelompok transportasi, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya, dan
Kelompok Pendidikan.

Pada periode tahun 2015-2021, inflasi tahunan Kota Depok terendah terjadi pada
tahun 2020 dengan nilai sebesar 1,78. Penurunan nilai inflasi ini juga terjadi di
Provinsi Jawa Barat, DKI bahkan Nasional. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya
Pandemi Covid-19, yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Tingkat
inflasi Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 1,81 persen, naik dibanding tahun
2020.

G.2.2 Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
G.2.2.1. Kebijakan Umum

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memang berimplikasi pada
semakin luasnya kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan
pendapatan daerah. Kewenangan yang dimiliki bertujuan agar daerah melakukan
identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan
memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan kewenangan ini daerah memang diharapkan secara
bertahap memiliki kemandirian pendapatan dan mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu subsistem yang tidak dapat
berdiri sendiri dari pengelolaan keuangan negara. Demikian juga kebijakan
pemerintah daerah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari
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kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
merupakan suatu rambu-rambu yang disepakati sebagai bagian dari upaya untuk
mencapai sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan
dengan potensi dan kondisi daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Depok Tahun Anggaran
2022 ditetapkan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
627 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022
Kebijakan di tingkat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD I dan
RPIMD II Kota Depok serta RKPD Tahun 2022 juga menjadi acuan
perencanaan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam KUA/KUPA-
PPAS/PPASP Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kota Depok dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan
hal khusus lainnya yang diamanatkan memfokuskan pencapaian target pada
pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan
berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan
dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib (mandatory spending),
Adapun hal khusus tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi
pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, dan
dalam APBD TA. 2022 berdasarkan perhitungan alokasi anggaran fungsi
Pendidikan sebesar 23,13%;

2. Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10%
(sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, dalam APBD TA. 2022
berdasarkan perhitungan alokasi anggaran fungsi Kesehatan sebesar
27,33%;

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik
minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja
bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, berdasarkan APBD TA
2022 jumlah Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum yang
diperhitungkan sebesar 40,50%;

4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah
Kota Depok paling sedikit mengalokasi anggaran sebesar 0,50% (nol koma
lima puluh persen) dari total belanja daerah. Berdasarkan Penganggaran
Dana Pengawasan dalam APBD TA 2022 sebesar 0.39%;

5. Pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD
Tahun Anggaran 2022 paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen)
dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kota Depok, yang dianggarkan
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pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya
manusia. Berdasarkan Penganggaran Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi
ASN dalam APBD TA 2022 sebesar 0,21%; dan

Pelaksananaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota Depok
mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan
daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, berdasarkan
APBD TA. 2022 dialokasikan sebesar 4,99%.

Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan
kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja
wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu
juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Arah kebijakan pendapatan dacrah meliputi:

1.

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana
Alokasi Khusus, Dana BOS dan Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2022;

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan
Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penerima
dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain;

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan Bagi Hasil Provinsi; dan

Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang sudah mulai pulih,
serta hasil evaluasi semester pertama APBD Kota Depok Tahun Anggaran
2022.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2022 diarahkan untuk:

1.

Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 13



tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan
Tunjangan DPRD, dan Insentif Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19;

2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed
cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah seperti honor pegawai Non PNSD yang belum
dianggarkan selama 12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air,
internet; kekurangan pembayaran ~ BPJS  kesehatan = dan  BPJS
ketenagakerjaan serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;

3. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk bidang
kesehatan dan bidang penegakan hukum,;

4. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik,
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi; dan

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.

G.2.2.2. Strategi dan Prioritas APBD

Seperti halnya kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat, keadaan dan prospek
ckonomi Kota Depok tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi regional,
nasional dan global pada periode sebelumnya, kesiapan SDM, infrastruktur, serta
program Kkerja yang akan dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional dan isu
strategis tersebut, serta dengan memperhatikan Misi RPJMD Kota Depok, maka
strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok pada perubahan
Tahun 2022 adalah :

1.

Mengurangi dampak covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
dengan sasaran menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan
meningkatkan daya beli masyarakat;

Menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang produksi harus dipulihkan
diantaranya melalui bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, hal ini
bertujuan untuk memunculkan permintaan barang produksi sehingga industri
tetap bisa berjalan;

Meningkatkan sarpras perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang,
pengembangan pasar dalam negeri;

Mendorong pembangunan infrastruktur lingkungan yang bersifat padat karya
melalui pola swakelola oleh kelompok masyarakat; dan

Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 14



G.23

G.2.3.1.

Rencana Program

Dalam Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Depok berdasarkan dokumen
perencanaan daerah, aspirasi masyarakat dan hasil beberapa pertimbangan dari DPRD
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada waktu pembahasan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2022, telah berhasil menentukan beberapa program sebagai prioritas yang harus
didahulukan, sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

L.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengelolaan Pendidikan, Program Pengelolaan Kurikulum, Program Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, serta Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

Urusan Pemerinatahan Bidang Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa
Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman,
Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan Regional.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU), Program Pengembangan Perumahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masayarakat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penanggulangan
Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Nonkebakaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial,
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana,
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Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

G.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan
Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan
Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, Program
Perlindungan Khusus Anak.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program
Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil
Kependudukan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana
(KB), Program Pemberdayaan dan Peningatan Keluarga Sejahtera (KS), Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 16



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Aplikasi Informatika, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan
UMKM.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing Kepemudaaan, Program Pengembangan Kepramukaan.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan
Kesenian Tradisional, Program Pengembangan Sejarah, Program Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan.
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program
Perizinan Penggunaan Arsip.
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G.2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan dan Pemasaran
Hasil Perikanan.
Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwsata, Program Pemasaran
Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan
dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian.

Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor,
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Program
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

G.2.34. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan,
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

G.2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1.

Perencanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Pengeloaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kepegawaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
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G.2.3.6.

G.2.3.7.

G.2.3.8.

Kepegawaian Daerah.
4. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Peneitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi.

Unsur Kewilayahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan.

Unsur Pemerintahan Umum

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran
Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengebangan Ketahanan
Ekonomi dan Sosial Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Terkait capaian target kinerja penyelenggaraan pemerintah disajikan dalam laporan
terpisah yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 19



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

G.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
G.3.1.1. Realisasi Pendapatan
Pendapatan  Kota  Depok pada TA 2022  dianggarkan  sebesar
Rp3.594.168.043.335,00 dengan realisasi sebesar Rp3.664.656.173.029,00 atau
101,96% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022
No. Jenis Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.|Pajak Daerah 1.281.078.776.412,00 | 1.371.824.230.585,00 | 107,08
1.2.|Retribusi Daerah 38.632.750.293,00 39.620.471.503,00 | 102,56
1.3.|Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan 20.409.574.974,00 23.317.038.495,00 | 114,25
1.4.|Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 202.922.484.190,00 207.466.860.699,00 | 102,24
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.543.043.585.869,00 | 1.642.228.601.282,00 | 106,43
2 Pendapatan Transfer
2.1.|Transfer Pemerintah Pusat 1.316.295.834.569,00 | 1.280.348.208.127,00 | 97,27
2.2.|Transfer Antar Daerah 734.828.622.897,00 722.680.819.235,00 | 98,35
Jumlah Pendapatan Transfer 2.051.124.457.466,00 | 2.003.029.027.362,00 | 97,66
3 |Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
3.1. |Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - 19.398.544.385,00 -
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - 19.398.544.385,00 -
Jumlah Pendapatan| 3.594.168.043.335,00 | 3.664.656.173.029,00 | 101,96

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2022 termasuk dalam kelompok daerah
menuju mandiri yaitu sebesar 44,81% dari Total Pendapatan Daerah yang berarti
bahwa keuangan Pemerintah Kota Depok cukup besar tergantung kepada
Pemerintah Pusat. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tertera pada tabel di atas.
Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang memberikan kontribusi terbesar
adalah dari Pajak Daerah yaitu sebesar Rp1.371.824.230.585 atau 83,53%.

Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 adalah
Rp822.985.754.196,00 dimana dari jumlah DAU ini dialokasikan untuk pembayaran
gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk pelayanan publik dan belanja lainnya.
Persentase belanja kebutuhan aparatur yang masih mendominasi struktur belanja
menyebabkan Pemerintah Kota Depok perlu menyusun skala prioritas yang
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal
dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih dapat
ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Depok terus
berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan
mengoptimalkan manajemen kas daerah, melakukan efisiensi dan penghematan,
mempertajam prioritas dan terus melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi dalam
pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
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G.3.1.2.

Realisasi Belanja

Belanja Kota Depok pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp4.085.789.603.733,00
dengan realisasi sebesar Rp3.614.127.822.783,00 atau 88,46% dari anggaran,
dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Belanja Operasi 2.969.679.434.909,00 | 2.669.375.630.106,00 [ 89,89
2 |Belanja Modal 1.018.433.648.574,00 906.347.683.570,00 88,99
3 |Belanja Tak Terduga 96.976.520.250,00 37.704.509.107,00 38,88
4 |Belanja Transfer 700.000.000,00 700.000.000,00 | 100,00
Jumlah Belanja| 4.085.789.603.733,00 | 3.614.127.822.783,00 | 88,46

Belanja Operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja
Tahun 2022 yaitu terealisasi sebesar Rp2.669.375.630.106,00 atau 73,86% dari total
belanja. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan komposisi Belanja Pegawai
sebesar Rp1.043.072.566.692,00 atau 39,08%, Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp1.474.880.363.394,00 atau 55,25%, Belanja Hibah sebesar Rp88.877.587.640,00
atau 3,33% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp62.545.112.380,00 atau 2,34%
dari jumlah keseluruhan belanja operasi.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp906.347.683.570,00 atau 25,08% dari nilai total
belanja dalam Tahun 2022, dengan komposisi belanja terbesar digunakan untuk
Belanja Modal Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu  sebesar
Rp426.199.356.931,00 atau 47,02%. Selanjutnya digunakan untuk Belanja Peralatan
dan Mesin sebesar Rp231.921.186.010,00 atau 25,59%, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan sebesar Rp126.331.899.297,00 atau 13,94%, Belanja Modal Tanah
sebesar Rp90.531.046.261,00 atau 9,99% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
sebesar Rp31.364.195.071,00 atau 3,46%.

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp96.976.520.250,00
dengan realisasi sebesar Rp37.704.509.107,00 atau 1,04% dari total belanja dalam
TA 2022, sedangkan Belanja Transfer pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar
Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp700.000.000,00 atau 100% dari
anggaran.

G.3.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2022
Pembiayaan Bersih Kota Depok pada TA 2022 dianggarkan sebesar
Rp491.621.560.398,00 dengan realisasi sebesar Rp491.621.560.398,00 atau 100%
dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022
No. Jenis Pembiayaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu 585.536.810.398,00 585.536.810.398,00 | 100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 585.536.810.398,00 585.536.810.398,00 100,00
2 |Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 93.915.250.000,00 93.915.250.000,00 | 100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 93.915.250.000,00 93.915.250.000,00 ( 100,00
Jumlah Pembiayaan Neto| 491.621.560.398,00 | 491.621.560.398,00 | 100,00
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G.3.2.

G.3.2.1.

G.3.2.2.

G.3.2.3.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
pada Tahun 2022, di antaranya:

Pendapatan Daerah

Kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah, yaitu:

L.

Kenaikan harga BBM, melonjaknya harga pangan, juga tingkat inflasi
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi membuat pendapatan daerah menjadi
tidak optimal;

Penetapan target pendapatan daerah khususnya dari dana perimbangan dan dana
bagi hasil provinsi sulit untuk diprediksi sehingga realisasi pendapatan dari dana
perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi;

Masih diperlukannya sosialisasi dan pendekatan untuk meningkatkan ketaatan
warga dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu
sumber PAD, yang di antaranya disebabkan belum optimal kondisi aset tersebut,
seperti lapangan olah raga, balai rakyat, situ-situ tempat wisata; dan

Terbatasnya sumber daya manusia dalam penilaian, pemungutan dan penggalian
potensi pendapatan.

Belanja Daerah

Kendala dalam pencapaian target belanja daerah, yaitu:

1.

Penyesuaian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) TA 2021 Audited
mengakibatkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga perlu
dilakukan Realokasi dan/atau Refocussing Kegiatan APBD TA 2022 pada
seluruh perangkat daerah;

Perubahan mekanisme dari penyedia menjadi swakelola mengakibatkan
sebagian pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan;

Bantuan keuangan Pusat dan Provinsi yang tidak dapat dilaksanakan karena
belum ada perencanaan, vendor tidak tersedia dan waktu yang terbatas;

Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga gagal lelang karena
berbagai penyebab dan keterlambatan memproses pengadaan barang dan jasa;
dan

Kekurangcermatan pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA/DPA sehingga
membutuhkan pergeseran/perubahan penjabaran APBD.

Pembiayaan

Terbatasnya sumber pembiayaan daerah dan masih mengandalkan pada Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Nilai Pembiayaan Neto Tahun 2022
sebesar Rp491.621.560.398,00.
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G4.1.

G4.2.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD), selain memiliki fungsi
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diberikan kewenangan sebagai
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau merupakan entitas
pelaporan yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok
hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh SKPD.

Laporan keuangan yang harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas
(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang
yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan anggarannya dibantu oleh 37 SKPD
yang terdiri atas 2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 12
(dua belas) Kantor, dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk di dalamnya satu SKPD yang
telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD), yaitu RSUD Kota Depok dan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu 38
Puskesmas pada 11 Kecamatan di wilayah Kota Depok.

Berikut daftar SKPD Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Depok.

Tabel 4.1
Daftar SKPD Kota Depok TA 2022

No. SKPD Dasar Pembentukan (Peraturan Wali Kota)
1 |Dinas Pendidikan No. 88 Tahun 2018

2 |Dinas Kesehatan No. 52 Tahun 2019

3 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 69 Tahun 2016

4 |Dinas Perumahan dan Permukiman No. 106 Tahun 2016

5 |Satuan Polisi Pamong Praja No. 51 Tahun 2018

6 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan No. 19 Tahun 2019

7 |Dinas Sosial No. 76 Tahun 2018

8 |[Dinas Tenaga Kerja No. 103 Tahun 2016
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No. SKPD Dasar Pembentukan (Peraturan Wali Kota)
9 Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan No. 107 Tahun 2016

Keluarga

10 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan No. 69 Tahun 2017

11 [Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan No. 71 Tahun 2016

12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 43 Tahun 2021

13 |Dinas Perhubungan No. 113 Tahun 2016

14 [Dinas Komunikasi dan Informatika No. 46 Tahun 2021

15 [Dinas Koperasi dan Usaha Mikro No. 44 Tahun 2021

o ll;)ilrr:ta:s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu No. 50 Tahun 2018

17 |Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata No. 45 Tahun 2021

18 [Dinas Kearsipan dan Perpustakaan No. 79 Tahun 2016

19 [Dinas Perdagangan dan Perindustrian No. 86 Tahun 2016

20 |Inspektorat Daerah No. 85 Tahun 2016

21 |Badan Keuangan Daerah No. 109 Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian No. 47 Tahun 2017 & No. 65 Tahun 2019

22 |Pengembangan Daerah

23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia No. 102 Tahun 2016

No. 39 Tahun 2018, No. 89 Tahun 2018 & No. 18

24 |Sekretariat Daerah Tahun 2019

25 |Sekretariat DPRD No. 83 Tahun 2016

26 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 51 Tahun 2021

27 |Kecamatan Beji No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

28 |Kecamatan Cimanggis No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

29 |Kecamatan Limo No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

30 [Kecamatan Pancoran Mas No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

31 |Kecamatan Sawangan No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

32 [Kecamatan Sukmajaya No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

33 |Kecamatan Tapos No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

34 [Kecamatan Cinere No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

35 [Kecamatan Cipayung No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

36 [Kecamatan Bojongsari No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022

37 [Kecamatan Cilodong No. 44 Tahun 2017 & No. 5 Tahun 2022
SKPD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri atas Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Laporan keuangan tersebut
kemudian akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Depok.

G.4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok
mengacu kepada:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota
Depok, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Depok
Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 75);

9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 53);

10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang
Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);

11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 50);

12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening
Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2018 Nomor 85);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 28);
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14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2021 Nomor 23);

15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor
4);

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 15);
dan

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 16).

Prinsip-prinsip akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah cash basis
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan accrual basis untuk pengakuan pendapatan operasional
dan beban pada Laporan Operasional (LO), dan untuk pengakuan aset,
kewajiban, serta ekuitas pada Neraca.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan perubahan dalam kas dan setara kas ke dalam Aktivitas
Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

2. Prinsip-Prinsip Penggabungan/Konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok merupakan
penggabungan/konsolidasi laporan keuangan seluruh Unit/Satuan Kerja
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi 37 SKPD yang terdiri atas
2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 12 (dua belas)
Kantor, dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk didalamnya satu SKPD yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD) yaitu RSUD Kota Depok dan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu 38
Puskesmas pada 11 Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan perincian dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sekretariat Kota Depok TA 2022

No. SKPD SKPD
1 |Sekretariat Daerah
2 |Sekretariat DPRD

2 Sekretariat
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Tabel 4.3
Dinas Kota Depok TA 2022

No. SKPD SKPD
1 |Dinas Pendidikan
2 |Dinas Kesehatan
3 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 |Dinas Perumahan dan Permukiman
5 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6 [Dinas Sosial
7 [Dinas Tenaga Kerja
Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan
8 |Keluarga
9 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 18 Dinas
10 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11 [Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12 [Dinas Perhubungan
13 [Dinas Komunikasi dan Informatika
14 [Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
15 |Pintu
16 [Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
17 |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tabel 4.4
Badan Kota Depok TA 2022
1 [Badan Keuangan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
2 |Pengembangan Daerah 4 Badan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
3 |Manusia
4 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 4.5
Kantor Kota Depok TA 2022
1 |Satuan Polisi Pamong Praja
2 |Kecamatan Beji
3 |Kecamatan Cimanggis
4 |Kecamatan Limo
5 |Kecamatan Pancoran Mas
6 |Kecamatan Sawangan
7 |Kecamatan Sukmajaya 12 Kantor
8 |Kecamatan Tapos
9 |Kecamatan Cinere
10 |Kecamatan Cipayung
11 |Kecamatan Bojongsari
12 |Kecamatan Cilodong
Tabel 4.6
RSUD Kota Depok TA 2022
[ 1 |Rumah Sakit Umum Daerah | 2 RSUD
Tabel 4.7
Inspektorat Kota Depok TA 2022
[ 1 ]inspektorat Daerah | 1 Inpektorat

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

27



Tabel 4.8
Puskesmas Kota Depok TA 2022

NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN
1 UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS

2 UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA

3 UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA PANCORANMAS
4 UPTD PUSKESMAS MAMPANG

5 UPTD PUSKESMAS SUKMAJAY A

6 UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA

7 UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA SUKMAJAYA
8 UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA

9 UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS

10 |UPTD PUSKESMAS TUGU

11 UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI

12 |UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN CMANGGIS
13 |UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR

14 |UPTD PUSKESMAS MEKARSARI

15 |UPTD PUSKESMAS CINERE CINERE
16 |UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

17 |UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU BOJONGSARI
18 |UPTD PUSKESMAS BEIJI

19  |UPTD PUSKESMAS TANAH BARU BEJI

20 |UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA

21 UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA

22 |UPTD PUSKESMAS TAPOS

23 |UPTD PUSKESMAS SUKATANI

24 |UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR TAPOS

25 |UPTD PUSKESMAS CILANGKAP

26 |UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

27 |UPTD PUSKESMAS SUKAMAJUBARU

28 |UPTD PUSKESMAS SAWANGAN

29 |UPTD PUSKESMAS PASIR PUTHH

30 |UPTD PUSKESMAS KEDAUNG SAWANGAN
31 UPTD PUSKESMAS PENGASINAN

32 |UPTD PUSKESMAS CINANGKA

33 |UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG

34 |UPTD PUSKESMAS RATU JAYA CPAYUNG
35 |UPTD PUSKESMAS CILODONG

36 |UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI CILODONG
37 |UPTD PUSKESMAS KALIMULYA

38 |UPTD PUSKESMAS LIMO LIMO

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antar Unit/Satuan Kerja
telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan gabungan. Kebijakan
akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan gabungan telah
diterapkan secara konsisten oleh semua Unit/Satuan Kerja, kecuali dinyatakan

secara khusus.

Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, dan yang merupakan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ini.
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G.44.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penectapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,
kewajiban dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada laporan keuangan
Pemerintah Kota Depok. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa
terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu:

L.

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian
atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas
Pemerintah Kota Depok;

Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
atau diestimasi dengan andal.

Adapun basis pengakuan yang menjadi kebijakan dalam pencatatan dan pelaporan
keuangan adalah:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas
umum daerah atau entitas pelaporan.

Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening
kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Depok, baik
penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada
Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Depok yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang
menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar
biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Kebijakan Akuntansi:
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a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh SKPD atau entitas lain diluar
Pemerintah Daerah atas nama BUD;

b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum
disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun buku dicatat sebagai kas Bendahara
Penerimaan dengan akun pasangan Pendapatan;

c. Penerimaan Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah
terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar
nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima
tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan
penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan;

d. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran);

e. Dalam hal besaran pengurang Pendapatan LRA terhadap bruto (biaya)
bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat
dikecualikan;

f. Bagi SKPD yang pendapatannya belum digunakan langsung (misal BLUD),
maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan
dan penggunaannya kepada BUD. Pada saat yang sama BUD membebani
anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya;

g. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;

h. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas posisi
kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan
pada periode yang sama;

i. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
pendapatan, yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang menambah
saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan ekuitas dana lancar
pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;

j- Koreksi kesalahan yang sifatnya berulang (non-recurring) atas pendapatan,
yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas,
dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode
ditemukannya koreksi kesalahan tersebut; dan

k. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 30



konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas
dari Kas Daerah.

6. Pendapatan dan Belanja Non-RKUD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok diatur
sebagai berikut.

a. Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD
dapat dilakukan:

1) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana yang
tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan tahun
berkenaan dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya;

2) Sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun berikutnya;

3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana
tanpa melalui RKUD, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah
pendapatan dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan
dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan; dan

4) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana
BOS, bunga dan/atau jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kota
sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana tanpa melalui
RKUD, kepada perangkat daerah menyampaikan Surat permintaan
pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) kepada PPKD. Lalu berdasarkan
SP3B tersebut, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B); dan

c. Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran berjalan, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabilitas, pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD paling sedikit
disajikan dalam Laporan Operasional dan CaLK.

7. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang
diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
sebagai berikut:

a. Penyisihan piutang dilakukan sesuai besaran tarif penyisihan piutang
berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

b. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh
tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah;
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c. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi:

1) Kualitas piutang lancar, dimana umur piutang dibawah I1(satu) tahun
dengan besaran penyisihan piutang sebesar 0,5%;

2) Kualitas piutang kurang lancar, umur piutang 1(satu) sampai dengan 2
(dua) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 10% setelah
dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

3) Kualitas piutang diragukan, umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 50%
setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4) Kualitas piutang macet, lebih dari 5 tahun dengan besaran penyisihan
piutang sebesar 0,5% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);

d. Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutannya:
1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment); dan
2) Pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Official Assessment).

Penyisihan Piutang selain Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 50 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 0,5%;

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 s.d. 2 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 10%;

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 s.d. 5 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 50%; dan

d. Kualitas macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun dengan estimasi
penyisihan sebesar 100%.

Pencatatan penyisihan piutang selain pajak daerah meliputi:
a. Beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional; dan
b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam Neraca.
8. Persediaan
Kriteria atas pengakuan persediaan adalah sebagai berikut:

a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untk konstruksi dalam pengerjaan,
tidak dimasukan sebagai persediaan;

b. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh;

c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
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d. Metode pencatatan menggunakan metode periodik, pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
penilaian; dan

e. Terhadap jenis persediaan yang membutuhkan pengendalian besar seperti
obat-obatan dapat menggunakan metode perpetual.

9. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
Pemerintah Kota Depok dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kota Depok antara lain
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pungutan hasil pemanfaatan
kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan
seperti hasil pinjaman ataupun penerimaan piutang PAD. Aset tidak diakui jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
diperoleh Pemerintah Kota Depok setelah periode akuntansi berjalan.

Pemerintah Kota Depok telah menerapkan kebijakan kapitalisasi aset tetap
sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kapitalisasi Aset Pemerintah Kota Depok sebagai berikut:

a. Kapitalisasi dapat dilakukan terhadap:

1) Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim,
biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan
dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset
tersebut siap digunakan;

2) Pembelian Peralatan dan Mesin dan bangunannya sampai siap pakai
meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan
dan biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan
pengadaan peralatan dan mesin sampai dengan aset tersebut siap
digunakan;

3) Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya
lain yang terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan
bangunannya sampai dengan siap digunakan;

4) Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan biaya lain yang
terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai
dengan siap digunakan;

5) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
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biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan gedung
dan bangunan sampai dengan siap digunakan;

6) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama, biaya lain yang terkait dengan
pembangunan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan;

7) Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan
pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap
digunakan;

8) Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan
biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset
sampai aset tersebut siap digunakan;

9) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga
kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, dan biaya lain yang terkait
dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap
digunakan;

10) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan
pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut
siap digunakan; dan

11) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan
biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset
sampai dengan aset tesebut siap digunakan.

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:

1) Pengeluaran untuk satuan Peralatan dan Mesin dan/atau alat olahraga
yang sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih
besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
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3) Pengeluaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sama dengan atau
lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

4) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya lebih besar dari:

a) Buku dan Perpustakaan sama atau lebih besar dari Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah);

b) Alat Peraga Pendidikan sama atau lebih besar dari Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);

¢) Alat-Alat Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sama atau lebih besar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d) Hewan/Ternak dan Tanaman sama atau lebih besar Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah); dan

e) Aktiva Dalam Renovasi (ATR) sama atau lebih besar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 tahun 2015
tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud
pada Pemerintah Kota Depok diatur sebagai berikut.

a. Amortisasi hanya dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa sistem
aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri;

b. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

1) Piranti lunak (software) yang sudah termasuk dalam komputer maupun
yang dibeli terpisah dari komputer;

2) Aset tak berwujud dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang
sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan
penghapusan; dan

3) Aset tak berwujud dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah
diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

c. Amortisasi dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;

d. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Depok yang tidak diketahui tahun
perolehannya dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota
Depok Tahun 2002;

e. Masa manfaat asset tak berwujud berupa sistem aplikasi yang dibangun dan
dimiliki sendiri dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan
faktor perkiraan daya pakai dan tingkat keusangan dari aset tak berwujud
yang bersangkutan; dan

f.  Amortisasi asset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus, dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi dari aset tak
berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

10. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
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G.4.5.

yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset
dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat
sebesar nilai rupiah.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Depok, yaitu selisih antara
aset dan kewajiban Pemerintah Kota Depok.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kota Depok mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu
Peraturan Wali Kota yang terkait penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual, yaitu
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok dan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok.

Untuk penyeragaman atas laporan keuangan SKPD, Pemerintah Kota Depok telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota terkait dengan penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pada SKPD dan tahun 2022 ini merupakan tahun keenam
diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
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G.5.1.

BABYV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan
APBD terdapat beberapa penyesuaian yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun 2022.
Perubahan yang dilaksanakan dapat dilakukan mendahului APBD Perubahan, untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda APBD Perubahan. Untuk penyesuaian yang perlu
dilakukan setelah dilaksanakannya Perubahan APBD, maka cukup dituangkan dalam
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. Perubahan dan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2022
dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.1

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS PERATURAN TANGGAL PERIHAL

Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun |29 Desember 2021 | Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2021

Perwal Kota Depok Nomor 107 30 Desember 2021 |Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 09 28 Januari 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Perwal Kota Depok Nomor 14 15 Maret 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Perwal Kota Depok Nomor 24 20 Mei 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022

Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022

Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2022
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
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JENIS PERATURAN TANGGAL PERIHAL
Perda Kota Depok Nomor 32 Tahun |14 Juni 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 38 26 Juli 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 57 20 September 2022 |Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 71 17 OKtober 2022 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun |31 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2022 Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 75 31 Oktober 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Tahun 2022 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 88 10 November 2022 [Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2022 tentang

Tahun 2022 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perwal Kota Depok Nomor 93 5 Desember 2022 | Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2022 tentang

Tahun 2022 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan
yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

G.5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara
penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti
penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya
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masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas
yang diterima. Apabila, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah
menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi
penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah
Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
PAD yang Sah;

b. Pendapatan Transfer, yaitu dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi berupa bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan
pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah.

Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp3.664.656.173.029,00 atau sebesar
101,96% dari anggaran sebesar Rp3.594.168.043.335,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp268.632.414.797,00 atau 7,91% dari realisasi
pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp3.396.023.758.232,00 dengan perincian
sebagai berikut.

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

No. Uraian Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
1 |Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.543.043.585.869,00 | 1.642.228.601.282,00 | 106,43 | 1.536.968.635.023,00
2 |Pendapatan Transfer 2.051.124.457.466,00 | 2.003.029.027.362,00 97,66 | 1.712.394.211.949,00
Lain-Lain Pendapatan yang
3 |Sah - 19.398.544.385,00 - 146.660.911.260,00
Jumlah| 3.594.168.043.335,00 | 3.664.656.173.029,00 | 101,96 | 3.396.023.758.232,00
G.5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. PAD TA 2022 dianggarkan sebesar
Rp1.543.043.585.869,00 dengan realisasi sebesar Rp1.642.228.601.282,00 atau
106,43% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp105.259.966.259,00 atau 6,85% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp1.536.968.635.023,00 dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021

b Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah 1.281.078.776.412,00 1.371.824.230.585,00 | 107,08 1.169.253.332.761,00
Pendapatan Retribusi Daerah 38.632.750.293,00 39.620.471.503,00 | 102,56 39.447.651.577,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.409.574.974,00 23.317.038.495,00 | 114,25 40.427.126.174,00
Lain-Lain PAD Yang Sah 202.922.484.190,00 207.466.860.699,00 | 102,24 287.840.524.511,00

Jumlah| 1.543.043.585.869,00 1.642.228.601.282,00 | 106,43 1.536.968.635.023,00
Dari komposisi penerimaan PAD sebesar Rpl.642.228.601.282,00 yang

memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar
Rp1.371.824.230.585,00 atau 83,53%, diikuti Lain-lain PAD yang Sah sebesar
Rp207.466.860.699,00 atau 12,63% dari total PAD.

G.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Anggaran  Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 adalah  sebesar
Rp1.281.078.776.412,00 dengan realisasi sebesar Rp1.371.824.230.585,00 atau

107,08% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

No. Jenis Pajak Daerah Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
1 |Pajak Hotel 12.000.000.000,00 13.630.624.115,00 | 113,59 9.303.222.576,00
2 |Pajak Restoran 229.244.616.392,00 240.572.528.942,00 | 104,94 167.059.849.094,00
3 |Pajak Hburan 16.122.470.812,00 18.282.290.404,00 | 113,40 5.565.347.231,00
4 |Pajak Reklame 33.000.000.000,00 36.857.205.819,00 | 111,69 32.422.079.608,00
5 |Pajak Penerangan Jalan 114.350.000.000,00 120.153.987.964,00 | 105,08 109.446.835.485,00
6 |Pajak Parkir 15.550.000.000,00 20.362.404.635,00 | 130,95 9.665.530.641,00
7 |Pajak Air Tanah 15.400.000.000,00 16.372.499.709,00 | 106,31 11.448.406.568,00

Pajak Burm dan Bangunan
8 |Perdesaan dan Bangunan 376.661.689.208,00 382.063.324.628,00 | 101,43 307.929.535.238,00
Bea Perolehan Hak Atas
9 |Tanah dan Bangunan 468.750.000.000,00 523.529.364.369,00 | 111,69 516.412.526.320,00
Jumlah| 1.281.078.776.412,00 | 1.371.824.230.585,00 | 107,08 | 1.169.253.332.761,00

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada Pemerintah Kota Depok
pada Tahun 2022 yaitu sistem self assessment dan official assessment.
Pemungutan pajak dengan sistem self assessment memberikan kewenangan
kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, diterapkan
atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak
Penerangan Jalan. Pemungutan pajak dengan sistem official assessment
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya
pajak terutang, diterapkan atas Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan
BPHTB.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp1.371.824.230.585,00
mengalami kenaikan sebesar Rp202.570.897.824,00 atau 17,32% dari realisasi
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tahun sebelumnya sebesar Rp1.169.253.332.761,00. Realisasi penerimaan Pajak
Daerah TA 2022 terdiri atas 9 jenis pajak dengan kontribusi pendapatan pajak
terbesar berasal dari BPHTB sebesar 38,16% diikuti PBB-P2 sebesar 27,85% dan
Pajak Restoran sebesar 17,54% dari total realisasi penerimaan pajak daerah.

G.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebesar
Rp38.632.750.293,00 dengan realisasi sebesar Rp39.620.471.503,00 atau
102,56% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.5

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

No. Jenis Retribusi Angga(;'; 2022 | pealisasi 2022 (Rp)| % | Realisasi 2021 (Rp)
[ Retribusi Jasa Umum 9.350.679.450,00 10.019.428.592,00 107,15 11.253.622.060,00
1 [Retribusi Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 7.107.000,00 7,11
2 |Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.500.000.000,00 6.541.878.200,00 118,94 6.244.591.200,00
Pelayanan Pemakaman dan
3 |Pengabuan Mayat 910.000.000,00 963.146.000,00 105,84 2.330.168.000,00
4 [Pengujian Kendaraan Bermotor 1.003.085.000,00 1.099.580.392,00 109,62 969.175.700,00
Pemeriksaan Alat Pemadam
5 |Kebakaran 286.000.000,00 319.407.000,00 111,68 329.664.500,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan
6 |Kakus 837.594.450,00 837.655.000,00 100,01 720.695.000,00
7 |Pengendalian Menara Telekomunikasi 500.000.000,00 - 405.090.960,00
8 |Pelayanan Tera/Tera Ulang 214.000.000,00 250.655.000,00 117,13 238.349.500,00
9 |Pelayanan Laboratorium Lingkungan - 15.887.200,00
I Retribusi Jasa Usaha 8.282.070.843,00 7.890.602.611,00 95,27 5.942.183.417,00
1 |Pemakaian Kekayaan Daerah 995.249.343,00 1.266.606.611,00 127,27 900.259.417,00
2 |Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan 5.165.576.000,00 4.331.023.000,00 83,84 3.590.117.500,00
3 |Terminal 654.677.500,00 648.742.000,00 99,09 647.558.500,00
4 |Tempat Khusus Parkir 653.232.000,00 815.791.000,00 124,89 210.378.000,00
5 |Rumah Potong Hew an 693.336.000,00 716.340.000,00 103,32 557.470.000,00
6 | Tempat Rekreasi dan Olahraga 120.000.000,00 112.100.000,00 93,42 36.400.000,00
1l Retribusi Perijinan Tertentu 21.000.000.000,00 21.710.440.300,00 103,38 22.251.846.100,00
1 |lzin Mendirikan Bangunan 21.000.000.000,00 21.710.440.300,00 103,38 22.027.482.100,00
2 |lzin Trayek -
3 |lzin Mempekerjakan Tenaga Asing - 224.364.000,00
Jumlah| 38.632.750.293,00 39.620.471.503,00 102,56 39.447.651.577,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp39.620.471.503,00
mengalami kenaikan sebesar Rp172.819.926,00 atau 0,44% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp39.447.651.577,00. Realisasi penerimaan Retribusi
Daerah TA 2022 terdiri atas 18 jenis retribusi yang dikategorikan menjadi 3 jenis
retribusi secara umum yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar secara umum berasal dari Retribusi
Perizinan Tertentu sebesar 54,80% yang berasal dari Retribusi IMB sebesar
Rp21.710.440.300,00, diikuti Retribusi Jasa Umum sebesar 25,29% dengan
penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan
dan Kebersihan sebesar 16,51% dan terakhir Retribusi Jasa Usaha sebesar 19,92%
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G.5.1.1.1.3.

dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoaan sebesar 10,93%.

Atas 18 jenis retribusi yang dikelola Pemerintah kota Depok pada 11 SKPD
pengelola, Perincian realisasi Retribusi Daerah per SKPD pengelola dapat dilihat
pada Lampiran 1.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, terdiri dari penerimaan dari bagian laba BUMD atau
perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak
ketiga.

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp20.409.574.974,00 dengan realisasi sebesar
Rp23.317.038.495,00 atau 114,25% dari anggaran, dengan perincian sebagai
berikut.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 dan 2021

Jenis Hasil Pengelolaan

No. Kekayaan Daerah yang A"gga('::; 202 | pealisasi 2022 (Rp)| %  |Realisasi 2021 (Rp)

Dipisahkan

1 |Bagian Laba Bank BJB 8.089.251.718,00 | 9.294.305.072,00 | 114,90 | 8.978.274.317,00
Bagian Laba PDAM Tirta Asasta

2 [Kota Depok 12.320.323.256,00 | 14.022.733.423,00 | 113,82 | 31.448.851.857,00

Jumlah| 20.409.574.974,00 | 23.317.038.495,00 | 114,25 | 40.427.126.174,00

Penjelasan atas realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.

1. Bagian Laba Bank BJB sebesar Rp9.294.305.072,00 merupakan bagian
dividen Tahun Buku 2022 atas laba yang diperoleh oleh PT Bank BJB yang
dibagikan kepada para pemegang saham. Nilai tersebut merupakan bagian
dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas kepemilikan saham
pada PT Bank Jabar Banten; dan

2. Pada TA 2022 terdapat penerimaan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan yang merupakan Bagian Laba PDAM Tirta Asasta
Kota Depok sebesar Rpl14.022.733.423,00. Penjelasan saldo penyertaan
modal dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca bagian G.5.3.1.2.2.1.

G.5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil
Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas
Daerah, Penerimaan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran, Pendapatan
Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dan Pendapatan BLUD.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp202.922.484.190,00
dengan realisasi sebesar Rp207.466.860.699,00 atau 102,24%. Realisasi tersebut
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mengalami penurunan sebesar Rp80.373.663.812,00 atau 27,92% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp287.840.524.511,00 dengan perincian sebagai

berikut.

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021

Tabel 5.7

No.

Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah

Anggaran 2022 (Rp)

Realisasi 2022 (Rp)

%

Realisasi 2021 (Rp)

Hasil Penjualan BMD yang Tidak
Dipisahkan

278.313.200,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak

2 |Dipisahkan 1.084.308.419,00 - 1.084.308.419,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas

3 |Daerah 18.449.281.610,00 - 17.643.043.595,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening

4 |Bendahara Pengeluaran 464.459.632,00 - 106.200.477,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan

5 [Uang Pemerintah Daerah 690.410.959,00 -
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian

6 |Daerah 4.993.611,00 - 14.564.140,00
Penerimaan Denda atas

7 |Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 829.325.130,00 - 379.188.408,00

8 |Penerimaan Denda Pajak 174.721.282,00 - 545.461.414,00

9 |Penerimaan Denda Retribusi 1.216.711.140,00 - 1.174.107.500,00

10 |Pendapatan BLUD 202.922.484.190,00 | 172.604.539.976,00 | 85,06 | 260.328.673.815,00

11 |Penerimaan PAD Lainnya 11.669.795.740,00 - 6.564.976.743,00

Jumlah| 202.922.484.190,00 | 207.466.860.699,00 | 102,24 | 287.840.524.511,00

Penjelasan atas beberapa pos Lain-lain PAD yang Sah, adalah sebagai berikut.

selama Tahun 2022;

tahun 2022;

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp278.313.200,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Dipisahkan sebesar Rp1.084.308.419,00 selama

Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Daerah Nomor 0000667277001 pada Bank

BJB Cabang Depok sebesar Rp18.449.281.610,00 merupakan penerimaan jasa

giro selama Tahun 2022;

Rp464.459.632, dengan rincian sebagai berikut.

Penerimaan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran pada 37 SKPD sebesar
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Tabel 5.8

Rincian Penerimaan Jasa Giro di Rekening Kas Dasrah yang Berasal darn Rekening

Bendahara Pengeluaran Perangkat Dasrah Tahun 2022

No. SKEPD Jasa G

1 |Dinas Perdidikan 83 163.083,00
< |Dinas Keschatan 86 535 857 0
3 |Dinas Pekeraan Umum dan Fenainan Buang 167 445,00
4 |Dinas Perumanan fan Permukiman

S |Satuan Politi Pamang Praa 2.188.937.00
£ |Dinas Pemadam K=kakaran dan Penyvelamatan

7 |Dimas Spsad

& |Dinas Tenaga Kerja 17.210,00
% |Dinas Perindungan Anak, Pemberdayaan Masyvarskal dan Keluarsa #2.778.00
10 |Dinas Ketahanan Fangan, Pertanian dan Perkanan 12323000
11 |Dinas Lingkungan Hidugp dan Kebersihan 1 E45.640,04
12 |Dinas Fependududan dan Pencataian Sigll
13 |Dinas Pertsubungan 23664 0
14 | Dinds Komwnivasi dan nformatics 152 189 00
1% |Dinas Koperasi dan Usaha Riirg

1& [Dinas Penanarnan Wodsl Jan Salavanan Terpadu Satu Pintu

V7 |Dings Pamoda, Olak P.:a.ga. F:-Ellﬂl:'-ﬁrﬂﬂ"l 2an Parsisala =5 855,00
15 |Dinas Kearsipan dan Perpusiakasn £3 149 00
18 [Dinas Pardagangan dan Permdusinan Sf 462,00
20 | Ispektaral Daarah 195 540,00
21 |Badan Keypangan Dastah TA A58 138,00
£2 |Badan Perencannan PFembangunan dan Peneiian Pengembangan Dacrab 23 TS 00
2% |Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Yanusa
24 |EBebrelarat Daerah 55.261,00

2 | Setrelacal CRPRD 754,532 00
28 |Badon Kesatuan Bangsa dan Polis 7734100

T |Kecamatan Saji £48 TTa, 00
28 |kKacamatan Cenanggia S.205.214,00
20 |Kecamalan Lima Tdd DEd O
30 |Kecamatan Pancaran Mas 17T 491,00
31 |Kecamatan Sewangan 2. 135350 00
32 |Kecamatan Sukmaaya 1.405.7EM D0
33 |Kecamalan Ta&poes 1.023.401,00
34 |Kecamatan Cnere 212184 00
A5 |Kecamatan Cipavung 1AM
35 |Kecamatan Sopngsan 315.265,00
A7 |Kecamatan Cipdoag T05.279.00

Jumnlah| 464.455.632,00

5. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah pada Tahun 2022
berupa deposito pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp690.410.959,00;

6. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Daerah sebesar Rp4.993.611,00 selama
Tahun 2022;
7. Penerimaan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar

Rp829.325.130,00 selama Tahun 2022;

8. Pendapatan Denda TA 2022 terdiri atas Penerimaan Denda Pajak sebesar
Rp174.721.282,00 dan Penerimaan Denda Retribusi sebesar Rp1.216.711.140,00,

dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Denda Tahun 2022

No. Jenis Pendapatan Denda Nilai (Rp)
| |Denda Pajak 174.721.282,00
1| Pajak Hotel 3.921.600,00
2| Pajak Restoran 86.912.919,00
3| Pajak Hiburan 712.504,00
4] Pajak Reklame 18.117.435,00
5| Pajak Parkir 17.911.822,00
6| Pajak Air Tanah 32.477.663,00
7| Pajak Bumi dan Bangunan 14.667.339,00
I |Denda Retribusi 1.216.711.140,00
1] Retribusi Jasa Umum 454.640,00
2| Retribusi Jasa Usaha 32.000,00
3| Retribusi Perijinan Tertentu 1.216.224.500,00
Jumlah| 1.391.432.422,00

9. Pada TA 2022 terdapat realisasi penerimaan yang pengelolaannya tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah, yaitu Pendapatan BLUD sebesar Rp172.721.282,00
yang terdiri atas Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp117.380.662.593,00 dan
BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp55.223.877.383,00. Berikut adalah perincian
realisasi penerimaan Non RKUD sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10

Rincian Pendapatan Non-RKUD Tahun 2022

No. Jenis Pendapatan Non RKUD Nilai (Rp)

| Pendapatan BLUD RSUD 117.380.662.593,00
1| BLUDRSUD - KISA 117.326.690.004,00

2 1| BLUDRSUD-ASA 53.972.589,00
I Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan 55.223.877.383,00
1 BLUD UPT Puskesmas Pancoran Mas 3.870.663.765,00

2 | BLUD UPT Puskesmas Depok Jaya 737.661.280,00

3 | BLUD UPT Puskesmas Rangkapan Jaya 1.497.425.496,00

4 | BLUD UPT Puskesmas Mampang 670.544.168,00

5 [ BLUD UPT Puskesmas Sukmajaya 3.296.677.893,00

6 | BLUD UPT Puskesmas Abadi Jaya 1.682.276.696,00

7 | BLUD UPT Puskesmas Bhaktijaya 1.114.546.429,00

8 | BLUD UPT Puskesmas Pondok Sukmajaya 740.503.162,00

9 | BLUD UPT Puskesmas Cimanggis 2.395.369.676,00
10| BLUD UPT Puskesmas Tugu 1.558.996.587,00
11| BLUD UPT Puskesmas Harjamukti 622.989.507,00
12| BLUD UPT Puskesmas Pasir Gunung Selatan 424.954.796,00
13| BLUD UPT Puskesmas Cisalak Pasar 588.762.886,00
14| BLUD UPT Puskesmas Mekarsari 635.402.883,00
15[ BLUD UPT Puskesmas Cinere 3.457.211.822,00
16| BLUD UPT Puskesmas Bojongsari 2.364.560.672,00
17| BLUD UPT Puskesmas Duren Seribu 1.066.199.545,00
18| BLUD UPT Puskesmas Beji 2.077.399.167,00
19| BLUD UPT Puskesmas Tanah Baru 1.152.002.323,00
20| BLUD UPT Puskesmas Kemirimuka 1.112.877.252,00
21| BLUD UPT Puskesmas Depok Utara 812.997.202,00
22| BLUD UPT Puskesmas Tapos 1.836.821.974,00
23| BLUD UPT Puskesmas Sukatani 1.132.112.442,00
24| BLUD UPT Puskesmas Jatijajar 967.044.864,00
25| BLUD UPT Puskesmas Cilangkap 1.241.428.972,00
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No. Jenis Pendapatan Non RKUD Nilai (Rp)

26| BLUD UPT Puskesmas Cimpaeun 710.914.367,00
27| BLUD UPT Puskesmas Sukamaju Baru 742.158.819,00
28| BLUD UPT Puskesmas Sawangan 1.697.507.345,00
29| BLUD UPT Puskesmas Pasir Putih 874.250.506,00
30| BLUD UPT Puskesmas Kedaung 943.171.640,00
31| BLUD UPT Puskesmas Pengasinan 1.347.410.910,00
32| BLUD UPT Puskesmas Cinangka 417.473.489,00
33| BLUD UPT Puskesmas Cipayung 2.817.254.149,00
34| BLUD UPT Puskesmas Ratu Jaya 1.737.049.488,00
35| BLUD UPT Puskesmas Cilodong 2.091.856.577,00
36| BLUD UPT Puskesmas Villa Pertiwi 1.315.571.167,00
37| BLUD UPT Puskesmas Kalimulya 772.900.043,00
38| BLUD UPT Puskesmas Limo 2.698.927.424,00

Jumlah 172.604.539.976,00

10. Penerimaan Lain-Lain PAD Tahun 2022 sebesar Rp11.669.795.740,00 dengan
perincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11
Rincian Lain-Lain PAD Tahun 2022
No. Uraian Nilai (Rp)
1| Denda PPAT 24.750.000,00
2 | Denda Protokol Kesehatan 22.700.000,00
3 | Kelebihan Pembayaran 96.512.318,00
4 | Pengembalian Dana Hibah dan Bansos 716.631.169,00
5 | Pengembalian Potongan JKK/JKM 87.985,00
6 | Perhitungan Hasil PHO 3.859.426.516,00
7 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1.307.953.514,00
Pembayaran Pajak Yang Tidak Terdapat

8 | Piutang Pajak 3.260.829.715,00
9 | Lain- Lain PAD 2.380.904.523,00

Jumlah 11.669.795.740,00

G.5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp2.051.124.457.466,00

dengan realisasi sebesar Rp2.003.029.027.362,00 atau 97,66%

dari anggaran.

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar daerah.

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021
No. Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
1 [Transfer Pemerintah Pusat 1.316.295.834.569,00 1.280.348.208.127,00 | 97,27 1.229.671.807.673,00
2 [Transfer Pemerintah Antar Daerah 734.828.622.897,00 722.680.819.235,00 | 98,35 482.722.404.276,00
Jumlah 2.051.124.457.466,00 2.003.029.027.362,00 | 97,66 1.712.394.211.949,00

G.5.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik dan Dana Transfer
Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

No. Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi

1 |Hasil (DBH) 137.989.469.578,00 136.541.796.635,00 98,95 157.118.058.296,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

2 |Umum (DAU) 835.688.626.000,00 822.985.754.196,00 98,48 843.688.626.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana

3 [Alokasi Khusus(DAK) Fisik 27.991.032.000,00 25.504.964.350,00 91,12 22.375.540.511,00
Dana Transfer Khusus-Dana

4 |Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik 314.626.706.991,00 295.315.692.946,00 93,86 152.250.325.866,00

Jumlah| 1.316.295.834.569,00 1.280.348.208.127,00 97,27 1.175.432.550.673,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp137.989.469.578,00
dipisah menjadi dua jenis yaitu Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar
Rp99.937.541.276,00 atau 99,26% dari anggaran sebesar Rp100.678.755.599,00.

Selanjutnya Bagi Hasil

Sumber Daya Alam dengan realisasi

sebesar

Rp36.604.255.359,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp37.310.713.979,00.

G.5.1.1.2.1.1. Transfer Pemerintah Pusat — Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat — Bagi Hasil Pajak TA 2022 dianggarkan sebesar
Rp100.678.755.599,00 dengan realisasi sebesar Rp99.937.541.276,00 atau
99,26% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

No. Jenis Dana Bagi Hasil Angg?;’; 2022 |pealisasi 2022 (Rp)| %  |Realisasi 2021 (Rp)

1| Pajak Bumi dan Bangunan 7.375.793.846,00 | 7.720.215.248,00 | 104,67 | 9.728.484.149,00
DBH PPh Pasal 25, Pasal 29/WPOPDN

2 |dan Pasal 21 87.623.184.604,00 | 86.928.971.089,00 | 99,21 | 94.811.440.705,00

3 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 5.679.777.059,00 | 5.288.354.039,00 | 93,11 | 4.796.427.940,00

Jumlah| 100.678.755.509,00 | 99.937.541.276,00 | 99,26 | 109.336.352.794,00

G.5.1.1.2.1.2.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — Dana Bagi Hasil Pajak
sebesar  Rp99.937.541.276,00 mengalami  penurunan  sebesar
Rp9.398.811.518,00 atau 8,60% dibandingkan dengan penerimaan tahun
sebelumnya yaitu sebesar Rp109.336.352.794,00.

Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA TA 2022 dianggarkan sebesar
Rp37.310.713.979,00 dengan realisasi sebesar Rp36.604.255.359,00 atau
98,11% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2022 dan 2021

No.| Jenis Dana Bagi Hasil SDA Angga(‘;'; 2022 |Realisasi 2022 (Rp)| % |Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Minyak Bumi 6.675.625.936,00 6.486.579.939,00 | 97,17 3.490.313.900,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
2 |[Gas Bumi 6.627.057.711,00 5.974.722.332,00 | 90,16 192.486.100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
3 |Pengusahaan Panas Bumi 20.615.225.196,00 | 20.613.333.652,00 | 99,99 | 41.471.203.341,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber
Daya Alam (SDA) Mineral dan
4 |Batubara-Royalty 1.149.427.779,00 1.443.936.099,00 | 125,62 801.488.018,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan-Provisi Sumber Daya
5 [Hutan (PSDH) 127.372.337,00 127.372.337,00 | 100,00 151.713.993,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
6 [Perikanan 2.116.005.020,00 1.958.311.000,00 | 92,55 1.674.500.150,00
Jumlah| 37.310.713.979,00 | 36.604.255.359,00 | 98,11 47.781.705.502,00

G.5.1.1.2.1.3.

G.5.1.1.2.1.4.

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA TA 2022

sebesar Rp36.604.255.359,00

mengalami

penurunan

sebesar

Rp11.177.450.143,00 atau 23,39% dibandingkan dengan penerimaan tahun
sebelumnya yaitu sebesar Rp47.781.705.502,00.

Pendapatan Dana Alokasi Umum

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 dianggarkan
sebesar Rp835.688.626.000,00 dengan realisasi sebesar Rp822.985.754.196,00

atau 98,48% dari anggaran.

Realisasi
mengalami penurunan

penerimaan DAU

TA 2022

sebesar Rp822.985.754.196,00
sebesar Rp20.702.871.804,00 atau 2,45%

dari

penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp843.688.626.000,00.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022

dianggarkan sebesar

Rp342.617.738.991,00 dengan

realisasi

sebesar

Rp320.820.657.296,00 atau 93,64% dari anggaran, dengan perincian sebagai

berikut.
Tabel 5.16

Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2022

No.

Jenis Dana Alokasi Khusus

Anggaran 2022 (Rp)

Realisasi 2022 (Rp)

%

Realisasi 2021 (Rp)

Dana Alokasi Khusus - Fisik

27.991.032.000,00

25.504.964.350,00

91,12

22.375.540.511,00

Dana Alokasi Khusus- Non Fisik

314.626.706.991,00

295.315.692.946,00

93,86

152.250.325.866,00

Jumlah

342.617.738.991,00

320.820.657.296,00

93,64

174.625.866.377,00

Realisasi

penerimaan DAK TA 2022

sebesar Rp320.820.657.296,00

mengalami kenaikan sebesar Rp146.194.790.919,00 atau 83,72% dari
penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp174.625.866.377,00.
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G.5.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Pada TA 2022 tidak terdapat Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan

dana penyesuaian.

G.5.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
G.5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022

dianggarkan

sebesar

Rp591.178.742.097,00  dengan

realisasi

sebesar

Rp580.280.117.036,00 atau 98,16% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi
Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp580.280.117.036,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp105.352.142.760,00 atau 22,18% dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp474.927.974.276,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi TA 2022 dan 2021
No.| Jenis Da":f::f’r:s":as" Pajak Anggj::p'; 2022 |pealisasi 2022 (Rp)| % |Realisasi 2021 (Rp)
1 |Pajak Kendaraan Bermotor 223.724.978.644,00 | 218.346.933.945,00 97,60 | 194.702.772.600,00
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 151.138.125.404,00 | 145.632.344.910,00 96,36 | 111.512.990.310,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
3 |Bermotor 107.519.062.651,00 | 107.519.062.651,00 | 100,00 | 85.590.618.540,00
4 |Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 255.360.960,00 240.561.092,00 94,20 334.029.250,00
5 |Pajak Rokok 108.541.214.438,00 | 108.541.214.438,00 | 100,00 | 82.787.563.576,00
Jumlah| 591.178.742.097,00 | 580.280.117.036,00 98,16 | 474.927.974.276,00
G.5.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa
Barat. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat dianggarkan sebesar
Rp143.649.880.800,00 dengan realisasi sebesar Rp142.400.702.199,00 atau 99,13%
dari anggaran.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi sebesar Rp19.398.544.385,00.
Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp127.262.366.875,00 atau
86,77% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp146.660.911.260,00.

G.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat
(Kementerian Kesehatan) dalam bentuk uang senilai Rp19.398.544.385,00
dengan peruntukan penyediaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Khitmat Sehat Afiat (KISA).

G.5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi
ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan
akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi
pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan
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pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang
dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam
tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada
tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain
Pendapatan yang Sah.

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp3.614.127.822.783,00 atau 88,46% dari
anggaran sebesar Rp4.085.789.603.733,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp346.506.959.673,00 atau 10,60% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp3.267.620.863.110,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
1 |Belanja Operasi 2.969.679.434.909,00 2.669.375.630.106,00 89,89 2.487.459.718.159,00
2 |Belanja Modal 1.018.433.648.574,00 906.347.683.570,00 88,99 701.368.258.472,00
3 |Belanja Tak Terduga 96.976.520.250,00 37.704.509.107,00 38,88 78.792.886.479,00
4 |Belanja Transfer 700.000.000,00 700.000.000,00 [ 100,00
Jumlah| 4.085.789.603.733,00 3.614.127.822.783,00 88,46 3.267.620.863.110,00
G.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi
meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp2.669.375.630.106,00 atau
89,89% dari anggaran sebesar Rp2.969.679.434.909,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp181.915.911.947,00 atau 7,31% dari realisasi tahun

sebelumnya sebesar Rp2.487.459.718.159,00.
Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Anggaran 2022 (Rp) Real i 2022 (Rp) % Real i 2021 (Rp)
1 |Belanja Pegawai 1.160.180.572.745,00 1.043.072.566.692,00 | 89,91 1.065.130.893.138,00
2 |Belanja Barang dan Jasa 1.641.226.910.324,00 1.474.880.363.394,00 | 89,86 1.224.570.536.813,00
3 _|Belanja Hibah 92.094.262.590,00 88.877.587.640,00 | 96,51 130.435.048.750,00
4 |Belanja Bantuan Sosial 76.177.689.250,00 62.545.112.380,00 | 82,10 67.323.239.458,00
Jumlah| 2.969.679.434.909,00 2.669.375.630.106,00 | 89,89 2.487.459.718.159,00
G.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp1.043.072.566.692,00 atau
89,91% dari anggaran sebesar Rpl.160.180.572.745,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp22.058.326.446,00 atau 2,07% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp1.065.130.893.138,00 dengan perincian sebagai
berikut.
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Tabel 5.20

Perincian Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Pegawai

Realisasi 2022 (Rp)

Realisasi 2021 (Rp)

1|Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

441.071.783.216,00

448.990.903.120,00

2 |Belanja Tambahan Penghasilan ASN

352.608.759.379,00

347.481.067.378,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan
3 | Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

154.601.521.029,00

186.185.096.998,00

4 |Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

43.983.736.704,00

42.099.551.462,00

5 |Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

1.173.255.824,00

1.036.355.169,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
6 [DPRD serta KDH/WKDH

2.064.174.300,00

2.009.467.165,00

7 |Belanja Pegawai BOS

10.530.237.705,00

9.043.754.000,00

8 |Belanja Pegawai BLUD

37.039.098.535,00

28.284.697.846,00

Jumlah

1.043.072.566.692,00

1.065.130.893.138,00

Perincian realisasi Belanja Pegawai per SKPD pengelola dapat dilihat pada

Lampiran 2.

G.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang
dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk
menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau
pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin

pemerintah daerah.

Realisasi Belanja  Barang
Rp1.474.880.363.394,00 atau

Rp1.641.226.910.324,00. Realisasi

Jasa TA 2022 adalah sebesar
89,86% dari anggaran sebesar
tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp250.309.826.581,00 atau 20,44% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp1.224.570.536.813,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.21
Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Barang dan Jasa Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp)
1 | Belanja Barang Pakai Habis 243.069.118.416,00 222.461.105.399,00
2 | Belanja Jasa Kantor 583.194.677.031,00 492.194.921.390,00
3 | Belanja luran Jaminan/Asuransi 158.578.354.196,00 92.560.064.217,00
4 | Belanja Sewa Tanah 149.900.000,00 228.750.000,00
5 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.295.898.459,00 5.021.811.900,00
6 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.763.379.803,00 15.913.687.938,00
7 | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 9.000.000,00 9.000.000,00
8 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 52.431.530,00 24.110.000,00
9 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 47.635.401.209,00 32.905.440.419,00
10 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 17.823.297.210,00 12.383.189.650,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
11 _[(Availibility Payment) 98.620.000,00 93.000.000,00
12 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 435.000.000,00 41.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan
13 [danPelatihan 6.625.810.851,00 4.617.866.995,00
14 | Belanja Pemeliharaan Tanah 1.023.438.500,00 80.538.176,00
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No. Jenis Belanja Barang dan Jasa Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
15 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.821.761.597,00 22.431.007.775,00
16 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.612.343.222,00 22.311.093.975,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,
17 |danlrigasi 1.110.252.914,00 1.352.455.400,00
18 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.725.987.998,00 44.374.230.158,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
19 |Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.317.614.700,00 2.775.030.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
20 |Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 847.671.981,00 1.596.770.000,00
21 | Belanja Barang dan Jasa BOS 105.067.066.481,00 105.316.212.084,00
22 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 159.623.337.296,00 145.879.051.337,00
Jumlah 1.474.880.363.394,00 1.224.570.536.813,00
Perincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD pengelola dapat dilihat
pada Lampiran 3.
G.5.1.2.1.3. Hibah
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp88.877.587.640,00 atau
96,51% dari anggaran sebesar Rp92.094.262.590,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp41.557.461.110,00 atau 31,86% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp130.435.048.750,00.
Tabel 5.22
Rincian Belanja Hibah TA 2022 dan 2021
No. Jenis Belanja Hibah Realisasi 2022 (Rp) |Realisasi 2021 (Rp)
1 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 4.204.898.800,00 7.700.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
2 |Undangan 48.750.616.200,00 67.392.554.750,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
3 |Surat Keterangan Terdaftar 27.563.902.200,00 52.764.567.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
4 |Kemasyarakatan 6.406.403.440,00 1.079.720.000,00
5 | Belanja Hibah kepada Koperasi 150.000.000,00 100.000.000,00
6 | Belanja Hibah Dana BOS 403.560.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
7 | Politik 1.398.207.000,00 1.398.207.000,00
Jumlah| 88.877.587.640,00 | 130.435.048.750,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 dengan realisasi
sebesar Rp1.398.207.000,00 rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.23
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022

Realisasi 2022

No. Bantuan Keuangan Kepada (Rp)

1 | Partai Keadilan Sejahtera 317.923.500,00
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya 269.073.000,00
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 248.218.500,00
4 | Partai Golongan Karya 136.591.500,00
5 | Partai Amanat Nasional 110.152.500,00
6 | Partai Kebangkitan Bangsa 106.029.000,00
7 | Partai Demokrat 90.981.000,00
8 | Partai Persatuan Pembangunan 62.301.000,00
9 | Partai Solidaritas Indonesia 56.937.000,00

Jumlah| 1.398.207.000,00

G.5.1.2.1.4. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial dan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp62.545.112.380,00
atau 82,10% dari anggaran sebesar Rp76.177.689.250,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp4.778.127.078,00 atau 7,10% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp67.323.239.458,00.

Dari realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebesar
Rp55.568.612.380,00 masih terdapat saldo per 31 Desember 2022 sebesar
Rp1.813.500.000,00 dan telah disalurkan pada Tahun 2023 sebesar
Rp1.710.200.000,00 sehingga masih tersimpan dalam rekening Bank BJB sebesar
Rp103.300.000,00 dikarenakan penerima bantuan sosial belum melakukan
aktivasi atau scan barcode pada Aplikasi Massago, kurangnya pemahaman pihak
sekolah terkait prosedur pencairan dana bantuan sosial, terdapat siswa yang telah
lulus dan pindah sekolah ke luar Kota Depok dan terdapat Nomor Indentitas
Kependudukan ganda. Sisa dana sebesar Rp103.300.000,00 tersebut telah
dikembalikan ke rekening kas dacrah Pemerintah Kota Depok pada tanggal 3 Mei
2023.

Tabel 5.24
Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Bantuan Sosial Realisasi 2022 (Rp) [ Realisasi 2021 (Rp)
1 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 55.568.612.380,00 42.503.257.600,00
2 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 6.976.500.000,00 9.466.181.358,00
Belanja Bantuan Sosial kepada
3 |KelompokMasyarakat - 15.353.800.500,00
Jumlah| 62.545.112.380,00 67.323.239.458,00
G.5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, yang meliputi:

1. Tanah;
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Peralatan dan Mesin;

Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan

2
3. Gedung dan Bangunan;
4
5

Aset Tetap Lainnya

Terkait dengan pelaksanaan Belanja Modal, pembayaran dilakukan setelah adanya
jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak bank atau perusahaan asuransi.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp906.347.683.570,00 atau
88,99% dari anggaran sebesar Rpl.018.433.648.574,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp204.979.425.098,00 atau 29,23% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp701.368.258.472,00 dengan perincian sebagai

berikut.

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

No. Jenis Belanja Modal Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)
1 [Belanja Tanah 99.220.136.054,00 90.531.046.261,00 | 91,24 153.135.014.610,00
2 |[Belanja Peralatan dan Mesin 268.096.961.625,00 231.921.186.010,00 | 86,51 115.919.063.480,00
3 |Belanja Gedung dan Bangunan 131.121.737.197,00 126.331.899.297,00 | 96,35 150.110.459.149,00
4 |Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 487.011.702.881,00 426.199.356.931,00 | 87,51 251.783.341.838,00
5 [Belanja Aset Tetap Lainnya 32.983.110.817,00 31.364.195.071,00 | 95,09 30.420.379.395,00

Jumlah| 1.018.433.648.574,00 906.347.683.570,00 | 88,99 701.368.258.472,00

Dari realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp906.347.683.570,00, terdapat
realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Belanja Modal Dana BOS APBN
sebesar Rp26.455.339.131,00 dan Belanja Modal BLUD  sebesar
Rp38.710.547.845,00.

Perincian realisasi Belanja Modal per SKPD pengelola dapat dilihat pada
Lampiran 4.

G.5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA
G.5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

G.5.1.24.
G.5.1.2.5.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa, seperti penanggulangan bencana alam/bencana sosial/kebutuhan mendesak
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk penganggaran untuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 adalah sebesar Rp37.704.509.107,00 atau
38,88% dari anggaran sebesar Rp96.976.520.250,00 Realisasi tersebut mengalami
penurunan sebesar Rp41.088.377.372,00 atau 52,15% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp78.792.886.479,00. Perincian realisasi Belanja Tak
Terduga dapat dilihat pada Lampiran 5.

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja bantuan untuk penanganan bencana
alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, hal ini sesuai dengan Surat Edaran
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/8479/S] tertanggal 28
November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten
Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
Pemerintah Kota Depok memberikan Bantuan Keuangan sebesar
Rp700.000.000,00.

G.5.1.3. SURPLUS/DEFISIT
Surplus TA 2022 adalah sebesar Rp50.528.350.246,00 yang didapatkan dari
perhitungan sebagai berikut.
1) Pendapatan Rp  3.664.656.173.029,00
2) Belanja Rp (3.614.127.822.783,00)
Surplus/(Defisit) Rp 50.528.350.246,00
G.5.1.4. PEMBIAYAAN
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
G.5.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kota Depok meliputi semua penerimaan
kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran (SiLPA) Tahun
Lalu dan Penerimaan Piutang PAD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima dan dicatat berdasarkan azas bruto.
G.5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA
Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp585.536.810.398,00
dengan realisasi sebesar Rp585.536.810.398,00 atau 100,00 % dari anggaran.
Penerimaan Pembiayaan TA 2022 merupakan penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar
Rp585.536.810.398,00.
G.5.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kota Depok meliputi semua
pengeluaran kas yang antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal
pemerintah dan pembayaran pokok utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat kas dikeluarkan.
G.5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kota Depok TA 2022 dianggarkan
sebesar Rp93.915.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.915.250.000,00 atau
100% dari anggaran. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan penyertaan modal
kepada PDAM Kota Depok.
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G.5.1.4.3. PEMBIAYAAN NETO

Pembiayaan Neto TA 2022 adalah sebesar Rp491.621.560.398,00 yang didapatkan
dari perhitungan sebagai berikut.

1) Penerimaan pembiayaan Rp 585.536.810.398,00
2) Pengeluaran pembiayaan Rp (93.915.250.000,00)
Pembiayaan neto Rp 491.621.560.398,00

G.5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Pemerintah Kota Depok TA 2022 adalah sebesar Rp542.149.910.644,00
yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit) Rp  50.528.350.246,00
2) Pembiayaan Neto Rp 491.621.560.398,00
SiLPA Rp 542.149.910.644,00
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G.5.2.

G.5.2.1.

G.5.2.2.

G.5.2.3.

G.5.24.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan, dan SAL Akhir.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp585.536.810.398,00
merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021.

PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN
BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar
Rp585.536.810.398,00 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2021 pada Tahun
Anggaran 2022.

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp542.149.910.644,00
didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/Defisit Rp 50.528.350.246,00
2) Pembiayaan Neto Rp 491.621.560.398,00
SiLPA Rp 542.149.910.644,00

SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir TA 2022 adalah sebesar Rp542.149.910.644,00 yang didapatkan dari
perhitungan sebagai berikut.

1) SAL Awal Rp  585.536.810.398,00
2) Penggunaan SAL Rp (585.536.810.398,00)
3) SiLPA Rp  542.149.910.644,00
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00

SAL Akhir Rp  542.149.910.644,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 57



G.S5.3

G.5.3.1.

NERACA

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo akun-
akun neraca disertai lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini dan kecukupan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan. Penjelasan pos-pos neraca menguraikan posisi neraca untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp18.186.834.722.785,20 mengalami kenaikan sebesar Rp2.392.026.742.917,38
atau 15,14% dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp15.794.807.979.867,90.
Aset Kota Depok Tahun 2022 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,
Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.26
Saldo Aset Per 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/

No. Uraian

Desember 2022 (Rp)

Desember 2021 (Rp)

(Penurunan)

%

Aset Lancar

1.374.245.201.253,31

1.372.933.468.114,29

1.311.733.139,02

0,10

Investasi

856.598.476.500,00

666.195.844.342,00

190.402.632.158,00

28,58

AlwN] =~

Aset Tetap

15.690.758.821.203,00

13.501.138.981.464,40

2.189.619.839.738,63

16,22

Aset Lainnya

265.232.223.828,93

254.539.685.947,20

10.692.537.881,73

4,20

Jumlah| 18.186.834.722.785,20 | 15.794.807.979.867,90

2.392.026.742.917,38

15,14

G.5.3.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp1.374.245.201.253,31 mengalami kenaikan sebesar Rp1.311.733.139,02 atau
0,10% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.372.933.468.114,29. Aset Lancar
Pemerintah Kota Depok Tahun 2022 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, Setara Kas, Piutang Pajak dan
Penyisihannya, Piutang Retribusi dan Penyisihannya, Belanja dibayar dimuka,
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Penyisihannya, Piutang Lainnya dan
Penyisihannya dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.27
Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021

No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan)
1 |Kas di Kas Daerah 449.901.910.807,00 448.990.053.911,00 911.856.896,00 0,20
Kas di Bendahara
2 |Pengeluaran 48.838.413,00 135.046.826,00 (86.208.413,00) (63,84)
Kas di Bendahara
3 |Penerimaan 7.682.000,00 2.845.000,00 4.837.000,00 170,02
4 |Kas di BLUD 91.776.292.408,00 135.146.191.723,00 (43.369.899.315,00)| (32,09)
Kas Lainnya di Bendahara
5 |Pengeluaran 645.606,00 13.247.000,00 (12.601.394,00) (95,13)
6 |Kas Lainnya 415.187.016,00 1.262.066.438,00 (846.879.422,00)| (67,10)
7 |Setara Kas - - - -
8 |Piutang Pajak 1.224.524.415.297,00 1.061.130.780.550,00 163.393.634.747,00 15,40
9 |Penyisihan Piutang Pajak (508.160.078.749,00) (433.875.491.767,00)| (74.284.586.982,00) 17,12
10 |Piutang Retribusi 1.356.790.250,00 801.129.250,00 555.661.000,00 69,36
11 [Penyisinan Piutang Retribusi (815.929.017,50) (299.861.363,50) (516.067.654,00) 172,10
12 |Belanja Dibayar Dimuka 908.374.379,00 471.723.284,00 436.651.095,00 92,57
13 |Piutang Dana Bagi Hasil - -
Penyisihan Piutang Dana Bagi
14 |Hasil - -
Piutang Transfer Pemerintah
15 |Provinsi 28.034.994.490,00 42.951.445.412,00 (14.916.450.922,00)| (34,73)
Penyisihan Piutang Transfer
16 |Pemerintah Provinsi - - -
17 |Piutang Lainnya 10.061.564.370,00 35.042.399.906,00 (24.980.835.536,00)| (71,29)
18 [Penyisinan Piutang Lainnya (384.958.762,00) (499.148.557,00) 114.189.795,00 | (22,88)
19 |Persediaan 76.569.472.745,81 81.661.040.501,79 (5.091.567.755,98) (6,24)
Jumlah| 1.374.245.201.253,31 1.372.933.468.114,29 1.311.733.139,02 0,10
G.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp449.901.910.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp911.856.896,00
atau 0,20% dari saldo Tahun sebelumnya sebesar Rp448.990.053.911,00.
Tabel 5.28
Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021
Kas di Kas Nomor Saldo Per 31 Saldo Per 31 Ke naikan/
No. Daerah Rekening Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Kas diBUD [ 0000667277001 | 449.901.910.807,00 | 448.990.053.911,00 911.856.896,00 | 0,20
Jumlah| 449.901.910.807,00 | 448.990.053.911,00 911.856.896,00 | 0,20
G.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp48.838.413,00 mengalami penurunan sebesar Rp86.208.413,00 atau 63,84%

dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp135.046.826,00.

Berikut adalah perincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022
dan 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 5.29
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. SKPD Desember 2022 | Desember 2021 %
(Penurunan)
(Rp) (Rp)
1 |Dinas Pendidikan 8.776.500,00 7.903.300,00 873.200,00 11,05
2 |Dinas Kesehatan 35.760.000,00 (35.760.000,00)| 100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
3 |Penataan Ruang 80.190.000,00 (80.190.000,00)| 100,00
Dinas Pemuda, Olahraga,
4 |Kebudayaan dan Pariwisata 38.876.330,00 38.876.330,00 -
5 |Sekretariat DPRD 819.933,00 819.933,00 -
6 |Kecamatan Cimanggis 7.814.200,00 (7.814.200,00)] 100,00
7 [Kecamatan Bojongsari 2.000.000,00 (2.000.000,00)| 100,00
8 [Kecamatan Sawangan 365.650,00 365.650,00 -
9 |Kecamatan Sukmajaya 50.000,00 (50.000,00)| 100,00
10 [Kecamatan Limo 1.329.326,00 (1.329.326,00)| 100,00
Jumlah 48.838.413,00 135.046.826,00 (86.208.413,00)| (63,84)
Atas sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah
disetorkan pada awal tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 5.30
Perincian Penyetoran UP Tahun 2022
No. SKPD Tanggal Nilai (Rp)
1 |Dinas Pendidikan 10 Januari 2023 8.776.500,00
Dinas Pgrpuda, Olahraga, Kebudayaan 25 Januari 2023 38.876.330,00
2 [dan Pariwisata
3 |Sekretariat DPRD 20 Januari 2023 819.933,00
4 |Kecamatan Sawangan 5 Januari 2023 365.650,00
TOTAL 48.838.413,00
G.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp7.682.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.837.000,00 atau 170,02% dari
saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.845.000,00. Saldo Kas di Bendahara
Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.682.000,00 merupakan
penerimaan Retribusi Terminal sebesar Rp4.257.000,00 dan Retribusi
Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp3.425.000,00 pada Dinas
Perhubungan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember
2022. Seluruh Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan tersebut
disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2023.
Tabel 5.31
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. SKPD Desember Desember {Penurunany %
2022 (Rp) 2021 (Rp)
Dinas Perhubungan 7.682.000,00 2.845.000,00 4.837.000,00 | 170,02
Jumlah 7.682.000,00 2.845.000,00 4.837.000,00 | 170,02
G.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp91.776.292.408,00 mengalami penurunan sebesar
Rp43.369.899.315,00 atau 32,09% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp135.146.191.723,00.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

60



Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas di BLUD RSUD
Kota Depok sebesar Rp81.798.542.852,00 dan Kas di BLUD UPT Puskesmas
sebesar Rp9.977.749.556,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.32
Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
| Kas di BLUD RSUD 81.798.542.852,00 | 124.929.896.576,00 | (43.131.353.724,00)| (34,52)
Kas di Rekening 81.789.706.852,00 | 124.874.949.176,00 | (43.085.242.324,00)| (34,50)
Kas Tunai 8.836.000,00 54.947.400,00 (46.111.400,00)| (83,92)
Kas di BLUD UPT
I Puskesmas 9.977.749.556,00 10.216.295.147,00 (238.545.591,00)| (2,33)
Kas di Rekening 9.911.864.461,00 10.121.025.274,00 (209.160.813,00)| (2,07)
Kas Tunai 65.885.095,00 95.269.873,00 (29.384.778,00)| (30,84)
Jumlah| 91.776.292.408,00 | 135.146.191.723,00 | (43.369.899.315,00)| (32,09)

Penjelasan saldo Kas di BLUD adalah sebagai berikut.

1.

Kas di BLUD RSUD Khidmat Sehat Afiat

Kas di BLUD RSUD Khidmat Sehat Afiat sebesar Rp81.744.570.263,00
merupakan saldo kas sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran
RSUD Khidmat Sehat Afiat Tahun 2022.

Saldo Kas di BLUD RSUD Khidmat
Rp81.744.570.263,00 terdiri atas:

a. Saldo kas di Rekening Nomor 0017054287001 pada Bank BJB Cabang
Depok sebesar Rp81.736.566.563,00. Rekening tersebut dikelola oleh
Pejabat Keuangan BLUD sebagai penyelenggara pengelolaan kas
BLUD;

b. Saldo kas tunai sebesar Rp8.003.700,00 pada Bendahara Penerimaan
BLUD yang belum disetor ke rekening BLUD sampai dengan 31
Desember 2022.

Kas di BLUD RSUD Anugerah Sehat Afiat

Kas di BLUD RSUD Anugerah Sehat Afiat sebesar Rp53.972.589,00
merupakan saldo kas sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran
RSUD Anugerah Sehat Afiat tahun 2022.

Saldo Kas di BLUD RSUD Anugerah Sehat Afiat sebesar Rp53.972.589,00
terdiri atas:

a. Saldo kas di Rekening Nomor 0130486037001 pada Bank BJB Cabang
Depok sebesar Rp53.140.289,00. Rekening tersebut dikelola oleh
Pejabat Keuangan BLUD sebagai penyelenggara pengelolaan kas
BLUD;

b. Saldo kas tunai sebesar Rp832.300,00 pada Bendahara Penerimaan
BLUD yang belum disetor ke rekening BLUD sampai dengan 31
Desember 2022.

Sehat Afiat sebesar

3. Kas di BLUD UPT Puskesmas
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Kas di BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp91.977.749.556,00 merupakan
saldo kas pada 38 UPT Puskesmas Kecamatan yang tersebar pada 11

kecamatan di wilayah Kota Depok.

Saldo Kas di BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp9.977.749.556,00, terdiri
atas saldo kas di rekening BJB Cabang Depok sebesar Rp9.911.864.461,00
dan saldo kas tunai sebesar Rp65.885.095,00 pada 38 UPT Puskesmas,
dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.33
Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2022

No. BLUD UPT Puskesmas Nomor Rekening | Kas di Rekening (Rp) | Kas di Tunai (Rp) Total
1 |BLUD UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS 0075268955001 898.730.837,00 2.575.000,00 901.305.837,00
2 [BLUD UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI 0100127377001 213.801.827,00 146.000,00 213.947.827,00
3 |BLUD UPTD PUSKESMAS MEKARSARI 0100127458001 124.266.611,00 10.000,00 124.276.611,00
BLUD UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG
4 |SELATAN 0100127431001 68.657.179,00 127.000,00 68.784.179,00
5 [BLUD UPTD PUSKESMAS TUGU 0100127334001 171.763.473,00 74.000,00 171.837.473,00
6 |BLUD UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR 0100127504001 24.924.863,00 96.000,00 25.020.863,00
7 [BLUD UPTD PUSKESMAS TAPOS 0075267142001 586.389.516,00 1.431.500,00 587.821.016,00
8 |BLUD UPTD PUSKESMAS CILANGKAP 0100127644001 133.531.730,00 95.000,00 133.626.730,00
9 [BLUD UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN 0100127687001 34.436.502,00 202.000,00 34.638.502,00
10 [BLUD UPTD PUSKESMAS JATWAJAR 0100127598001 94.230.207,00 292.000,00 94.522.207,00
11 |BLUD UPTD PUSKESMAS SUKATANI 0100127539001 250.386.818,00 259.000,00 250.645.818,00
12 [BLUD UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU 0100127741001 65.390.362,00 30.086.195,00 95.476.557,00
13 |BLUD UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA 0075266219001 166.356.705,00 3.572.000,00 169.928.705,00
14 [BLUD UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA 0100126702001 209.116.663,00 40.000,00 209.156.663,00
BLUD UPTD PUSKESMAS PONDOK
15 [SUKMAJAYA 0100127172001 97.857.102,00 308.000,00 98.165.102,00
16 |BLUD UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA 0100127131001 126.286.262,00 195,000,00 126.481.262,00
17 [BLUD UPTD PUSKESMAS CILODONG 0075269625001 276.913.897,00 2.994.000,00 279.907.897,00
18 |BLUD UPTD PUSKESMAS KALIMULYA 0100127288001 121.507.580,00 125.000,00 121.632.580,00
19 [BLUD UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI 0100127210001 230.237.116,00 121.000,00 230.358.116,00
20 |BLUD UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS 0075291922001 326.709.746,00 4.095.000,00 330.804.746,00
BLUD UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA
21 |BARU 0100126508001 259.460.834,00 99.000,00 259.559.834,00
22 |BLUD UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA 0100126427001 162.964.004,00 402.000,00 163.366.004,00
23 |BLUD UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA 0100127776001 77.570.143,00 84.000,00 77.654.143,00
24 |BLUD UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG 0075271476001 466.360.521,00 1.707.500,00 468.068.021,00
25 |BLUD UPTD PUSKESMAS RATU JAYA 0100126664001 547.106.365,00 1.506.500,00 548.612.865,00
26 |BLUD UPTD PUSKESMAS KECAMATANBEJI [ 0075269048001 430.685.114,00 2.496.500,00 433.181.614,00
27 |BLUD UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA 0100126818001 139.930.582,00 208.000,00 140.138.582,00
28 |BLUD UPTD PUSKESMAS TANAH BARU 0100127814001 180.068.646,00 72.000,00 180.140.646,00
29 |BLUD UPTD PUSKESMAS MAMPANG 0100126583001 99.578.420,00 173.000,00 99.751.420,00
30 |BLUD UPTD PUSKESMAS SAWANGAN 0075266790001 439.118.765,00 1.963.000,00 441.081.765,00
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Nomor Kas di Rekening Kas di Tunai

No. BLUD UPT Puskesmas ST (Rn) (Rn) Total
31 [BLUD UPTD PUSKESMAS PENGASINAN 0100126176001 206.558.196,00 246.000,00 206.804.196,00
32 (BLUD UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH 0100125889001 287.834.470,00 72.000,00 287.906.470,00
33 [BLUD UPTD PUSKESMAS KEDAUNG 0100126044001 187.033.637,00 3.654.900,00 190.688.537,00
34 [BLUD UPTD PUSKESMAS CINANGKA 0100126249001 65.969.424,00 85.000,00 66.054.424,00
35 [BLUD UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI 0075266741001 86.361.622,00 2.586.000,00 88.947.622,00
36 |BLUD UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU 0100126354001 334.092.846,00 47.000,00 334.139.846,00
37 (BLUD UPTD PUSKESMAS LIMO 0075270690001 482.284.740,00 1.302.000,00 483.586.740,00
38 [BLUD UPTD PUSKESMAS CINERE 0075314051001 1.237.391.136,00 2.337.000,00 1.239.728.136,00
Jumlah UPT Puskesmas 9.911.864.461,00 65.885.095,00 9.977.749.556,00
39 [RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT 0017054287001 81.736.566.563,00 8.003.700,00 | 81.744.570.263,00
40 |RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT 0130486037001 53.140.289,00 832.300,00 53.972.589,00
Jumlah RSUD 81.789.706.852,00 8.836.000,00 | 81.798.542.852,00
Jumlah 91.701.571.313,00 74.721.095,00 | 91.776.292.408,00

G.5.3.1.1.5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp645.606,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.601.394,00 atau
95,13% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp13.247.000,00.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar
Rp645.606,00 terdiri dari pajak yang belum dibayarkan pada Kecamatan
Sukmajaya sampai dengan 31 Desember 2022.

G.5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp415.187.016,00
mengalami penurunan sebesar Rp846.879.422,00 atau 67,10% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp1.262.066.438,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp415.187.016,00 terdiri atas
sisa saldo Kas Dana BOS pada 274 SD Negeri sebesar Rp365.399.544,00 dan
26 SMP Negeri sebesar Rp49.787.472,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.34
Saldo Kas di Lainnya Per 31 Desember 2022

No. Uraian SD SMP Jumlah (Rp)

| Saldo Awal 955.418.132,00 306.648.306,00 1.262.066.438,00

I Pendapatan 106.044.860.216,00 35.384.255.376,00 141.429.115.592,00
1 [BOS APBN 106.037.757.292,00 35.383.246.425,00 141.421.003.717,00

2 |Jasa Giro Rekening 7.102.924,00 1.008.951,00 8.111.875,00

[ Belanja 106.510.871.567,00 35.541.771.750,00 142.052.643.317,00
1 _[Pegawai 7.984.282.705,00 2.545.955.000,00 10.530.237.705,00

2 |Barang dan Jasa 78.098.585.162,00 26.968.481.319,00 105.067.066.481,00

3 |Modal 20.428.003.700,00 6.027.335.431,00 26.455.339.131,00

\Y Pengembalian Ke Kasda 124.007.237,00 99.344.460,00 223.351.697,00
V Saldo Akhir 365.399.544,00 49.787.472,00 415.187.016,00
1 _[Rekening Koran 258.994.077,00 33.112.351,00 292.106.428,00

2 |Tunai 106.405.467,00 16.675.121,00 123.080.588,00

Perincian saldo sisa Dana BOS SD dan SMP lebih lanjut dapat dilihat pada
Lampiran 6.1 dan Lampiran 6.2.
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G.5.3.1.1.7.

Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk
tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas
dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan, termasuk didalamnya investasi yang mempunyai masa jatuh tempo 3
(tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi.

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

G.5.3.1.1.8. Piutang Pajak
Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp1.224.524.415.297,00 mengalami kenaikan sebesar Rp163.393.634.747,00
atau 15,40% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.061.130.780.550,00.
Piutang Pajak per 31 Desember 2022 terdiri atas Piutang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 5.35
Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. KPD 9
° S Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan) %
1 |Pajak Hotel 3.652.317.140,00 940.765.471,00 2.711.551.669,00 | 288,23
2 |Pajak Restoran 3.025.149.427,00 2.354.590.608,00 670.558.819,00 28,48
3 |Pajak Hiburan 73.541.600,00 67.243.935,00 6.297.665,00 9,37
4 |Pajak Parkir 202.827.000,00 202.167.000,00 660.000,00 0,33
5 |Pajak Reklame 703.569.293,00 529.636.941,00 173.932.352,00 32,84
6 |Pajak Air Tanah 4.690.866.292,00 4.178.748.255,00 512.118.037,00 12,26
Pajak Bumi dan Bangunan
7 |Perdesaan dan Perkotaan| 1.205.457.146.523,00 1.046.153.208.318,00 159.303.938.205,00 15,23
Bea Perolehan Hak atas
8 |Tanah dan Bangunan 6.718.998.022,00 6.704.420.022,00 14.578.000,00 0,22
Jumlah| 1.224.524.415.297,00 1.061.130.780.550,00 163.393.634.747,00 15,40

1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment yaitu
pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri
besarnya pajak terutang. Piutang pajak hotel muncul pada saat wajib pajak
melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang
dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat
dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan
pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi
kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp3.652.317.140,00 dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.36

Saldo Piutang Pajak Hotel Per Tahun Pajak

Saldo Per 31
. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran

No.|Tahun Pajak | ;..\ \ari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) Dese“:::)’ 2022
1 2015 3.358.400,00 3.358.400,00
2 2016 3.730.760,00 3.730.760,00
3 2017 5.812.000,00 5.812.000,00
7 2018 4.170.000,00 4.170.000,00
5 2019 5.680.000,00 5.470.000,00 210.000,00
6 2020 915.714.311,00 503.499.289,00 412.215.022,00
7 2021 2.300.000,00 630.000,00 1.670.000,00
) 2022 16.342.175.784,00 | 13.121.024.826,00 | _3.221.150.958,00

Jumiah|  940.765.471,00 | 16.342.175.784,00 | 13.630.624.115,00 | 3.652.317.140,00

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment
sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel. Piutang pajak restoran
muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya
namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran
atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat
kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh
wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp3.025.149.427,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.37
Saldo Piutang Pajak Restoran Per Tahun Pajak

Saldo Per 31
. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 | Pembayaran Tahun

No. [ Tahun Pajak Januari 2022 (Rp) (Rp) 2022 (Rp) Desen;::)r 2022
1 2015 289.404.339,00 289.404.339,00
2 2016 42.057.447,00 42.057.447,00
3 2017 81.405.193,00 2.575.000,00 78.830.193,00
4 2018 114.592.381,00 106.364,00 114.486.017,00
5 2019 427.582.582,00 427.582.582,00
6 2020 1.184.336.391,00 100.519.675,00 1.083.816.716,00
7 2021 215.212.275,00 66.092.175,00 149.120.100,00
8 2022 241.243.087.763,00 | 240.403.235.730,00 839.852.033,00
Jumlah| 2.354.590.608,00 | 241.243.087.763,00 | 240.572.528.944,00 | 3.025.149.427,00

3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment
sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel dan Restoran. Piutang pajak
hiburan muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran
pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan
pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak
terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang
dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp73.541.600,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.38
Saldo Piutang Pajak Hiburan Per Tahun Pajak

Saldo Per 31
. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran

No.|Tahun Pajak | ;1\ 1ari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) Dese"(‘::)’ 2022
1 2015 11.196.500,00 11.196.500,00

2 2018 11.561.333,00 11.561.333,00

3 2019 480.000,00 480.000,00

4 2020 44.006.102,00 2.034.835,00 41.971.267,00

5 2022 18.288.588.070,00 18.280.255.570,00 8.332.500,00

Jumlah 67.243.935,00 18.288.588.070,00 18.282.290.405,00 73.541.600,00

4. Piutang Pajak Parkir

Mekanisme pemungutan pajak parkir menggunakan self assessment dan
piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran
pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat
kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp202.827.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39
Saldo Piutang Pajak Parkir Per Tahun Pajak

Saldo Per 31
. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran

No.|Tahun Pajak | 1. iari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) Dese"(‘;:)’ 2022
1 2015 18.780.000,00 18.780.000,00
2 2016 195.000,00 195.000,00
3 2018 5.440.000,00 5.440.000,00
4 2019 6.520.000,00 6.520.000,00
5 2020 18.421.000,00 18.421.000,00
6 2021 152.811.000,00 152.811.000,00
7 2022 20.363.064.644,00 | 20.362.404.644,00 660.000,00

Jumlah 202.167.000,00 | 20.363.064.644,00 | 20.362.404.644,00 202.827.000,00

5. Piutang Pajak Reklame

Mekanisme pemungutan pajak reklame menggunakan official assessment
yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Reklame diakui pada saat
SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok di Bidang Pajak Daerah I,
Badan Keuangan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp703.569.293,00 dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.40

Saldo Piutang Pajak Reklame Per Tahun Pajak

Saldo Per 31
. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran

No.|Tahun Pajak |\ ari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) Dese"(‘;:)’ 2022
1 2017 1.476.000,00 1.476.000,00

2 2018 8.909.728,00 8.909.728,00

3 2019 3.002.505,00 3.002.505,00

4 2020 470.892.573,00 8.387.366,00 462.505.207,00

5 2021 45.356.135,00 45.356.135,00

6 2022 37.036.768.423,00 | 36.854.448.705,00 182.319.718,00

Jumlah 529.636.941,00 | 37.036.768.423,00 | 36.862.836.071,00 703.569.293,00

6. Piutang Pajak Air Tanah

Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan official assessment
sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame yaitu kewenangan atas
penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah. Piutang Pajak Air Tanah diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Depok pada Bidang Pajak Daerah I, Badan Keuangan
Daerah.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp4.690.866.292,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.41
Saldo Piutang Pajak Air Tanah Per Tahun Pajak
Saldo Per 31

. Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran
No. | Tahun Pajak Januari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) Desert;::)r 2022
1 2016 150.144,00 150.144,00
2 2017 590.912,00 590.912,00
3 2018 3.941.164,00 3.941.164,00
4 2019 2.409.030.371,00 2.409.030.371,00
5 2020 899.274.952,00 899.274.952,00
6 2021 865.760.712,00 62.603.213,00 803.157.499,00
7 2022 16.884.617.747,00 | 16.309.896.497,00 574.721.250,00
Jumlah| 4.178.748.255,00 | 16.884.617.747,00 | 16.372.499.710,00 | 4.690.866.292,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mekanisme pemungutan PBB-P2 menggunakan official assessment sama
dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame dan pajak air tanah. Piutang
PBB-P2 diakui pada saat SPPT diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok di
Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 Rp1.205.457.146.523,00
dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.42

Saldo Piutang PBB-P2 Per Tahun Pajak

No. Tahun | Saldo Per 1 Januari Penambah (Rp) RERERAanI T Pengurang Korekei Saldo Per 31
Pajak 2022 (Re) SPPT Tahun 2022 2022 Pembetulan Penambahan Pengurangan Desember 2022 (Rp)
1| 2006 9.013.657.550,00 270.719.060,00 2.002.598,00 747.209.970,00 7.993.725.922,00
2 | 2007 12.049.680.078,00 441.778.784,00 3.023.127,00 4.759.008,00 395.261.956,00 11.214.375.219,00
3| 2008 12.921.074.049,00 517.867.760,00 4.492.818,00 1.807.807,00 389.594.874,00 12.010.926.404,00
41 2009 15.735.478.613,00 550.822.146,00 8.340.622,00 2.001.065,00 263.618.056,00 14.914.698.854,00
51 2010 17.487.387.511,00 617.452.224,00 | 15.369.767,00 359.082,00 194.788.002,00 16.660.136.600,00
6 [ 2011 21.822.882.209,00 1.085.695.894,00 | 18.987.926,00 637.737,00 410.136.186,00 20.308.699.940,00
71 2012 30.549.167.343,00 64.976.030,00 2.373.523.760,00 [ 23.759.318,00 1.127.826,00 | 1.054.197.995,00 27.163.790.126,00
8| 2013 30.817.767.491,00 70.193.460,00 2.021.203.816,00 | 23.486.750,00 1.965.126,00 730.080.287,00 28.115.155.224,00
9| 2014 33.221.027.512,00 75.731.777,00 1.428.390.761,00 | 24.151.208,00 2.073.778,00 613.896.923,00 31.232.394.175,00
10| 2015 56.531.962.735,00 185.685.883,00 2.507.676.673,00 [ 39.065.323,00 2.059.302,00 | 1.054.107.448,00 53.118.858.476,00
1] 2016 79.496.168.761,00 205.450.791,00 3.630.305.507,00 [ 59.903.719,00 3.291.015,00 | 2.412.931.438,00 73.601.769.903,00
12| 2017 111.018.457.982,00 262.914.970,00 4.986.358.130,00 |  84.141.290,00 5.409.674,00 | 2.359.562.970,00 | 103.856.720.236,00
13| 2018 122.149.301.989,00 261.941.043,00 6.608.544.137,00 [ 84.335.790,00 5.654.924,00 | 2.938.710.765,00 | 112.785.307.264,00
141 2019 138.213.662.871,00 298.630.822,00 8.088.458.342,00 [ 95.142.494,00 11.921.620,00 | 2.897.638.652,00 | 127.442.975.825,00
15| 2020 163.864.558.823,00 446.336.102,00 |  13.210.558.126,00 | 94.561.499,00 40.679.449,00 | 3.221.382.927,00 | 147.825.071.822,00
16| 2021 191.260.972.801,00 509.489.149,00 | 28.921.547.543,00 | 95.169.239,00 2.963.688.148,50 [ 159.790.057.019,50
17| 2022 561.891.929.197,00 | 304.802.421.965,00 | 91.910.696,00 [ 11.405.957.114,50 | 10.981.070.137,00 | 257.422.483.513,50
Jumlah| 1.046.153.208.318,00 | 564.273.279.224,00 | 382.063.324.628,00 | 767.844.184,00 | 11.489.704.527,50 | 33.627.876.734,50 | 1.205.457.146.523,00

8. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mekanisme pemungutan BPHTB menggunakan official assessment sama
dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame, pajak air tanah dan PBB-
P2. Piutang BPHTB diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah
Kota Depok pada Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp6.718.998.022,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.43
Saldo Piutang BPHTB Per Tahun Pajak
No Tahun Saldo Per 1 Ketetapan 2022 Pembayaran DeSaIdobPe r230122
| Pajak | Januari 2022 (Rp) (Rp) Tahun 2022 (Rp) se"(‘R:)r
1 2012 454.262.535,00 454.262.535,00
2 2013 2.017.850.181,00 2.017.850.181,00
3 2014 1.596.496.927,00 1.596.496.927,00
4 2015 475.108.372,00 475.108.372,00
5 2016 188.259.394,00 3.275.850,00 184.983.544,00
6 2017 678.646.370,00 678.646.370,00
7 2018 143.317.107,00 143.317.107,00
8 2019 404.689.790,00 4.350.000,00 400.339.790,00
9 2020 280.330.006,00 7.820.200,00 272.509.806,00
10| 2021 465.459.340,00 215.161.600,00 250.297.740,00
11| 2022 524.209.868.905,00 | 523.964.683.255,00 245.185.650,00
Jumlah 6.704.420.022,00 | 524.209.868.905,00 | 524.195.290.905,00 6.718.998.022,00
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G.5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak merupakan saldo yang dicadangkan
(disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan
piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat di tagih
(Net Realizable Value). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih
kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp508.160.078.749,00 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-
P2 dan BPHTB dengan dengan perincian dapat dilihat pada lampiran 7.

Seluruh pengelolaan Pajak Daerah di atas dilakukan oleh Badan Keuangan
Daerah yang dibagi dalam dua bidang yaitu Bidang Pajak Daerah I yang
mengelola Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak
Reklame, dan Pajak Air Tanah, sedangkan Bidang Pajak Daerah II mengelola
PBB-P2 dan BPHTB.

G.5.3.1.1.8.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi penyisihan atas piutang
tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat
ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp716.364.336.548,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.44
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Neto Per 31 Desember 2022
L L Nilai Penyisihan Net Realizable
No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)
1 |Pajak Hotel 3.652.317.140,00 69.679.416,99 3.582.637.723,01
2 |Pajak Restoran 3.025.149.427,00 769.404.123,77 2.255.745.303,24
3 |Pajak Hiburan 73.541.600,00 21.455.955,70 52.085.644,30
4 |Pajak Parkir 202.827.000,00 42.081.500,00 160.745.500,00
5 |Pajak Reklame 703.569.293,00 58.391.849,29 645.177.443,71
6 |Pajak Air Tanah 4.690.866.292,00 1.380.048.218,85 3.310.818.073,15
7 |Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan 1.205.457.146.523,00 | 500.425.657.809,06 | 705.031.488.713,95
8 [Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 6.718.998.022,00 5.393.359.875,35 1.325.638.146,65
Total| 1.224.524.415.297,00 | 508.160.078.749,00 | 716.364.336.548,00
G.5.3.1.1.9. Piutang Retribusi
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp1.356.790.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp555.661.000,00 atau
69,36% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp801.129.250,00 dengan
perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.45

Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Per 31

Saldo Per 31

No. Jenis Piutang Desember 2022 | Desember 2021 Kenaikan/ %
(Penurunan)
(Rp) (Rp)
Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara
1 |Telekomunikasi 451.440.850,00 451.440.850,00 - -
2 |Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 903.980.400,00 334.568.400,00 569.412.000,00 170,19
Retribusi Penyediaan Fasilitas
Pasar/Pertokoan yang
3 _|Dikontrakkan 1.369.000,00 15.120.000,00 (13.751.000,00)[ (90,95)
Jumlah 1.356.790.250,00 | 801.129.250,00 | 555.661.000,00 69,36

G.5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi baru diterapkan mulai tahun 2017 berdasarkan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok tentang Tata Cara Penyisihan
Piutang selain Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017.

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp815.929.017,50 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan
dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang

Dikontrakkan.
Tabel 5.46
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022
. Tahun Kualitas y oo Nilai Penyisihan Net Realizable
No.| Jenis Piutang Piutang Plutang Tarif Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)

1 |Retribusi
Pengawasan dan
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi 2021 Macet 100% 451.440.850,00 451.440.850,00 -

Total 451.440.850,00 451.440.850,00 -

2 |Retribusi lzin 2017 Macet 100% 33.359.700,00 33.359.700,00 -
Mendirikan 2018 Macet 100% 12.236.200,00 12.236.200,00 -
Bangunan 2019 Macet 100% 137.844.600,00 137.844.600,00 -

2020 Macet 100% 33.767.300,00 33.767.300,00 -

2021 Macet 100% 60.331.000,00 60.331.000,00 -

2022 Lancar 0,50% 626.441.600,00 86.942.522,50 539.499.077,50
Total 903.980.400,00 364.481.322,50 539.499.077,50

3 |Retribusi
Penyediaan Fasilitas
Pasar/Pertokoan
yang Dikontrakkan

2022 Lancar 0,50% 1.369.000,00 6.845,00 1.362.155,00
Total 1.369.000,00 6.845,00 1.362.155,00
Grand Total|  1.356.790.250,00 815.929.017,50 540.861.232,50

G.5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi Neto

Piutang Retribusi Neto adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi
penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah
piutang yang kemungkinan dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang
Retribusi Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp540.861.232,50,
dengan perincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 70



Tabel 5.47

Perincian Penyisihan Piutang Retribusi Neto per 31 Desember 2022

Nilai Penyisihan

Net Realizable

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)
1 [Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi 451.440.850,00 | 451.440.850,00 )
2 |Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
903.980.400,00 | 364.481.322,50 [ 539.499.077,50
3 |Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.369.000,00 6.845,00 1.362.155,00
Total 1.356.790.250,00 | 815.929.017,50 | 540.861.232,50

G.5.3.1.1.10. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang
telah dibayarkan dari kas daecrah dan membebani anggaran namun manfaat atas
pengeluaran tersebut belum diterima.

Belanja Dibayar di Muka pada Pemerintah Kota Depok terdiri atas belanja-
belanja berupa pembayaran sewa dan asuransi yang telah dibayar pada Tahun
2021, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima manfaat atas
jasanya secara penuh.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp908.374.379,00 mengalami kenaikan sebesar Rp436.651.095,00 atau 92,57%
dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp471.723.284,00 dengan perincian
sebagai berikut.

Tabel 5.48
Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021
Jenis Belanja Re_alisasi Beban Tahun B(_elanja Dibayar
No. Dibayar Dimuka SKPD Belanja Tahun 2022 (Rp) Dimuka Tahun
2022 (Rp) 2022 (Rp)

1 |Sew a Dibayar Dimuka 489.600.000,00 201.333.333,00 288.266.667,00
Sekretariat Daerah 199.000.000,00 49.750.000,00 149.250.000,00

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan 68.000.000,00 11.333.333,00 56.666.667,00
Dinas Kesehatan 222.600.000,00 140.250.000,00 82.350.000,00
2 |Asuransi Dibayar Dimuka 351.643.392,00 176.535.680,00 175.107.712,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 4.356.000,00 2.923.000,00 1.433.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.255.280,00 6.046.066,00 1.209.214,00
Inspektorat 26.664.953,00 20.245.123,00 6.419.830,00

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian 41.174.875,00 6.904.922,00 34.269.953,00
Sekretariat DPRD 74.000.000,00 49.333.339,00 24.666.661,00
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. . Realisasi Belanja Dibayar
No. D‘:::;:rBI;:T:a SKPD Belanja Tahun B‘;‘;;; :::)”" Dimuka Tahun
2022 (Rp) 2022 (Rp)
Dinas Tenaga Kerja 10.476.794,00 7.396.449,00 3.080.345,00
Dinas Perumahan dan Permukiman 18.410.513,00 7.062.210,00 11.348.303,00
Dinas Pekerjaan Umumdan
Penataan Ruang 16.329.678,00 4.082.419,00 12.247.259,00
Badan Kepegaw aian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia 26.137.795,00 8.146.284,00 17.991.511,00
Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariw isata 13.269.066,00 12.163.310,00 1.105.756,00
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil 14.425.333,00 8.414.776,00 6.010.557,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana 35.365.000,00 34.523.750,00 841.250,00
Sekretariat Daerah 23.996.000,00 1.999.667,00 21.996.333,00
Badan Keuangan Daerah 39.782.105,00 7.294.365,00 32.487.740,00
3 |Belanja Persediaan Dibayar Dimuka 445.000.000,00 - 445.000.000,00
|Dinas Perhubungan 445.000.000,00 445.000.000,00
Jumlah( 1.286.243.392,00 377.869.013,00 908.374.379,00

G.5.3.1.1.11.

G.5.3.1.1.12.

Perincian lebih lanjut Belanja Dibayar di Muka dapat dilihat pada Lampiran
8.1.dan Lampiran 8.2.

Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang atas transfer pemerintah pusat
berupa dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah yang kurang disalurkan
untuk tahun anggaran berkenaan.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 adalah Nihil atau tidak
terdapat piutang DBH yang diakui pada Tahun 2022. Hal ini disebabkan sampai
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok disusun tidak terdapat
penerbitan atas PMK terkait kurang/lebih salur DBH sehingga tidak diketahui
berapa jumlah kurang/lebih salur DBH untuk Tahun 2022.

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar
Rp28.034.994.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.916.450.922,00 atau
34,73% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp42.951.445.412,00. Pengakuan
piutang transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan
Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan perincian sebagai
berikut.
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Tabel 5.49
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2022

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp)
1 |Pajak kendaraan Bermotor 9.486.416.310,00
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.772.005.190,00
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.878.203.063,00
4 |Pajak Air Permukaan 12.248.100,00
5 |Pajak Rokok 8.886.121.827,00
Total 28.034.994.490,00

G.5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis
Akrual, pada Piutang Transfer tidak diberlakukan penyisihan piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022
adalah Nihil.

G.5.3.1.1.12.2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Neto

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Neto adalah saldo Piutang Transfer
Pemerintah Provinsi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih
atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat
ditagih (Net Realizable Value) adalah Nihil.

G.5.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak termasuk dalam kategori Piutang
Pajak, Retribusi, DBH dan/atau Transfer Provinsi, terdiri dari piutang atas klaim
pelayanan kesehatan kepada BPJS, piutang jaminan pelaksanaan/denda
keterlambatan dan hak tagih lainnya yang belum diterima sampai dengan 31
Desember 2022.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp10.061.564.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.980.835.536,00 atau
71,29% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp35.042.399.906,00 dengan
perincian sebagai berikut.

Tabel 5.50
Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Jenis Piutang Desember 2022 | Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)

1 |Piutang Klaim BRJS 9.725.246.072,00 | 25.021.808.400,00 | (15.296.562.328,00)| (61,13)
2 |Piutang Deviden PDAM 9.320.323.256,00 | (9.320.323.256,00)( 100,00
3 [Piutang Lainnya 336.318.298,00 700.268.250,00 (363.949.952,00)| (51,97)
Jumlah| 10.061.564.370,00 | 35.042.399.906,00 | (24.980.835.536,00)( (71,29)

G.5.1.1.1.13.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya baru diterapkan mulai Tahun 2017 berdasarkan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok tentang Tata Cara Penyisihan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

73




Piutang selain Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017.

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp384.958.762,00 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Klaim BPJS dan
Piutang Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022

o Tahun . . . o Nilai Penyisihan Net Realizable
No.| Jenis Piutang iltang Kualitas Piutang | Tarif | Nilai Piutang (Rp) Piutang (Ro) Value (Rp)
1 |Piutang Klaim BPJS
2021 |Kurang Lancar  |10,00% 149.828,00 14.982,80 134.845,20
2022 |Lancar 0,50% 9.725.096.244,00 48.625.481,20 9.676.470.762,80
Subtotal 1|  9.725.246.072,00 48.640.464,00 9.676.605.608,00
2 [Piutang Lainnya 2013 |Macet 100% 314.918.000,00 314.918.000,00 -
2017  |Macet 100% 21.400.298,00 21.400.298,00
Subtotal 2 336.318.298,00 336.318.298,00 -
Total| 10.061.564.370,00 384.958.762,00 9.676.605.608,00

Perincian Piutang Lainnya dan Penyisihan piutang lainnya lebih lanjut dapat
dilihat pada Lampiran 9.

G.5.1.1.1.13.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto adalah saldo Piutang Lainnya setelah dikurangi penyisihan
atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang
kemungkinan dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang Lainnya Neto
per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.676.605.608,00 dengan perincian

sebagai berikut.
Tabel 5.52
Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022
L L Nilai Penyisihan Net Realizable
No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)
1 |Piutang Klaim BPJS 9.725.246.072,00 48.640.464,00 | 9.676.605.608,00
2 |Piutang Lain-Lain 336.318.298,00 | 336.318.298,00 -
Total| 10.061.564.370,00 | 384.958.762,00 [ 9.676.605.608,00

G.5.3.1.1.14. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui sebesar biaya perolehan pembelian terakhir, berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik (stock opname) per 31 Desember 2022. Saldo Persediaan per
31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.569.472.745,81 mengalami penurunan
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sebesar Rp5.091.567.755,98 atau 6,24% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp81.661.040.501,79 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.53
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo per 31 Saldo per 31 .
No. SKPD Desember 2022 | Desember 2021 (Pﬁ'::'::::l) %
(Rp) (Rp)

1 [Bahan Bangunan dan Konstruksi 77.191.250,00 |  1.148.208.665,00 | (1.071.017.415,00) (93,28)
2 |Bahan Kimia 432.372.088,87 214.475.103,80 217.896.985,07 101,60
3 |Bahan Bakar Dan Pelumas 125.373.475,00 176.830.800,00 (51.457.325,00) (29,10)
4 |Bahan/Bibit Tanaman 150.903.500,00 34.946.014,00 115.957.486,00 331,82
5 |lsi Tabung Pemadam Kebakaran 2.940.000,00 2.940.000,00 -

6 |lsi Tabung Gas 75.081.130,90 68.862.137,50 6.218.993 40 9,03
7 |Bahan/Bibit Ternak/Bibit kan 27.000.000,00 27.000.000,00 -

8 |Bahan Lainnya 28.130.889.677,07 | 33.998.725.642,25 | (5.867.835.965,18) (17,26)
9 |Suku Cadang Alat Angkutan 19.337.600,00 33.941.450,00 (14.603.850,00) (43,03)
10 {Suku Cadang Alat Laboratorium 1.029.202,50 1.029.202,50 -

11 |Suku Cadang Alat Bengkel 2.000.000,00 2.000.000,00

12 {Suku Cadang Lainnya 47.390.800,00 - 47.390.800,00 -

13 [Alat Tulis Kantor 342202911537 |  5.742.717.303,17 | (2.320.688.187,80) (40,41)
14 (Kertas Dan Cover 765.016.868,17 654.860.235,06 110.156.633,11 16,82
15 (Bahan Cetak 1.077.332.364,50 1.330.000,00 |  1.076.002.364,50 | 80.902,43
16 [Benda Pos 13.656.600,00 784.000,00 12.872.600,00 |  1.641,91
17 (Bahan Komputer 3438.945.044,92 |  3.523.229.946,99 (84.284.902,07) (2,39)
18 [Perabot Kantor 2.157.065.582,79 879.822.475,38 |  1.277.243.107,41 145,17
19 [Alat Listrik 6.041.269.340,71 |  2.039.199.458,26 |  4.002.069.882,45 196,26
20 |Perlengkapan Dinas 814.815.751,36 960.588.643,85 (145.772.892,49) (15,18)
21 |Kaporlap dan Perlengkapan Satw a 437.500,00 437.500,00 -

22 |Perlengkapan Pendukung Olahraga 13.050.127,00 13.050.127,00 -
23 |Suvenir/Cendera Mata 20.250.000,00 55.590.000,00 (35.340.000,00) (63,57)
24 |Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 257.389.780,00 44.730.018,50 212.659.761,50 47543
25 |Obat 25676.669.241,93 | 29.913.632.579,53 |  (4.236.963.337,60) (14,16)
26 | Obat-Obatan Lainnya 27.270.111,00 6.177.075,00 21.093.036,00 34147

Persediaan Untuk Dijuall Diserahkan Kepada
27 |Masyarakat 1.506.830.454,91 [  1.464.039.805,67 42.790.649,24 2,92
28 |Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.532.598.800,00 1.532.598.800,00 -
29 |Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 99.955.130,00 99.955.130,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

30 |Lainnya 524.000,00 524.000,00 -

31 |Natura 604.710.208,81 693.249.147,83 (88.538.939,02) (12,77)
32 |Pakan - 5.100.000,00 (5.100.000,00) 100,00
33 |Natura dan Pakan Lainnya 8.148.000,00 8.148.000,00 -

Jumlah| 76.569.472.74581 | 81.661.040.501,79 | (5.091.567.755,98) (6,24)

Perincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

G.5.3.1.1.

INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah
Kota Depok berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia.
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G.5.3.1.1.2. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka pendek yang tidak dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan.

G.5.3.1.1.2.1. Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen lainnya Pemerintah Kota Depok per 31
Desember 2022 adalah Nihil.

G.5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah
Kota Depok berupa investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal untuk
mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

G.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

G.5.3.1.2.2.1.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Depok berupa penyertaan modal kepada satu lembaga
keuangan, satu perusahaan daerah dan satu PDAM.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp856.598.476.500,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp190.402.632.158,00 atau 28,58% dari saldo penyertaan modal tahun
sebelumnya sebesar Rp666.195.844.342,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.54
Saldo Penyertaan Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.

Kenaikan/
(Penurunan)

Saldo Per 31
Desember 2022 (Rp)

Saldo Per 31

SKPD Desember 2021 (Rp)

%

1 |PT Bank Jabar Banten

30.367.329.710,00 30.367.329.710,00 -

2 |PT Pradas Depok

241.249.905,00 241.249.905,00 -

PDAM Tirta Asasta Kota
3 |Depok

825.989.896.885,00 635.587.264.727,00 190.402.632.158,00

29,96

Jumlah 856.598.476.500,00 666.195.844.342,00 190.402.632.158,00

28,58

Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan
bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

Berikut adalah perincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31
Desember 2022.
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Tabel 5.55
Persentasi Kepemilikan Investasi Per 31 Desember 2022

No. SKPD Pe rser_1t_a5| Metode Pe nl!alan
Kepemilikan Investasi
1 |PT Bank Jabar Banten <20 % Cost Method
2 |PT Pradas Depok 100% Equity Method
3 |PDAMTirta Asasta Kota Depok 100% Equity Method

Berdasarkan persentase kepemilikan di atas nilai investasi per 31 Desember
2022 dihitung sebagai berikut.

1. PT Bank Jabar Banten
Berdasarkan hasil konfirmasi atas penyertaan modal pada PT Bank BJB,
diketahui jumlah lembar saham seri A yang dimiliki Kota Depok adalah
sebanyak 89.581.968 lembar saham dengan harga pasar per lembar
Rp890,00 atau total senilai Rp79.727.951.520,00. Hal tersebut sesuai
dengan jawaban Surat Bank BJB Nomor 156/OPS-DPK/2014 perihal
Konfirmasi Saham Seri A yang dimiliki Pemerintah Kota Depok untuk
posisi tanggal 31 Desember 2013.
Berdasarkan hasil perhitungan ekuitas PT Bank BJB, persentase Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Depok sebesar kurang dari 20% yaitu sebesar
0,92%, sehingga penyajian atas saldo investasi jangka panjang pada Neraca
Pemerintah Kota Depok menggunakan metode biaya (cost method) atau
disajikan sebesar jumlah penyertaan yang telah dilakukan. Berikut rincian
saldo penyertaan modal pada PT Bank BJB per 31 Desember 2022.
Tabel 5.56
Saldo Penyertaan Modal Pada Bank BJB Per 31 Desember 2022
Tanggal Penyertaan Nilai Penyertaan
No. SKPD Modal Mosdal (Rp) Saldo (Rp)
1 < Tahun 2000 37.947.160,00
2 Tahun 2000 14 Desember 2000 107.544.950,00 145.492.110,00
25 Juli 2001 100.000.000,00 245.492.110,00
3 Tahun 2001 31 Oktober 2001 400.000.000,00 645.492.110,00
11 Maret 2002 750.000.000,00 1.395.492.110,00
4 Tahun 2002 10 September 2002 1.000.000.000,00 2.395.492.110,00
5 Tahun 2003 19 Maret 2003 1.500.000.000,00 3.895.492.110,00
02 Maret 2004 1.000.000.000,00 4.895.492.110,00
6 Tahun 2004 10 Novermber 2004 1.000.000.000,00 5.895.492.110,00
7 Tahun 2005 18 Maret 2005 1.000.000.000,00 6.895.492.110,00
17 Mei 2006 2.000.000.000,00 8.895.492.110,00
8 Tahun 2006 19 Desember 2006 3.000.000.000,00 | 11.895.492.110,00
9 Tahun 2007 30 Agustus 2007 2.000.000.000,00 | 13.895.492.110,00
10 Tahun 2008 02 Desember 2008 1.000.000.000,00 |  14.895.492.110,00
11 Tahun 2009 30 Juli 2009 7.500.000.000,00 | 22.395.492.110,00
12 | Tahun 2010 s.d. 2017 - - 22.395.492.110,00
13 Tahun 2018 20 Desember 2018 7.971.837.600,00 | 30.367.329.710,00
14 Tahun 2019 - 30.367.329.710,00
15 Tahun 2020 - 30.367.329.710,00
16 Tahun 2021 - 30.367.329.710,00
17 Tahun 2022 - 30.367.329.710,00
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Tabel 5.57

Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank BJB Per 31 Desember 2022

No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
A |Saldo Awal 22.395.492.110,00 22.395.492.110,00 22.395.492.110,00
B (Penambah:
1. Penyertaan Modal
2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan)
Jumlah B
C |Pengurang:
1. Deviden
2. Rugi Tahun Dibawah Tahun 2018
Jumlah C - - -
D |Saldo Penyertaan Modal (A+B-C) 22.395.492.110,00 22.395.492.110,00 22.395.492.110,00

2. PT Pradas Depok

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah
& Jerry, diketahui saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Depok pada
PT Pradas per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp241.249.905,00,00.

Sejak Tahun 2010, PT Pradas sudah tidak beroperasi lagi namun
Pemerintah Kota Depok masih mencatat saldo penyertaan modal pada PT
Pradas disebabkan PT Pradas belum secara legal dibubarkan. Proses
pembubaran PT Pradas masih menunggu hasil kajian atas kepemilikan
saham PT Pradas pada PT Pradas Marga Persada yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok pada PT Pradas disajikan
menggunakan metode ekuitas (equity method) atau disajikan sebesar
ekuitas PT Pradas dengan memperhitungkan laba/rugi dan penambahan
penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Berikut perincian
saldo penyertaan modal pada PT Pradas per 31 Desember 2022.
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Tabel 5.58
Rincian Penyertaan Modal pada PT Pradas Per 31 Desember 2022

No Uraian Tahun Nilai (Rp)

1 [Penyertaan Modal Awal 2008 540.000.000,00
Modal Ditempatkan (Belum Disetor) 60.000.000,00
Rugi (334.333.544,00)
Saldo 31/12/2008 265.666.456,00

2 [Saldo Awal 2009 265.666.456,00
Rugi (24.416.551,00)
Saldo 31/12/2009 241.249.905,00

3 [Saldo 31/12/2010 2010 241.249.905,00

4 |Saldo 31/12/2011 2011 241.249.905,00

5 |Saldo 31/12/2012 2012 241.249.905,00

6 [Saldo 31/12/2013 2013 241.249.905,00

7 |Saldo 31/12/2014 2014 241.249.905,00

8 [Saldo 31/12/2015 2015 241.249.905,00

9 [Saldo 31/12/2016 2016 241.249.905,00

10 |Saldo 31/12/2017 2017 241.249.905,00
11 |Saldo 31/12/2018 2018 241.249.905,00
12 |Saldo 31/12/2019 2019 241.249.905,00
13 |Saldo 31/12/2020 2020 241.249.905,00
13 |Saldo 31/12/2021 2021 241.249.905,00
14 |Saldo 31/12/2022 2022 241.249.905,00

Tabel 5.59
Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PT Pradas Per 31 Desember 2022

No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
A |Saldo Awal 241.249.905,00 241.249.905,00 241.249.905,00
B |Penambah:

1. Penyertaan Modal - - -

2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan) - - -

Jumlah B - - -

Pengurang:

1. Deviden - - -

2. Rugi Tahun Dibawah Tahun 2018 - - -

Jumlah C - - -

Saldo Penyertaan Modal (A+B-C) 241.249.905,00 241.249.905,00 241.249.905,00

PDAM Tirta Asasta Kota Depok

PDAM Tirta Asasta Kota Depok didirikan pada Tahun 2011 berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok. Seluruh modal
PDAM Tirta Asasta merupakan hasil penyertaan modal Pemerintah Kota
Depok mulai dari Tahun 2012 s.d. 2022 yang ditetapkan dalam tiga
Peraturan Daerah, sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 79




Tabel 5.60
Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Asasta Per 31 Desember 2022

No Uraian Tahun Nilai (Rp)
1 Perda Nomor 14 Tahun 2012 2012 600.000.000,00
2013 10.200.000.000,00
2014 12.350.000.000,00
2015 14.700.000.000,00
2016 13.700.000.000,00
Subtotal 1 51.550.000.000,00
2 Perda Nomor 03 Tahun 2016 2016 125.000.000.000,00
2017 100.000.000.000,00
2018 100.000.000.000,00
2019 100.000.000.000,00
2020 74.094.500.000,00
Subtotal 2 499.094.500.000,00

Penilaian Aset UPT Air Bersih dengan

3 |Pendampingan BPKP Jabar 2012 25.052.380.768,00
Pengalihan Aset PDAM Bogor 2015 20.766.088.353,00
5 [Perda Nomor 11 Tahun 2021 2022 93.915.250.000,00
Total 690.378.219.121,00

PDAM Tirta Asasta merupakan pecahan dari PDAM Tirta Kahuripan
Kabupaten Bogor sehingga sebagian aset yang dimiliki merupakan hasil
pelimpahan dari PDAM Tirta Kahuripan. Pengalihan aset tersebut
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 119/01/X/BA/KS/2015 &
593/01/X/BA/EK/2015 antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan
Pemerintah Kota Depok dengan nilai aset yang diserahkan sebesar
Rp20.766.088.353,00. Atas pengalihan aset tersebut, tahun 2018
Pemerintah Kota Depok telah membayar kompensasi pengalihan aset,
sedangkan aset yang diterima diinvestasikan kembali kepada PDAM Tirta
Asasta dan dicatat sebagai penambah penyertaan modal Pemerintah Kota
Depok.

Berdasarkan hasil atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Asasta Kota Depok
per 31 Desember 2022 (Audited). Kota Depok memiliki seluruh modal
pada PDAM Tirta Asasta sehingga metode pencatatan atas investasi pada
PDAM Tirta Asasta menggunakan metode ekuitas (equity method). Berikut
adalah perincian saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Asasta per 31
Desember 2022.
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Tabel 5.61

Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Asasta Per 31 Desember 2022

No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
A |Saldo Awal 582.952.186.599,00 664.651.929.743,00 635.587.264.727,00
B |Penambah:
1. Penyertaan Modal 74.094.500.000,00 176.901.520.000,00
2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan) 33.118.514.135,00 24.440.286.037,00 16.883.759.095,00
3. Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu 7.579.047.779,00 68.013.940,00
3. Cadangan Umum 5.099.175.790,00
Jumlah B 114.792.061.914,00 24.440.286.037,00 198.952.468.825,00
C |Pengurang:
1. Deviden 16.194.453.453,00 15.254.398.404,00
2. Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR 3.081.801.868,00 4.559.474.992,00
3. Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu 13.816.063.452,00 10.961.859.874,00 8.549.836.667,00
4. Koreksi Ekuitas Tahun 2018 5.783.175.114,00
5. Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya 16.946.042.669,00
6. Pembulatan (3,00)
Jumlah C 33.092.318.770,00 53.504.951.053,00 8.549.836.667,00
D [Saldo Penyertaan Modal (A+B-C) 664.651.929.743,00 635.587.264.727,00 825.989.896.885,00
G.5.3.1.3. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Biaya perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat
yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang
dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut
dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat
aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan
kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan
Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di dalam pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang
bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2022 terdiri atas (1) penambahan aset yang
berasal dari perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021
dan perolehan lain seperti hibah dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan
aset yang merupakan Aset Tetap yang dihapuskan, (3) mutasi antar SKPD dan antar
jenis, serta (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar
Rp15.690.758.821.203,00 dan Rp13.501.138.981.464,40 yang terdiri atas Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset
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Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap
tersebut, terdapat 3 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Metode penyusutan yang
digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap
tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Berikut adalah perincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.62
Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ o
No. SKPD Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan) &
1 [Tanah 8.644.751.145.492,46 | 7.069.701.959.063,46 | 1.575.049.186.429,00 | 22,28
2 |Peralatan dan Mesin 1.785.336.901.054,21 | 1.549.862.027.378,45 235.474.873.675,76 | 1519
3 |Gedung dan Bangunan 2.705.738.605.920,94 | 2.581.253.333.303,56 124.485.272.617,38 4,82
4 |Jalan, Jaringan dan Irigasi 7.917.698.413.835,78 | 7.134.577.060.306,78 783.121.353.529,00 | 10,98
5 |Aset Tetap Lainnya 346.560.358.220,97 154.438.721.511,97 192.121.636.709,00 | 124,40
6 |Kontruksi dalam Pengerjaan 39.563.244.193,70 14.249.090.503,70 25.314.153.690,00 | 177,65
7 [Akumulasi Penyusutan (5.748.889.847.515,06)| (5.002.943.210.603,55)| (745.946.636.911,51)| 14,91
Jumlah| 15.690.758.821.203,00 | 13.501.138.981.464,40 | 2.189.619.839.738,63 | 16,22
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.690.758.821.203,00
mengalami kenaikan sebesar Rp2.189.619.839.738,63 atau 16,22% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp13.501.138.981.464,40. Kenaikan Aset Tetap
tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan perincian
sebagai berikut.
Tabel 5.63
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2022
No SKPD Saldo Per 1 Januari Mutasi Saldo Per 31
' 2022 (Rp) Tambah (Rp.) Kurang (Rp.) Reklasifikasi (Rp.) | Desember 2022 (Rp)
1 |Tanah 7.069.701.959.063,46 | 6.174.629.463.925,00 | 4.599.580.277.496,00 - 8.644.751.145.492,46
2 |Peralatan dan Mesin 1.549.862.027.378,45 271.096.249.629,75 59.517.082.440,99 23.895.706.487,00 | 1.785.336.901.054,21
3 |Gedung dan Bangunan 2581.253.333.30356 |  280477.212.852,71 148.994.938.166,33 |  (6.997.002.069,00)| 2.705.738.605.920,94
4 |Jalan, Jaringan dan Irigasi | 7.134.577.060.306,78 | 1.141.366.937.51386 |  327.105421.561,86 | (31.140.162.423,00)] 7.917.698.413.83578
5 |Aset Tetap Lainnya 154.438.721.511,97 217.012.035.692,15 6.202.824.496,15 | (18.687.574.487,00) 346.560.358.220,97
6 [Kontruksi dalam Pengerjaan 14.249.090.503,70 (7.614.878.802,00) 32.929.032.492,00 39.563.244.193,70
7 | Akumulasi Penyusutan (5.002.943.210.603,55)|  (745.946.636.911,51) (5.748.889.847.515,06)
Jumlah| 13.501.138.981.464,40 | 7.331.020.383.899,96 | 5.141.400.544.161,33 - 15.690.758.821.203,00

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang Aset Tetap selama Tahun 2022 adalah

sebagai berikut.
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1. Saldo Awal Tahun 2022

2. Penambahan Aset Tetap

a

- 50 - 0 o o o

Belanja Modal Aset Tetap
DED Menjadi Aset Tetap
Barang dan Jasa Menjadi Aset
Aset dari Hibah
Mutasi Aset Masuk Antar SKPD
Hutang Belanja Aset Tetap 2022
Memorial Perubahan Aset
Reklasifikasi Dari Aktiva Lainnya
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap

a

b
c
d

Penghapusan Aset Tetap
Belanja Modal Menjadi DED
Mutasi Aset Keluar Antar SKPD
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang Aset
Tetap Tahun Lalu
Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap
Koreksi Aset Tetap
Total Pengurangan Aset Tetap

13.501.138.981.464,40

906.347.683.570,00
12.889.729.753,00
19.101.646.249,00
2.213.291.742.467,67
4.717.505.896.324,30
479.594.409,00
207.277.828.519,00
72.899.519,50

(745.946.636.911,51)

7.331.020.383.899,96

85.904.726.964,46
683.202.792,00
4.717.505.896.324,87
51.430.989.557,00

45.074.680.463,00

240.801.048.060,00

5.141.400.544.161,33

4. Saldo Akhir Tahun 2022 15.690.758.821.203,00

Perincian lebih lanjut atas mutasi tambah dan kurang Aset Tetap per SKPD dapat
dilihat pada Lampiran 11.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
terdapat ketentuan yang pembagian urusan pemerintahan dalam berbagai bidang
sehingga terdapat perubahan kewenangan.

Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Kota
Depok serta membawa dampak terhadap pengelolaan aset yaitu pembagian urusan
dalam bidang pendidikan dan dalam bidang perhubungan

Dalam bidang pendidikan terdapat perubahan kewenangan sekolah menengah atas
yang awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Depok menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu sejak Januari 2017
telah dilakukan pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan
Dokumen) dari Pemerintah Kota Depok ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
Nomor 032/2230/BPKAD yang diperbaharui dengan Berita Acara Rekonsiliasi
Data Barang Milik Daerah Nomor 032/2230-A/BPKAD tanggal 30 Desember 2017
tentang Serah Terima BMD terkait Alih Kewenangan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014.
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Atas dasar hal tersebut, seluruh pencatatan aset SMA/SMK dipindahkan menjadi
dari Dinas Pendidikan Kota Depok ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang menyebabkan perubahan
kewenangan antara Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementerian Perhubungan adalah terkait Pengelolaan Terimal Tipe A Jatijajar
Kota Depok, yang sebelumnya milik Pemerintah Kota Depok menjadi Milik
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan. Pengalihan P3D (Personil,
Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) telah dilakukan pada tahun
2019.

Pencatatan kodefikasi aset tetap pada Pemerintah Kota Depok telah mengikuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

G.5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.644.751.145.492,46
mengalami kenaikan sebesar Rp1.575.049.186.429,00 atau 22,28% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp7.069.701.959.063,46. Penjelasan penambahan
dan pengurangan saldo Tanah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2022 7.069.701.959.063,46

2. Penambahan Aset Tetap

a Belanja Modal Aset Tetap 90.531.046.261,00
b Aset dari Hibah 1.517.906.846.170,00
¢ Mutasi Aset Masuk Antar SKPD 4.544.512.870.944,00
d Barang Jasa Menjadi Aset Tetap 886.748.550,00
e Koreksi Aset Tetap 20.791.952.000,00

Total Penambahan Aset Tetap 6.174.629.463.925,00

3. Pengurangan Aset Tetap
a Mutasi Aset Keluar Antar SKPD 4.544.512.870.944,00
b Koreksi Aset Tetap 55.067.406.552,00
Total Pengurangan Aset Tetap 4.599.580.277.496,00

4. Saldo Akhir Tahun 2022 8.644.751.145.492,46

Total jumlah tanah Pemerintah Kota Depok per 31 Desember Tahun 2022
sebanyak 7.471 bidang dengan luas 13.421.212,18 M2, dengan status tanah yang
sudah bersertifikat dan tercatat dalam sistem aset tetap sebanyak 348 bidang dan
yang masih dalam proses persertifikatan sebanyak 21 bidang. Adapun perincian
data dapat dilihat pada Lampiran 12.

Aset Tetap tanah yang disewakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bahwa sewa
tanah Pemerintah Kota Depok dibayarkan setiap tahun dihitung berdasarkan NJOP
tahun berjalan. Untuk mengetahui perhitungan besaran NJOP setiap tahun
berkoordinasi dengan bidang Pajak Daerah 2 pada Badan Keuangan Daerah Kota
Depok. Apabila terdapat perubahan NJOP Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 84



akan menginformasikan kepada pihak penyewa. Adapun perincian data aset tetap
tanah yang disewakan adalah sebagai berikut.

1. Tanah seluas 2.498 m? yang berlokasi di Perumahan Jatijajar (Tanah Fasilitas
Sosial/Fasilitas Umum milik Pemerintah Kota Depok), yaitu seluas 2.098 m?
disewakan untuk sarana pendidikan kepada Yayasan Ruhama sesuai dengan
Surat Perjanjian Sewa Nomor 593/244/12020 dan Nomor 041/SAR/1/2020
tentang Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Depok di Perumahan
Jatijajar Kecamatan Tapos untuk sarana Sekolah Dasar Islam Terpadu
(SDIT) Ruhama dengan nilai sewa sebesar Rp35.403.750,00 (0,5% X Luas
Tanah X NJOP tahun 2020) dan seluas 400 m? dipergunakan untuk sarana
ibadah berupa bangunan masjid untuk masyarakat Perumahan Jatijajar dan
sekitarnya sesuai dengan surat izin Walikota Depok Nomor 593/526-umum
tanggal 4 Februari 2002;

2. Tanah seluas 1.615 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan kepada
Yayasan Al Fauzien sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Nomor:
593/356/111/2020 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa tanah milik
Pemerintah Kota Depok di Perumahan Pesona Depok Blok V nomor 12
Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Untuk Sarana TK Al Fauzien
dengan nilai sewa sebesar Rp41.142.125,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP
tahun 2020);

3. Tanah seluas 465 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan kepada
Yayasan Patra Tarbiyah Nusantara sesuai dengan perjanjian Sewa Nomor:
593/2463/BKD/1X/2020 tentang Perpanjangan Penggunaan Tanah Milik
Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Puri Asri Sawangan
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan untuk Sarana SDI Asshafa
dengan nilai sewa sebesar Rp6.800.625,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP
tahun 2020);

4. Tanah seluas 12.439,97 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan Kepada
Yayasan Pelatihan E&P Jakarta sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor:
593/1034/BKD/IV/2020 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik dan/atau
dikuasai Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Raffles Hills
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis untuk Sarana Sekolah
Springfield dengan nilai sewa sebesar Rp423.271.000,00 (0,5% X Luas
Tanah X NJOP tahun 2020);

5. Tanah seluas 858 m? yang berlokasi di Jalan Kecak Kelurahan Mekarjaya
Kecamatan Sukmajaya, yaitu seluas 497 m? disewakan untuk sarana
pendidikan kepada Yayasan Bahrul Ulum Hasanah untuk Sarana TK dan
SDIT Bahrul Fikri sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor
593/2145.1/BKD/IX/2020 dan Nomor II/ybuhd/IX/2020 tentang Sewa
Menyewa Tanah milik Pemerintah Kota Depok dengan nilai sewa sebesar
Rp4.279.170,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2020) dan seluas 361
m? dipergunakan untuk sarana ibadah berupa bangunan masjid untuk
masyarakat Perumnas Depok II Tengah Kelurahan Mekarjaya Kecamatan
Sukmajaya;
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6. Tanah seluas 147 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Masjid Baiturrahman sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor:
593/1049/DPPKA/IV/2018 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Perumahan Jatijajar Blok C Kelurahan Jatijajar
Kecamatan Tapos kepada Yayasan Masjid Baiturrahman untuk sarana
sekolah;

7. Tanah seluas 171.98 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Jami An Nur sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor:
593/1511/DPPKA/IV/2022 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Jalan Nuri Raya RW.8 Kel.Depok Jaya dengan
nilai sewa sebesar Rp7.420.350,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun
2022) kepada Yayasan Jami An Nur untuk TKIT Nurul Izzah;

8. Tanah seluas 355,5 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Al-Mugqorrobin sesuai Perjanjian Sewa Nomor:
593/3042/BKD/X11/2020 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Jalan Mahoni No 7A RT 01 RW 07 Kelurahan
Beji Kecamatan Beji dengan nilai sewa sebesar Rp4.699.200,00 (0,5% X
Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada Yayasan Al-Mugqorrobin untuk
Aula dan Kantor Yayasan Al-Muqorrobin;

9. Tanah seluas 43 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk Yayasan
Al-Mugqorrobin sesuai Perjanjian Sewa Nomor: 593/478/BKD/II/2021
tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kota Depok yang terletak di
Jalan Mahoni No 7A RT 01 RW 07 Kelurahan Beji Kecamatan Beji dengan
nilai sewa sebesar Rp567.600,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022)
kepada Yayasan Al-Mugqorrobin untuk Kantor Yayasan Al-Mugqorrobin;

10. Tanah seluas 195,3 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Pendidikan Al-lhya sesuai Perjanjian Sewa Nomor:
593/286/BKD/VIIl/2021 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Graha Pancoranmas Indah RT 08 RW 06
Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas dengan nilai sewa
sebesar Rp3.295.688,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada
Yayasan Pendidikan Al-lIhya;

11. Tanah seluas 2.116 m?> untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan As-Salaam sesuai Perjanjian Sewa Nomor:
593/2114/BKD/IX/2020 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Komplek Deppen HBTB Jalan Monitor III
Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos dengan nilai sewa sebesar
Rp4.922.751,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada Yayasan
As-Salaam untuk TK dan SD Islam As Salaam,;

12. Tanah seluas 429 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Masjid Al Chasanah sesuai Perjanjian Sewa Nomor:
593/139/BKD/V1/2020 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kota
Depok yang terletak di Jalan Cempedak Raya RT 03 RW 12 Perumahan BTN
TNI AD Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos dengan nilai sewa
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sebesar Rp5.379.660,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada
Yayasan Masjid Al Chasanah untuk TKIT dan SDIT Al Chasanah;

13. Tanah seluas 190 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Madinatun Naja  sesuai  Perjanjian Sewa  Nomor:
593/3299/BKD/X1/2021 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Cluster Anggrek 1 RT 07 RW 04 Kelurahan
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya dengan nilai sewa sebesar Rp4.840.250,00
(0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada Yayasan Madinatun Naja
untuk TK Madinatun Naja; dan

14. Tanah seluas 531 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukmajaya sesuai Perjanjian Sewa
Nomor: 593/1065/BKD/X1/2022 tentang sewa menyewa tanah milik
Pemerintah Kota Depok yang terletak di Jalan Ciliwung IX RT 01 RW 02
Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya dengan nilai sewa sebesar
Rp24.718.050,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2022) kepada
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukmajaya untuk SD Muhammadiyah 2.

Selain dimanfaatkan secara sewa, tanah milik Pemerintah Kota Depok juga
dimanfaatkan secara pinjam pakai oleh instansi vertikal dengan data sebagai
berikut.

1. Tanah seluas 1.245 m? yang terletak di Perumahan Griya jati Asri
Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong yang dipinjam pakai oleh
Kejaksaan Negeri Depok melalui Perjanjian Nomor: 593/379/BKD/11/2021
dan Nomor: 2432/0.2.34/CL.1/08/2010 tentang Perpanjangan Pinjam pakai
tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Griya Jati
Asri Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong kepada Kejaksaan Negeri
Depok untuk Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Depok;

2. Tanah seluas 1.517 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Kementerian Agama Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor: 593/342/BKD/11/2021 dan Nomor:
KD.10.22/1/KS.01.1/2240/2010 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah
Milik Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Boulevard Raya
Perumahan GDC Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada
Kementerian Agama Kota Depok untuk Sarana Kantor Kementerian
Agama Kota Depok;

3. Tanah seluas 1.026 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh POM Daerah Militer Jaya melalui Perjanjian Nomor:
593/462/BKD/11/2022 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik
Pemerintah Kota Depok yang Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan
GDC Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong kepada Detasemen Polisi
Militer Jaya/2 Polisi Militer Daerah untuk Sarana Kantor Subdenpom
Jaya/2-2 Depok;

4. Tanah seluas 36.536 m? yang terletak di Kelurahan Cilodong Kecamatan
Cilodong yang dipinjam pakai oleh Kementerian Hukum dan HAM Kanwil
Jawa barat melalui Perjanjian Nomor: 593/83/BKD/II/2022 tentang
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Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang
Terletak di Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong kepada Kementerian
Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat untuk Sarana Lapas Kelas II
B Depok; dan

5. Tanah seluas 700 m? yang terletak di Jalan Jalan Merdeka yang dipinjam
pakai oleh kantor BNN Kota Depok melalui Perjanjian Nomor:
593/712/BKD/11/2022 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik
Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Merdeka Kelurahan
Abadijaya Kecamatan Sukmajaya kepada BNN Kota Depok untuk Sarana
Kantor BNN Depok;

Terdapat aset tetap tanah Pemerintah Kota Depok yang masih dalam sengketa
yaitu:

1. SMKN 1 seluas 9.925 m?

Berdasarkan salinan resmi putusan/penetapan perkara perdata pada tanggal
24 Februari 2015 telah disampaikan putusan resmi Mahkamah Agung
Nomor 2806 K/Pdt/2012 jo. Nomor 11/Pdt/2012/PT.Bdg jo. Nomor
75/Pdt.G/2012/PT DPK menyatakan bahwa tanah yang disengketakan
adalah milik Pemerintah Kota Depok. Pada tanggal 1 Desember 2020 tanah
tersebut digugat kembali oleh Ahli Waris Almarhum Buneng berdasarkan
surat gugatan yang disampaikan oleh AMN & Partners Advocates And
Legal Consultans ke Pengadilan Negeri Depok. Saat ini atas gugutan
tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
dengan putusan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Depok tanggal 18 Oktober
2021, yang amar putusannya menyatakan gugutan para penggugat tidak
dapat diterima. Sehingga kepemillikan atas tanah SMKN 1 Cimpaeun
seluas 9.925 m? sah milik Pemerintah Kota Depok;

2. Pasar Kemirimuka luas 26.000 m?

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 476/PK/PDT/2013
menolak peninjauan kembali Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota
Depok melakukan upaya yaitu a. mengajukan persertifikatan tanah pasar
Kemirimuka kepada Kantor Pertanahan Kota Depok berupa sertifikat Hak
Pakai, b. mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia atas pengamanan aset pasar
Kemirimuka. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan surat
nomor: W11.U/5815/PS.05/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal:
Mohon Perlindungan Hukum, menyampaikan kepada ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia terkait dengan upaya perlindungan hukum atas
Kemirimuka sebagai berikut:

- Bahwa atas pengaduan dari pelapor yaitu Walikota/Pemerintah Kota
Depok Pengadilan Tingi telah membentuk Tim Pemriksa dan
pengaduan tanggal 11 Oktober 2021;

- Bahwa tim Pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan dan
telah melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Ketua Penngadilan
Tinggi tanggal 14 Oktober 2021;
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- Bahwa pada prinsipnya Ketua Pengadilan Tinggi sependapat dengan
Tim Pemeriksa, yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 68/Desa
Kemiri Muka atas nama PT Petamburan Jaya Raya, hak yang dikuasai
PT. Petamburan Jaya Raya atas tanah 2,6 Ha (objek sengketa) tersebut
adalah hak untuk mendirikan dan/atau memliki bangunan diatas tanah
seluas 2,6 HA, bukan han]k kepemilikan atas tanah seluas 2,6 Ha;

- Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 68/Desa Kemiri Muka
atas nama PT. Petamburan Jaya Raya berlaku sampai dengan tanggal
4 Oktober 2008 dan tidak ada ijin perpanjangan Hak Guna Bangunan
dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Pertanahan Jawa Barat,
sehingga berdasarkan pasal 40 huruf (a) Undang-undang
Nomor : 5 tahun 1960, Hak Guna Bangunan milik PT Petamburan Jaya
Raya telah habis masa berlakunya;

- Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor: 68 telah berakhir masa
berlakunya sejak 4 Oktober 2008, maka sejak saat itu PT Petamburan
Jaya Raya tidak memiliki suatu hak apapun atas tanah ex Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor: 68/Desa Kemiri Muka dan tanah
tersebut stattus hukumnya kembali menjadi tanah Negara atau tanah
yang langsung dikuasai Negara;

- Bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 68/Desa Kemiri Muka atas
nama PT. Petamburan Jaya Raya tidak ada izin perpanjangannya,
maka tanah kembali dikuasai oleh Negara dan sudah masuk Aset
Pemerintah Kota Depok, tercatat pada Inventarisasi Aset Nomor: 0001
Pemerintah Kota Depok berdasarkan Berita Acara Nomor: 011/300-
BPKAD, Nomor: 030/1159-Umum tanggal 3 Otober 2001; dan

- Bahwa terhadap pengaduan Pengadu, permohonan perlindungan
hukum terhadap Aset Pemerintah Kota Depok, terkait Putusan
Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN Bgr, Jo, Putusan
Negeri Bandung Nomor 256/Pdt/2010/PT.BDG Jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor: 65 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 476 PK/Pdt/2013 cukup
beralasan hukum, jika sewaktu-waktu Pemohon Eksekusi (PT
Petamburan Jaya Raya) mengajukan eksekusi lanjutan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Depok, setelah Ketua Pengadilan Negeri
melaksanakan prosedur eksekusi, segera dapat mengambil sikap agar
perkara menjadi jelas dan tuntas (selesai).

3. Tanah Kompleks Perkantoran Kecamatan Pancoran Mas Luas 33.160 m?.
Pemerintah Kota Depok telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Depok nomor 593/721-aset tanggal 11 Mei 2010 perihal
permohonan penjelasan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) Nomor 2 dan
Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan jawaban dengan Surat
Nomor 828/330-32.76/V1/2010 tanggal 29 Juni 2010 menyatakan bahwa
sertifikat hak pengelolaan Nomor 2/Depok gambar situasi No. 622/1977
luas 33.160 m? sampai surat ini dikeluarkan masih atas nama Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terletak di Kelurahan Depok
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Pemerintah Kota Depok sudah
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berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok untuk menyelesaikan
permasalahan adanya tumpang tindih penerbitan sertipikat hak milik atas
nama pihak lain di atas tanah SHPL Nomor 2 milik Pemerintah Kota
Depok, dan seluruh dokumen terkait keberadaan tanah tersebut sudah
diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Depok untuk ditelaah lebih
lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku;

4. Tanah Pasar Cisalak seluas 18.650 m? terletak di Jalan Raya Bogor
Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis saat ini berdasarkan
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung atas gugatan Ahli Waris
Angkawijaya dinyatakan Pemerintah Kota Depok menang dan Penggugat
sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga perkara
tersebut masih berproses di tingkat kasasi. Saat ini atas upaya kasasi
tersebut Mahkamah Agung telah memenangkan Pemerintah Kota Depok
sehingga diupayakan untuk dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Depok atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Hingga saat ini secara
fisik tanah Pasar Cisalak dikuasai Pemerintah Kota Depok dan kegiatan
pelayanan pasar serta aktivitas perdagangan berjalan seperti biasanya
dengan lancar, aman, dan tertib;
5. Pasar Citayam
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
serta penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat IT Depok
dan Kotamadya Tingkat II Cilegon sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Serang sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-
masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pemerintah
Kotamadya Tingkat II Cilegon : ...b. Tanah, bangunan, barang
bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik,
dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang berada dalam
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon. Selanjutnya pelaksanaan penyerahan sebagaimana
dimaksud ddalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan
dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan
Kota Depok Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa tanah pasar citayam
seluas 3.158 m? berada di wilayah Kota Depok yang terletak di Jalan
Raya Cipayung Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan
Cipayung Kota Depok;
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c. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Wali Kota Depok telah mengirimkan
surat kepada Bupati Bogor Nomor : 593/376-BKD perihal
Permohonan percepatan penyerahan Aset Tahap III berupa sebagian
tanah dan bangunan Pasar Citayam dan surat Wali Kota Depok di
tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :
593/375-BKD perihal : Permohonan penundaan proses sertipikasi
bidang tanah Pasar Citayam seluas 3.158 m? terletak di Kelurahan
Bojong Pondok Terong kecamatan Cipayung;

d. Bahwa PIlt. Bupati Bogor mengirim surat kepada Wali Kota Depok
Nomor : 593/1102-Perek tanggal 28 September 2022 perihal : Jawaban
yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak
menyetujui permohonan percepatan penyerahan Aset Tahap III berupa
sebagian tanah dan bangunan Pasar Citayam; dan

e. Bahwa Sekretaris Daerah Kota Depok mengirim surat kepada kepala
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa
Barat Nomor : 593/731-BKD tanggal 12 September 2022 perihal :
Permohonan Fasilitasi penyerahan Aset Tahap III berupa sebagian
tanah dan bangunan Pasar Citayam.

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang telah diserahterimakan oleh
pengembang  perumahan adalah sebanyak 3.872 PSU  sebesar
Rp8.803.303.598.092,69, diantaranya sebanyak 3.317 PSU sebesar
Rp6.860.010.661.532,17 telah disajikan di Neraca sebagai Aset Tetap PSU dan
555 PSU lainnya sebesar Rp1.943.292.936.560,52 belum disajikan di Neraca.
Selain PSU yang telah diserahterimakan tersebut, masih terdapat PSU di 589
perumahan lainnya yang belum diserahterimakan. Adapun perincian data dapat
dilihat pada Lampiran 13.

G.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp1.785.336.901.054,21 mengalami kenaikan sebesar Rp235.474.873.675,76
atau 15,19% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.549.862.027.378,45.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun
2022 adalah sebagai berikut.
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1. Saldo Awal Tahun 2022

2. Penambahan Aset Tetap

a

-» 0 a6 o

Belanja Modal Aset Tetap
Barang Jasa Menjadi Aset
Aset dari Hibah
Reklas dari Aset Lainnya
Mutasi Aset Masuk Antar SKPD
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap

a

o o0 o

4. Saldo AKkhir Tahun 2022

Mutasi Aset Keluar Antar SKPD
Penghapusan Aset Tetap
BM Untuk Pembayaran Utang Tahun Lalu
BM dibawah Kapitalisasi
Koreksi Aset Tetap

Total Pengurangan Aset Tetap

1.549.862.027.378,45

231.921.186.010,00
4.339.086.159,00
13.870.580.733,00
72.899.519,50
20.892.497.208,25
23.895.706.487,00

294.991.956.116,75

20.892.497.208,25
3.170.936.964,74
158.800.000,00
34.926.826.598,00
368.021.670,00

59.517.082.440,99

1.785.336.901.054,21

Terdapat beberapa aset Pemerintah Kota Depok yang dalam proses TPTGR dengan
perincian sebagai berikut.

L.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 terjadi kehilangan kendaraan dinas roda
dua Honda Beat dengan Nomor Polisi B 6465 ZQA dengan nilai perolehan
Rp14.717.982,46 pada Dinas Perhubungan Kota Depok dan pada tanggal 4
November 2020 telah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak dengan
kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar Rp6.307.706,77 dengan cara
mencicil selama 24 bulan dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 1
November 2022.

. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 terjadi kehilangan kendaraan Dinas Roda dua

Honda Beat dengan Nomor Polisi B 6473 ZQA dengan nilai perolehan sebesar
Rp14.717.982,46 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok,
pada tanggal 11 Juli 2022 telah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
dengan kewajiban mengganti kerugian sebesar Rp2.102.568,92 dan telah
dibayar lunas pada tanggal 13 Juli 2022;

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Depok yang dimanfaatkan

S€C

1.

ara pinjam pakai oleh instansi vertikal dengan data sebagai berikut.

Kendaraan roda empat Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 L Exceed-L 4x2 5A/T
Nomor Polisi B 1015 ZQH dipinjam pakai oleh Kodim 0508 Kota Depok
melalui Perjanjian Nomor: 593 /1301 / BKD /1V /2022 tentang Pinjam Pakai
Kendaraan Milik Pemerintah Kota Depok Kepada Kodim 0508.

. Kendaraan roda empat Pajero Sport 2.5 L Exceed-L 4x2 5A/T Nomor Polisi

B 1014 ZQH dipinjam pakai oleh Pengadilan Negeri Kota Depok melalui
Perjanjian Nomor: 024 / 3949 / BKD / XII / 2021 tentang Pinjam Pakai
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kota Depok Kepada
Pengadilan Negeri Depok Untuk Kendaraan Dinas Jabatan Ketua Pengadilan
Negeri Depok

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

92



3. Kendaraan roda empat Pajero Sport 2.5 L Exceed-L 4x2 5A/T Nomor Polisi
B 1021 ZQH dipinjam pakai oleh Polisi Resort Metro Kota Depok melalui
Perjanjian Nomor: 024 / 3948 / BKD / XII / tentang Pinjam Pakai Kendaraan
Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kota Depok Kepada Kepolisian Resor
Metro Depok Untuk Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Kepolisian Resor Metro
Depok.

3. Kendaraan roda empat Toyota Avanza 1.5s Nomor Polisi B 7041 UQ, Nissan
/Grand Livinal.5 XV (4x2) A/T Nomor Polisi B 1144 ZQN, Toyota/Avanzal.5
Veloz A/T Nomor Polisi B 1175 ZQN, Toyota/Avanzal.5 Veloz A/T Nomor
Polisi B 1181 ZQN dipinjam pakai oleh Badan Pertanahan Negara Kota Depok
melalui Perjanjian Nomor : 024/1778-BKD tentang Pinjam Pakai Kendaraan
Milik Pemerintah Kota Depok Kepada Badan Pertanahan Negara.

4. Kendaraan roda empat Toyota Rush 1.5s Nomor Polisi B 1054 ZQN, dipinjam
pakai oleh Pengadilan Agama melalui Perjanjian Nomor : 024 / 2597 / BKD /
VII / 2022 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kota Depok
Kepada Pengadilan Agama.

5. Kendaraan roda empat Suzuki/GC4415V APV DLX MT Nomor Polisi
B 1048 EQN, dipinjam pakai oleh Lapas Cibinong melalui Perjanjian Nomor :
593 /670 /BKD /11 /2022 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah
Kota Depok Kepada Lapas Cibinong.

6. Kendaraan roda empat Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1143 ZQN,
dipinjam pakai oleh Kementerian Agama Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/1864/BKD/VIII/2019 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Kementerian Agama.

7. Kendaraan roda empat Nissan/Grand Livina 1.5 XV Nomor Polisi
B 1023 ZQN dan kendaraan roda dua Suzuki/FD 110 XCSD Smash
Nomor Polisi B 3707 UQ, Honda /NF11BLDMT Nomor Polisi B 6004 EQA
dipinjam pakai oleh Badan Narkotika Nasional Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 593 / 712 / BKD / 11 / 2022 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Badan Narkotika Nasional.

8. Alat berat Excavator Amphibi (Beco) merk Komutsu PC 210 tahun 2022
dipinjam pakai oleh Divisi Infateri I / Prakasa Vira Gupti Batalyon Kavaleri I
melalui Berita Acara Nomor: 0046/DPUPR-SDA/IX/2022 tentang Berita Acara
Pinjam Pakai Alat Berat antara Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan Divisi Infateri I / Prakasa Vira
Gupti Batalyon Kavaleri L.

Aset tetap milik Pemerintah Kota Depok yang dihapuskan dari inventarisasi barang
milik daerah, dengan perincian sebagai berikut.

1. Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas B 1013 ZQH dari daftar barang
Pengguna Sekretariat Daerah Kota Depok berdasarkan SK Nomor:
953/001/Kpts/BKD/Setda/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan nilai
perolehan Rp628.100.000,00;

2. Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas B 1009 ZQH dari daftar barang
Pengguna Sekretariat Daerah Kota Depok berdasarkan SK Nomor:
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953/002/Kpts/BKD/Setda/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan nilai
perolehan Rp497.570.000,00;

. Penghapusan Kendaraan Roda 2 (dua) B 6494 ZQA dari daftar barang

Pengguna Sekretariat Daerah Kota Depok Kota Depok berdasarkan SK Nomor:
953/005/Kpts/BKD/DP3AP2KB/2022 tanggal 28 April 2022 dengan nilai
perolehan Rp14.717.982,00;

. Penghapusan Kendaraan Roda 2 (dua) B 6473 ZQA dari daftar barang

Pengguna Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan
SK Nomor: 953/ 019/Kpts/BKD/Disduk/2022 tanggal 30 Desember 2022
dengan nilai perolehan Rp14.717.982,00;

. Penghapusan Mesin alat Uji dari daftar barang Pengguna Dinas Perhubungan

Kota Depok berdasarkan SK Nomor: 953/027//Kpts/BKD/Dishub/2022 tanggal
30 Desember 2022 dengan nilai perolehan Rp1.763.351.000,00; dan

. Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Depok berupa 2 unit Mobil

Tangki Air dari daftar Pengelola Karena sudah dilaksanakan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Depok kepada PT Tirta Asata (Perseroda) berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 dengan nilai
Rp252.480.000,00.

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp2.705.738.605.920,94 mengalami kenaikan sebesar Rp124.485.272.617,38
atau 4,82% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.581.253.333.303,56.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Tahun
2022 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2022 2.581.253.333.303,56

2. Penambahan Aset Tetap

a

- 0 oo o

Belanja Modal Aset Tetap
Mutasi Aset Masuk Antar SKPD
DED Menjadi Aset Tetap
Barang Jasa Menjadi Aset Tetap
Aset dari Hibah
Memorial Perubahan Aset
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap

a

o oo o

Mutasi Aset Keluar Antar SKPD
Belanja Modal Tidak Masuk Aset Tetap
Penghapusan Aset Tetap
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Koreksi Aset Tetap
Total Pengurangan Aset Tetap

4. Saldo Akhir Tahun 2022

126.331.899.297,00
135.614.604.480,04
2.200.638.960,00
9.279.647.123,00
6.166.404.992,67
884.018.000,00

280.477.212.852,71

135.614.604.480,04
165.538.328,29
12.218.130.000,00
6.997.002.069,00
996.665.358,00

155.991.940.235,33

2.705.738.605.920,94
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Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok juga dimanfaatkan secara
sewa oleh Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok dengan uang sewa
dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat tahun
penandatanganan sewa untuk 4 (empat) lokasi yang berbeda. Adapun perincian
data sewa sebagai berikut:

1. Ruangan seluas 21,9 m? untuk Sarana Kantor cabang Bank BJB sesuai
dengan Perjanjian Nomor : 593/3153.k/BKD/XI1/2020 dan Nomor :
032/PKS/BJB-DPK/XI1/2020 tentang Sewa Menyewa Ruangan Untuk
Kantor Kas BJB di lantai II Gedung Dibaleka dengan nilai sewa sebesar
Rp10.950.000,00 (Luas ruangan x Rp500.000,00);

2. Ruangan seluas 13 m? untuk Sarana ATM Bank BJB sesuai dengan
Perjanjian Nomor : 593/676/BKD/I11/2022 dan Nomor : 0193/DEP-
ASU/M/2022 tentang Sewa Menyewa Ruangan Untuk Penempatan ATM
Bank BJB di lantai I Gedung Dibaleka dengan nilai sewa sebesar
Rp6.500.000,00 (Luas ruangan x Rp500.000,00);

3. Ruangan seluas 24 m? untuk Sarana Kantor cabang Bank BJB sesuai dengan
Perjanjian Nomor : 593/1381/BKD/V/2019 tentang Sewa Menyewa
Ruangan Untuk Kantor Kas BJB di lantai I Gedung Dibaleka dengan nilai
sewa sebesar Rp12.000.000,00 (Luas ruangan x Rp500.000,00); dan

4. Ruangan secluas 23,4 m? untuk Sarana ATM Bank BJB sesuai
dengan Perjanjian Nomor : 593/1707/BKD/V1/2021 dan
014/PKS/BJB-BPK/VI/2021 tentang Sewa Menyewa Ruangan Untuk
Penempatan ATM Bank BJB di lantai Alun-alun Kota Depok
Perumahan GDC dengan nilai sewa sebesar Rpl12.000.000,00
(Luas ruangan x Rp500.000,00).

Penghapusan barang milik Pemerintah Kota Depok berupa Gedung Menara
Peninjau Permanen dari daftar Pengelola karena sudah dilaksanakan Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Depok kepada PT Tirta Asata (Perseroda) berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 dengan nilai
Rp12.218.130.000,00.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp7.917.698.413.835,78 mengalami kenaikan sebesar Rp783.121.353.529,00
atau 10,98% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp7.134.577.060.306,78.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun 2022 adalah sebagai berikut.
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1. Saldo Awal Tahun 2022

2. Penambahan Aset Tetap

a

Belanja Modal Aset Tetap

7.134.577.060.306,78

426.199.356.931,00

G.5.3.1.3.5.

b Mutasi Aset Masuk Antar SKPD 16.282.154.659,86
¢ Aset dari Hibah dan BOS 675.311.319.792,00
d DED Menjadi Aset Tetap 10.689.090.793,00
e Hutang Jangka Pendek 2022 479.594.409,00
f Koreksi Aset Tetap 243.877.710,00
g Barang Jasa Menjadi Aset Tetap 4.546.664.417,00
h KDP Menjadi Aset Tetap 7.614.878.802,00

Total Penambahan Aset Tetap 1.141.366.937.513,86

3. Pengurangan Aset Tetap

a Mutasi Aset Keluar Antar SKPD
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Penghapusan Aset Tetap
Belanja Modal Menjadi DED
BM Untuk Pembayaran Utang Tahun Lalu
Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap
g Koreksi Aset Tetap

16.282.154.659,86
31.140.162.423,00
70.515.660.000,00
683.202.792,00
51.272.189.557,00
3.983.260.073,00

- 0 a6 o

184.368.954.480,00

Total Pengurangan Aset Tetap 358.245.583.984,86

4. Saldo Akhir Tahun 2022 7.917.698.413.835,78

Penghapusan barang milik Pemerintah Kota Depok berupa Bangunan
Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum dan Jaringan Pembawa
Kapasitas Sedang dari daftar Pengelola karena sudah dilaksanakan Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Depok kepada PT Tirta Asata (Perseroda) berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 dengan nilai
Rp70.515.660.000,00.

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp346.560.358.220,97 mengalami kenaikan sebesar Rp192.121.636.709,00 atau
124,40% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp154.438.721.511,97.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022
adalah sebagai berikut.
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1. Saldo Awal Tahun 2022

2. Penambahan Aset Tetap
a Belanja Modal Aset Tetap
Barang Jasa Menjadi Aset Tetap
Mutasi Aset Masuk Antar SKPD
Aset dari Hibah
Koreksi Aset Tetap
Total Penambahan Aset Tetap

o 0o o6 o

3. Pengurangan Aset Tetap
a Mutasi Aset Keluar Antar SKPD
b Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap
¢ Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap

Total Pengurangan Aset Tetap

4. Saldo Akhir Tahun 2022

G.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

154.438.721.511,97

31.364.195.071,00
49.500.000,00
203.769.032,15
36.590.780,00
185.357.980.809,00

217.012.035.692,15

203.769.032,15
5.999.055.464,00

18.687.574.487,00

24.890.398.983,15

346.560.358.220,97

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp39.563.244.193,70 mengalami kenaikan sebesar Rp25.314.153.690,00 atau
177,65% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.249.090.503,70.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun
2022 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2022 14.249.090.503,70

2. Penambahan Aset Tetap
a Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Penambahan Aset Tetap

32.929.032.492,00
32.929.032.492,00

3. Pengurangan Aset Tetap
a Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Pengurangan Aset Tetap

7.614.878.802,00
7.614.878.802,00

4. Saldo Akhir Tahun 2022 39.563.244.193,70

Terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan terdapat beberapa penjelasan sebagai
berikut.

1. Kontruksi dalam pengerjaan Penurapan Kali Caringin II RW 11 Kelurahan
Pengasinan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Nomor Kontrak:
602/28/01/PUPS-SDA/X/2019 Tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar
Rp454.988.313,54 dan nilai pekerjaan sebesar Rp341.241.235,00. Adapun
alasan tidak dapat dilanjutkan karena Force Majeure (terjadi bencana
longsor);
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2. Kontruksi dalam pengerjaan Penggantian Jembatan Simpangan JI. Raya
Bogor - JI. Perumahan Jatijajar pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Nomor Kontrak: 602.1/008/BM/DPUPR/X/2022 dan Jasa Konsultan
Suvervisi Nomor Kontrak 602.3/009.1/ADD/BM/SPUPR/X/2022 Tahun
2022 nilai kontrak sebesar Rp6.831.225.106,94 dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp3.657.311.403,00. Adapun alasan tidak dapat dilanjutkan karena
progres pekerjaan per 31 Desember 2022 belum 100%;

3. Kontruksi dalam pengerjaan Rekonstruksi Jalan Tanah Baru pada Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang Nomor Kontrak:
602.1/016.1/ADD/BM/DPUPR/XII/2022 dan Jasa Konsultan Suvervisi
Nomor Kontrak 602.3/007.1/ADD/BM/DPUPR/X/2022 Tahun 2022 nilai
kontrak sebesar Rp9.453.825.227,47 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp8.725.180.036,00. Adapun alasan tidak dapat dilanjutkan karena progres
pekerjaan per 31 Desember 2022 belum 100%;

4. Kontruksi dalam pengerjaan Penataan Jalan Margonda Raya (Lanjutan) pada
Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan Ruang Nomor  Kontrak
602.1/019.1.2/ADD/EPC/BM/DPUPR/X11/2022,602.1./019.2/EPC/BM/DP
UPR/IX/2022 dan Jasa Konsultan Suvervisi Nomor Kontrak
602.3/001.2/ADD/BM/DPUPR/XI11/2022 tahun 2022 nilai kontrak sebesar
Rp28.414.469.000,00 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp26.579.728.924,00.
Adapun alasan tidak dapat dilanjutkan karena progres pekerjaan
per 31 Desember 2022 belum 100%; dan

5. Kontruksi dalam pengerjaan Pembangunan saluran, Pagar Keliling dan
Penataan Area Pasar Cisalak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nomor Kontrak: 08/PPK-Pagar/SPK-F/Disdagin/X/2018 tahun 2018 nilai
kontrak sebesar Rp1.549.415.000,00 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp259.782.595,70. Adapun alasan tidak dapat dilanjutkan karena Force
Majeure / penolakan dari warga di sekitar pasar cisalak dan dilaporkan ke
Ombudsman RI dan sudah diklarifikasi dengan hasil bahwa kesepakatan
antara muspika dan warga pekerjaan dihentikan sementara dan pembayaran
kepada pihak kedua dilakukan berdasarkan progres di lapangan. Kegiatan
akan dilanjutkan setelah persoalan batas lahan/asset selesai diverifikasi.
Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat terlihat pada Lampiran 14.

Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada
nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa
manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi
nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang
diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu
disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai
yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
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Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan menggunakan
pendekatan tahunan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada
Pemerintah Kota Depok.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp5.748.889.847.515,06 mengalami kenaikan sebesar Rp745.946.636.911,51
atau 14,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.002.943.210.603,09.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember sebesar
Rp5.748.889.847.515,06 yang diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel 564
Penamhahan dan Pengurangan Akumulasi Aset Tetap Tahun 2022

=

Aset Tetap

Saldo Akumulasi
Penyusutan 2021

Beban Penyusutan

Reklas Ke Aset
Lainnya

Reklas Dari Aset
Lainnya

Hibah

Penghapusan
Aset Tetap

Koreksi Aset

Saldo Akumulasi
Penyusutan 2022

Peralatan dan Mesin

1.196.077.003.752,02

1718499338270

657861214800

(708.545.491.23

1331420917781

r~

(Gedung danBangunan

403492.032.521,89

52.297.933488,00

(1.197.645.230,50)

1.575.000.000,00

(2753441.821.08)

455.603.975.384,89

<

Jalan, gasi, dan Jaringan

3443374.174.329,18

503612.811.830,00

182.524.523.4%6,00

)
(185306250
(167646554 10522)

3961.864.954.951,%

Jumiah

5.002.943.210.603,09

121.760679.145,00

(119764523050

1.875.000.000,00

189.103.135.64400

5344182708

(168.541.090.81945)

5.743.880.847.515,06

G.5.3.14.

G.5.3.1.5.

DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran. Pemerintah Kota Depok tidak membuat dana cadangan karena dianggap
belum terdapat pembiayaan yang memerlukan dana relatif besar, sehingga tidak
terdapat saldo dana cadangan. Skema pembiayaan atas pembangunan infrastruktur
yang memerlukan dana besar dilakukan melalui kontrak multiyears.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Nonlancar lainnya, termasuk
didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp265.232.223.828,93
mengalami kenaikan sebesar Rp10.692.537.881,73 atau 4,20% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp254.539.685.947,20 dengan perincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

99



Tabel 5.65
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No. Aset Lainnya Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan)

1 |Tuntutan Ganti Rugi

2 |Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi -

3 |Kemitraan dengan Pihak Ketiga 112.418.315.000,00 112.406.440.000,00 11.875.000,00 0,01

4 |Aset Tak Berwujud 15.726.653.780,00 14.177.648.430,00 1.549.005.350,00 10,93

5 |Amortisasi Aset Tak Berwujud (14.336.600.360,00) (12.989.309.050,00) (1.347.291.310,00)] 10,37

6 |Aset Lain-Lain (Neto) 151.423.855.408,93 140.944.906.567,20 10.478.948.841,73 743
Jumlah 265.232.223.828,93 254.539.685.947,20 10.692.537.881,73 4,20

G.5.3.1.5.1. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Saldo TGR per 31 Desember 2022 adalah Nihil atau tidak terdapat piutang yang
berasal dari TGR.

G.5.3.1.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki.
Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp112.418.315.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.875.000,00 atau
0,01% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp112.406.440.000,00. Pemerintah
Kota Depok melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan aset
tanah pada tiga SKPD sebagai berikut.
Tabel 5.66
Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. SKPD Desember 2022 | Desember 2021 (RAGET) %
(Rp) (Rp)
1 |Dinas Perhubungan 111.707.000.000,00 | 111.707.000.000,00 - -
2 |Sekretariat Daerah 699.440.000,00 699.440.000,00 - -
Dinas Perumahan dan
3 |Permukiman 11.875.000,00 - 11.875.000,00 0,01
Jumlah| 112.418.315.000,00 | 112.406.440.000,00 11.875.000,00 0,01

Aset Tetap yang dimanfaatkan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah tanah
seluas 26.284 m? yang berlokasi di Jalan Raya Margonda dikerjasamakan dengan
PT Andyka Investa untuk Terminal Darat sesuai dengan Addendum Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor 050/01/PKS/Dishub-DPPKA/Huk/2011/Add.1
dan Nomor 001/AI/DIR/II/2011/Add.1 tanggal 7 Mei 2015 tentang Bangun

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 100




G.5.3.1.5.3.

G.5.3.1.5.3.1.

G.5.3.1.5.3.2.

Guna Serah (BGS) Terminal Terpadu Kota Depok di Jalan Margonda Raya
Nomor 58 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan
jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 7 Mei 2015
sampai dengan tanggal 6 Mei 2045. Kontribusi kepada Pemerintah Kota Depok
sebesar Rp33.277.302.975,00 dengan pembayaran dibagi menjadi 30 kali.

Pada Tahun 2022 terdapat saldo penerimaan Uang Muka Sewa Rusunawa pada
Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp11.875.000,00 yang merupakan
uang jaminan ketika melakukan sewa Rusunawa.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk
hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

Software komputer;

Lisensi dan franchise;

Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

P

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp15.726.653.780,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.549.005.350,00 atau
10,93% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.177.648.430,00.

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri atas perangkat lunak sistem
informasi pada 17 SKPD.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional
selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti
penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan
periode amortisasi.

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.336.600.360,00
mengalami peningkatan sebesar Rp1.347.291.310,00 atau 10,37% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp12.989.309.050,00.

Perincian Aset Tak Berwujud dan perhitungan amortisasi ATB dapat dilihat
pada Lampiran 15.

Aset Tak Berwujud Neto

Saldo Aset Tak Berwujud Neto merupakan Saldo ATB setelah dikurangi
amortisasi atau saldo yang disajikan adalah saldo sisa nilai buku. Saldo ATB
Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.390.053.420,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp201.714.040,00 atau 16,97% dari saldo tahun sebelumnya
sebesar Rp1.188.339.380,00.
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No Aset Lainnya Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ by
. v Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan) °
1 _|Aset Tak Berwujud 15.726.653.780,00 14.177.648.430,00 1.549.005.350,00 10,93
2 _|Amortisasi (14.336.600.360,00)|  (12.989.309.050,00) (1.347.291.310,00)] 10,37
Jumlah ATB Neto 1.390.053.420,00 1.188.339.380,00 201.714.040,00 16,97
G.5.3.1.5.4. Aset Lain-Lain (Neto)

Tabel 5.67
Rincian ATB Neto per 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak
digunakan dalam operasional Pemerintah Kota Depok dan direncanakan untuk
dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam
kriteria aset lancar maupun aset tetap.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp151.423.855.408,93 mengalami penurunan sebesar Rp10.478.948.841,73
atau 7,43% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp140.944.906.567,20 dengan
perincian sebagai berikut.

Tabel 5.68
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Aset Lain-Lain Desember 2022 Desember 2021 (REGET) %
(Ro) (Rp)

Piutang Asuransi Anggota
DPRD Kota Depok Tahun 2004 1.485.000.000,00 1.485.000.000,00 -

2 |Detail Enginering Design (DED)| 34.225.037.552,00 35.383.246.622,33 (1.158.209.070,33)| (3,27)
3 |Aset Tanah Jalan Tol Cijago 1.271.330.998,00 1.271.330.998,00 - -
4 |Treasury Deposit Facility 12.874.173.032,00
Barang Rusak
4 |Berat/Hilang/Hibah 253.691.537.907,40 | 255.594.445.668,40 (1.902.907.761,00)| (0,74)
Akumulasi Penyusutan
Barang Rusak
6 |Berat/Hilang/Hibah (152.123.224.080,47)| (152.789.116.721,53) 665.892.641,06 (0,44)
Jumlah| 151.423.855.408,93 | 140.944.906.567,20 10.478.948.841,73 7,43

Penjelasan atas Aset Lain-lain di atas, adalah sebagai berikut.

1. Piutang Asuransi Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2004 merupakan
piutang yang tidak dapat dipastikan tingkat ketertagihannya. Hal ini
disebabkan atas piutang tersebut masih dalam proses pengadilan;

2. Detail Enginering Design (DED) merupakan detail rencana yang akan
menambah kapitalisasi nilai Aset Tetap pada saat pelaksanaan pekerjaan
konstruksi telah 100% selesai. Namun, sampai dengan pelaksanaan
pekerjaan fisik belum dilakukan, DED dikategorikan sebagai aset lain-lain
terlebih dahulu;

3. Aset Tanah Jalan Tol Cijago merupakan aset Pemerintah Kota Depok yang
terdampak Pembangunan Seksi I Jalan Tol Cijago dengan nilai buku sebesar
Rp1.271.330.998,00. Atas tanah yang terdampak tersebut, ganti rugi atas
tanah belum diterima. Nilai ganti rugi tanah adalah sebesar
Rp38.276.705.945,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembebasan
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Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Seksi I Jalan Tol Cijago, dengan
perincian sebagai berikut.

a.

Perumahan Departemen Penerangan Kelurahan Harjamukti Kecamatan
Cimanggis

1) Tanah untuk Sarana Pendidikan seluas 1.362 m? senilai
Rp1.634.400.000,00;

2) Tanah untuk Taman seluas 414 m? senilai Rp496.800.000,00;

3) Tanah untuk Jalan dan Saluran seluas 2.060 m? senilai
Rp2.471.160.000,00; dan

4) Bangunan berupa pekerjaan badan jalan, pekerjaan saluran dan
pekerjaan paving block dengan total volume 7.321,44 m? senilai
Rp1.004.937.703,00.

Perumahan Raffles Hills Blok EE Kelurahan Harjamukti Kecamatan
Cimanggis

1) Tanah untuk ruang terbuka hijau seluas 5.529 m? senilai
Rp12.440.250.000,00;

2) Penerangan Jalan Umum sebanyak 27 titik senilai Rp60.750.000,00;

3) Tanah untuk jalan dan saluran seluas 8.197 m? senilai
Rp18.443.250.000,00; dan

4) Bangunan berupa pekerjaan badan jalan dan pekerjaan saluran
dengan total volume 20.567 m? senilai Rp1.725.158.242,00.

4. Aset milik Pemerintah Kota Depok yang dihapuskan dari inventarisasi
barang milik daerah, dengan perincian sebagai berikut:

a.

Penghapusan Kendaraan Roda 2 (dua) B 6108 EQA dari daftar barang
Pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok,
berdasarkan SK Nomor: 953/004/Kpts/BKD/DP3AP2KB/2022 tanggal
14 April 2022 dengan nilai perolehan Rp17.970.000,00;

Penghapusan Peralatan dan mesin dari daftar barang Pengguna
BKPSDM, Kec. Bojongsari, Disrumkim, DKP3, DP3AP2KB, Irda.
Disdamkar, Kec. Sukmajaya, Diskarpus, Disdagin, Kec. Cilodong,
Kec. Beji, DPUPR, Kec. Limo, Bappeda, DKUM, Setwan, BKD
yang telah dilaksanakan penjualan secara lelang pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor berdasarkan Sk Nomor:
953/006/Kpts/BKD/2022 tanggal 30 Mei 2022 dengan nilai perolehan
Rp717.025.466,00;

Penghapusan Mesin Pabrik Belimbing dari daftar barang Pengguna
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok berdasarkan
Sk Nomor: 953/026/Kpts/BKD/Disdagin/2022 tanggal 30 Desember
2022 dengan nilai perolehan Rp947.870.000,00;

Penghapusan Peralatan dan Mesin dari daftar barang Pengguna Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok berdasarkan
Sk Nomor: 903/219/Kpts/BKD/Huk/2022 tanggal 5 April 2022 dengan
nilai perolehan Rp30.155.000,00; dan

Penghapusan Aset Tetap Lainnya dari daftar barang Pengguna Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok berdasarkan
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Sk Nomor: 903/220/Kpts/BKD/Huk/2022 tanggal 5 April 2022 dengan

nilai perolehan Rp1.200.000,00.

G.5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

G.5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua
kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp46.425.248.695,88 mengalami penurunan sebesar Rp76.357.551.359,54 atau
62,19% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp122.782.800.055,42. Perincian
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

No.

Kew ajiban Jangka Pendek

Saldo Per 31
Desember 2022
(Rp)

Saldo Per 31
Desember 2021
(Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

Ketiga (PFK)

645.606,00

12.640.500,00

(11.994.894,00)

(94,89)

Pendapatan Diterima Dimuka -
Jangka Pendek

14.872.050.573,00

10.593.763.907,00

4.278.286.666,00

40,38

Utang Belanja

1.149.072.882,00

54.598.910.952,00

(53.449.838.070,00)

(97,90)

Utang Kelebihan Transfer
Dana Bagi Hasil

100,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

30.403.479.634,88

57.577.484.696,42

(27.174.005.061,54)

(47,20)

Jumlah

46.425.248.695,88

122.782.800.055,42

(76.357.551.359,54)

(62,19)

G.5.3.2.1.1.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK menurut PSAP 09 Paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak
lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), luran Askes, Taspen, dan Taperum.

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 sebesar
Rp645.606,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.994.894,00 atau 94,89% dari
saldo tahun sebelumnya sebesar Rp12.640.500,00, dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 5.70
Saldo Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021

No.

Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Per 31
Desember 2022
(Rp)

Saldo Per 31
Desember 2021
(Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

PPh 21

360.000,00

12.640.500,00

(12.280.500,00)

(97,15)

PPh 22

61.201,00

61.201,00

QW[N] =

PPh 23

100,00

PPN

224.405,00

224.405,00

Jumilah

645.606,00

12.640.500,00

(11.994.894,00)

(94,89)
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G.5.3.2.1.2.

G.5.3.2.1.3.

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek merupakan Pendapatan diterima
dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi/pendapatan yang sah lainnya yang
sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah
sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan
barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan
pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek per 31 Desember 2022
adalah  sebesar Rp14.872.050.573,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp4.278.286.666,00 atau 40,38% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp10.593.763.907,00. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022
merupakan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada 3 SKPD
sebagai berikut.

Tabel 5.71
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022

No SKPD

1 |Dinas Kesehatan

- Pendapatan sewa lahan Bank

2 |Dinas Perumahan dan Permukiman

- Pendapatan Retribusi Pemakaman Umum Tahun 2022
3 |Badan Keuangan Daerah

- Pendapatan Reklame lewat Tahun 2022

- Pendapatan Sewa Lahan

Nilai (Rp)

66.050.000,00

1.027.462.058,00

13.732.444.905,00
46.093.610,00
14.872.050.573,00

Jumlah

Utang Belanja

Utang Belanja merupakan utang kepada pihak ketiga atas kegiatan Belanja
Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang belum dilunasi pembayarannya sampai
dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.149.072.882,00
mengalami penurunan sebesar Rp53.449.838.070,00 atau 97,90% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp54.598.910.952,00, dengan perincian sebagai
berikut.

Tabel 5.72
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

No.

Utang Belanja

Saldo Per 31
Desember 2022
(Rp)

Saldo Per 31
Desember 2021

(Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

Utang Belanja Pegaw ai

32.992.457,00

(32.992.457,00)

100,00

Utang Belanja Barang dan
Jasa

550.300.473,00

988.809.532,00

(438.509.059,00)

(44,35)

Utang Belanja Modal Tanah

74.700.000,00

74.700.000,00

Utang Belanja Peralatan dan
Mesin

158.800.000,00

(158.800.000,00)

100,00

Utang Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

44.478.000,00

2.684.033.111,00

(2.639.555.111,00)

(98,34)

Utang Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi

479.594.409,00

50.659.575.852,00

(50.179.981.443,00)

(99,05)

Jumlah

1.149.072.882,00

54.598.910.952,00

(53.449.838.070,00)

(97,90)
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Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.149.072.882,00 tersebar pada
SKPD, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.73
Utang Belanja per SKPD per 31 Desember 2022
Utang Belanja
Modal Modal Jalan
N SKPD Modal Ged ’ Total
° Pegawai Barang dan Jasa| Modal Tanah | Peralatan dan ocarecung Jaringan dan otal (Rp)
. dan Bangunan .
Mesin Irigasi
1 [Dinas Pendidikan 44.478.000,00 44.478.000,00
2 |Dinas Kesehatan 11.803.124,00 11.803.124,00
3 [Sekretariat Daerah 50.733.800,00 50.733.800,00
4 |Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan
Ruang 49.747.000,00 | 74.700.000,00 479.594.409,00 604.041.409,00
5 |Dinas Perumahan dan Permukiman 438.016.549,00 438.016.549,00
Jumlah 550.300.473,00(  74.700.000,00 44.478.000,00| 479.594.409,00( 1.149.072.882,00
G.5.3.2.1.4. Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat
Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat merupakan
utang atas transfer Dana Bagi Hasil yang pembayarannya dikompensasikan
terhadap transfer DBH pada tahun berikutnya.
Saldo Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat per 31
Desember 2022 adalah Nihil.
G.5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Listrik, Air & Telepon yang
belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022 serta Utang Jangka Pendek
Lainnya yang tidak termasuk dalam kategori utang-utang jangka pendek di atas.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp30.403.479.634,88 mengalami penurunan sebesar Rp27.174.005.061,54 atau
47,20% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp57.577.484.696,42.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar
Rp30.403.479.634,88 terdiri atas Utang Listrik, Air, dan Telepon yang tersebar
pada 27 SKPD. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp30.403.479.634,88
dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.74

Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD per 31 Desember 2022

UtangBpys | MOMuka | in salur Total Utang
No SKPD Listrik (Rp) Telepon (Rp) Air (Rp) Internet (Rp) (Ro) Rusunawa Provinsi (Rp) Hutang BLUD (Rp) | Jangka Pendek
(Rp) Lainnya (Rp)
1 [Dinas Pendidikan -
2 |Dinas Kesehatan 427.756.643,00 | 36.411.216,00 | 4.251.200,00 23.548.129.270,88 |  24.016.548.329,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3 |Ruang 65.769.165,00 122.040,00 65.891.205,00
Dinas Lingkungan Hidup dan
4 [Kebersihan 59.983.209,00 |  3.329.565,00 655.200,00 | 1.949.998,00 65.917.972,00
5 |Dinas Perumahan dan Permukiman 21.021.850,00 - - - 11.875.000,00 32.896.850,00
6 |Dinas Perhubungan 35.951.592,00 | 2.689.573,00 38.641.165,00
7 |Dinas Sosial 2.917.024,00 - - 2.917.024,00
8 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5.148.601,00 |  1.486.640,00 285.500,00 6.920.741,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
9 |dan Pariw isata 24.459.628,00 - - 24.459.628,00
10 |Sekretariat Daerah 840.047.616,00 | 18.959.751,00 | 44.509.800,00 903.517.167,00
11 |Sekretariat DPRD 50.606.097,00 449.166,00 | 6.632.600,00 57.687.863,00
12 |Badan Keuangan Daerah - - - 111.892.500,00 4.791.740.842,00 4.903.633.342,00
13 |Kec. Beji 7.300.743,00 |  3.755.713,00 - 11.056.456,00
14 |Kec. Cimanggis 19.557.236,00 | 2.167.924,00 737.380,00 22.462.540,00
15 |Kec. Limo 8.565.874,00 | 1.205.649,00 - - 9.771.523,00
16 |Kec. Pancoran Mas 15.691.956,00 [ 1.160.394,00 32.800,00 | 2.755.800,00 19.640.950,00
17 |Kec. Saw angan 17.489.728,00 - - - 17.489.728,00
18 |Kec. Sukmajaya 13.038.912,00 28.500,00 |  441.451,00 13.508.863,00
19 |Kec. Tapos 16.849.869,00 - - 16.849.869,00
20 [Kec. Cinere 16.616.860,00 - - 16.616.860,00
21 |Kec. Cipayung 11.137.678,00 433.576,00 3.392.450,00 14.963.704,00
22 |Kec. Bojong Sari 11.700.449,00 - - 11.700.449,00
23 |Kec. Cilodong 7.254.427,00 369.910,00 7.624.337,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan
24 |Penyelamatan 12.661.547,00 [ 4.176.681,00 | 1.172.800,00 18.011.028,00
25 |Dinas Komunikasi dan Informatika 4.685.600,00 - - 4.685.600,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
26 |Perikanan 39.318.709,00 |  1.479.753,00 - 402.100,00 41.200.562,00
27 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian 57.148.549,00 949.330,00 768.000,00 - 58.865.879,00
Jumlah| 1.792.679.562,00 | 79.024.841,00 | 59.195.820,00 | 8.941.799,00 | 111.892.500,00 | 11.875.000,00 | 4.791.740.842,00 | 23.548.129.270,88 | 30.403.479.634,88

G.5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas Pendapatan Diterima di Muka untuk periode
setelah Tahun 2022. Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang Tahun 2022
merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp610.779.604,00.

G.5.3.2.2.1.

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang per 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp610.779.604 mengalami penurunan sebesar Rp261.329.135
atau 29,97% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp872.108.739,00. Nilai
tersebut berasal dari Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang telah jatuh tempo.

G.5.3.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp18.139.798.694.485,40 yang didapatkan dari perhitungan sebagai
berikut.
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1) Aset Rp 18.186.834.722.785,20
2) Kewajiban Rp  (47.036.028.299,88)
3) Ekuitas Rp 18.139.798.694.485.40

Saldo Ekuitas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.468.645.623.411,92
atau 15,75% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp15.671.153.071.073,40.
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G54

LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat
mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022
sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Depok.

G.5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL
G.5.4.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau
saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan  Operasional Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar
Rp6.094.145.976.497,77 mengalami kenaikan sebesar Rp992.088.738.670,27
atau 19,44% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp5.102.057.237.827,50.

Saldo Pendapatan Operasional Tahun 2022 terdiri atas PAD sebesar
Rp1.813.408.127.384,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.988.112.576.440,00
dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.292.625.272.673,77 dengan
perincian sebagai berikut.

Tabel 5.75
Saldo Pendapatan Operasional Tahun 2022 danTahun 2021

No.

Uraian

Saldo Per 31
Desember 2022 (Rp)

Saldo Per 31
Desember 2021 (Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

1 |PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.813.408.127.384,00 | 1.666.213.506.268,00 147.194.621.116,00 8,83
a. Pendapatan Pajak Daerah 1.554.114.963.995,00 | 1.293.044.413.443,00 261.070.550.552,00 20,19
b. Pendapatan Retribusi Daerah 40.709.110.557,00 39.077.250.102,00 1.631.860.455,00 4,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan
c. Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 13.996.715.239,00 33.552.995.977,00 (19.556.280.738,00)| (58,28)
d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya 204.587.337.593,00 300.538.846.746,00 (95.951.509.153,00)| (31,93)
2 |PENDAPATAN TRANSFER 1.988.112.576.440,00 | 1.729.272.758.639,00 258.839.817.801,00 14,97
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan 1.280.348.208.127,00 | 1.175.432.550.673,00 104.915.657.454,00 8,93
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - 54.239.257.000,00 (54.239.257.000,00)| 100,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi 707.764.368.313,00 499.600.950.966,00 208.163.417.347,00 | 41,67
3 |LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 2.292.625.272.673,77 | 1.706.570.972.920,50 586.054.299.753,27 34,34
a. Pendapatan Hibah 2.292.625.272.673,77 | 1.701.909.882.414,50 590.715.390.259,27 34,71
b. Pendapatan Lainnya 4.661.090.506,00 (4.661.090.506,00)
Jumlah| 6.094.145.976.497,77 | 5.102.057.237.827,50 992.088.738.670,27 19,44
G.5.4.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Tahun 2022  adalah  sebesar

Rp1.813.408.127.384,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.194.621.116,00
atau 8,83% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rpl.666.213.506.268,00.
Kenaikan tersebut berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan yang mengalami penurunan sebesar 58,28%, Pendapatan Asli
Daerah Lainnya juga mengalami penurunan 31,93%. Pendapatan Pajak Daerah
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mengalami kenaikan sebesar 20,19% dan Pendapatan Retribusi Daerah juga
mengalami kenaikan 4,18%.

PAD Tahun 2022 terdiri atas 4 jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah,
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan perincian

sebagai berikut.
Tabel 5.76
Saldo Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 danTahun 2021
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ v
Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan)
1 |Pendapatan Pajak Daerah 1.554.114.963.995,00 | 1.293.044.413.443,00 261.070.550.552,00 | 20,19
2 |Pendapatan Retribusi Daerah 40.709.110.557,00 39.077.250.102,00 1.631.860.455,00 | 4,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
3 |Dipisahkan 13.996.715.239,00 33.552.995.977,00 (19.556.280.738,00)| (58,28)
4 |Pendapatan Asli Daerah Lainnya 204.587.337.593,00 [ 300.538.846.746,00 |  (95.951.509.153,00)| (31,93)
Jumlah| 1.813.408.127.384,00 | 1.666.213.506.268,00 147.194.621.116,00 8,83
G.5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 merupakan hak yang akan dan/atau
sudah diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas pungutan wajib suatu objek
pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik yang ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKPD atau dokumen sejenis lainnya
(official assessment) maupun yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (self
assessment).
Pendapatan  Pajak Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar
Rp1.554.114.963.995,00 mengalami kenaikan sebesar Rp261.070.550.552,00
atau  20,19%  dari  pendapatan  tahun  sebelumnya  sebesar
1.293.044.413.443,00. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 terdiri atas 9
jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.77
Saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 danTahun 2021
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2022 (Rp) [Desember 2021 (Rp) (Penurunan)
1 |Pajak Hotel 16.342.175.784,00 9.097.654.363,00 7.244.521.421,00 79,63
2 |Pajak Restoran 241.243.087.761,00 165.971.647.993,00 75.271.439.768,00 45,35
3 |Pajak Hiburan 18.288.588.069,00 5.510.771.764,00 12.777.816.305,00 231,87
4 |Pajak Reklame 20.363.064.635,00 31.724.606.285,00 (11.361.541.650,00) (35,81)
5 |Pajak Penerangan Jalan 32.689.244.161,00 109.446.835.485,00 (76.757.591.324,00) (70,13)
6 |Pajak Parkir 120.153.987.964,00 9.785.120.541,00 110.368.867.423,00 | 1.127,93
7 |Pajak Air Tanah 16.884.617.746,00 12.134.879.687,00 4.749.738.059,00 39,14
8 |Pajak Bumi dan Bangunan 564.606.255.506,00 432.541.933.315,00 132.064.322.191,00 30,53
9 |Tanah Bangunan 523.543.942.369,00 516.830.964.010,00 6.712.978.359,00 1,30
Jumlah| 1.554.114.963.995,00 | 1.293.044.413.443,00 261.070.550.552,00 20,19

Perincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 16.
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G.5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan hak yang akan dan/atau sudah
diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas pungutan wajib terhadap objek
retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi yang nilainya ditetapkan
terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah dalam SKRD atau dokumen sejenis
lainnya (official assessment).

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar
Rp40.709.110.557,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.631.860.455,00 atau
4,18% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp39.077.250.102,00.
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 terdiri atas 3 jenis kategori utama
retribusi sebanyak 16 jenis perincian retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.78
Saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 .
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (PI:‘:\T:ILI:::A) %
(Rp) (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum 10.475.406.594,00 10.664.514.685,00 (189.108.091,00)| (1,77)
a [Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.107.000,00 7.107.000,00 -
Pelayanan Persampahan
b |/Kebersihan 6.541.878.200,00 6.244.591.200,00 297.287.000,00 4,76
Pelayanan Pemakaman &
¢ |Pengabuan Mayat 1.419.124.002,00 1.305.506.975,00 113.617.027,00 8,70
d [Pengujian Kendaraan Bermotor 1.099.580.392,00 969.175.700,00 130.404.692,00 13,46
Pemeriksaan Alat Pemadam
e |Kebakaran 319.407.000,00 329.664.500,00 (10.257.500,00) (3,11)
f [Penyedotan Kakus 837.655.000,00 720.695.000,00 116.960.000,00 16,23
Pengendalan Menara
g | Telekomunikasi - 856.531.810,00 (856.531.810,00)| 100,00
h |Pelayanan Tera/Tera Ulang 250.655.000,00 238.349.500,00 12.305.500,00 5,16
2 Retribusi Jasa Usaha 7.860.524.163,00 5.957.303.417,00 1.903.220.746,00 31,95
a |Pemakaian Kekayaan Daerah 1.250.279.163,00 900.259.417,00 350.019.746,00 38,88
Penyediaan Fasilitas
Pasar/Pertokoan yang
b | Dikontrakkan 4.317.272.000,00 3.605.237.500,00 712.034.500,00 19,75
¢ | Terminal 648.742.000,00 647.558.500,00 1.183.500,00 0,18
d | Tempat Khusus Parkir 815.791.000,00 210.378.000,00 605.413.000,00 | 287,77
e |Rumah Potong Hew an 716.340.000,00 557.470.000,00 158.870.000,00 28,50
Pelayanan Tempat Rekreasi dan
f [Olahraga 112.100.000,00 36.400.000,00 75.700.000,00 | 207,97
3 Retribusi Perijinan Tertentu 22.373.179.800,00 22.455.432.000,00 (82.252.200,00)| (0,37)
a |lzin Mendirikan Bangunan 22.279.852.300,00 22.053.267.300,00 226.585.000,00 1,03
Retribusi Pelayanan Laboratorium
b |Lingkungan 15.887.200,00 (15.887.200,00) 100,00
¢ [lzin Trayek - 100,00
Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
d |(IMTA) 93.327.500,00 386.277.500,00 (292.950.000,00)| (75,84)
Jumlah| 40.709.110.557,00 39.077.250.102,00 1.631.860.455,00 4,18

Perincian Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.
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G.54.1.1.1.3.

G.54.1.1.14.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
2022 adalah Rpl13.996.715.239,00 mengalami penurunan sebesar
Rp19.556.280.738,00 atau 58,28% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp33.552.995.977,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2021 merupakan bagian dividen Tahun Buku 2022 atas laba yang
diperoleh oleh PT Bank BJB dan Tirta Asasta PDAM yang dibagikan kepada
para pemegang saham.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan jenis PAD yang tidak termasuk
dalam Kkategori pajak atau retribusi daerah maupun hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk didalamnya yaitu Hasil Penjualan
BMD Yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Daerah dan Bendahara
Pengeluaran, Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah,
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah, Penerimaan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Denda, Pendapatan BLUD
dan Pendapatan PAD lainnya.

PAD Lainnya pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp204.587.337.593,00
mengalami penurunan sebesar Rp95.951.509.153,00 atau 31,93% dari
pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp300.538.846.746,00. PAD Lainnya
Tahun 2022 terdiri atas 13 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79
Saldo PAD Lainnya Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 o) %
(Rp) (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak
1 |Dipisahkan 278.313.200,00 278.313.200,00 -
Hasil Pemanfaatan Aset Daerah Yang
2 |Tidak Dipisahkan 1.084.308.419,00 1.084.308.419,00 - -
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas
3 |Daerah 18.449.281.610,00 17.643.043.595,00 806.238.015,00 4,57
Penerimaan Jasa Giro Rekening
4 |Bendahara Pengeluaran 464.459.632,00 106.200.477,00 358.259.155,00 | 337,34
Pendapatan Bunga atas Penempatan
5 [|Uang Pemerintah Daerah 690.410.959,00 - 690.410.959,00 -
Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan
6 |Daerah 4.993.611,00 14.564.140,00 (9.570.529,00) (65,71)
Penerimaan Denda atas Keterlambatan
7 |Pelaksanaan Pekerjaan 829.325.130,00 379.188.408,00 450.136.722,00 | 118,71
8 |Penerimaan Denda Pajak 174.721.282,00 545.461.414,00 (370.740.132,00)| (67,97)
9 |Penerimaan Denda Retribusi 1.216.711.140,00 1.174.107.500,00 42.603.640,00 3,63
10 |Pendapatan BLUD 156.850.843.838,00 | 273.026.996.050,00 | (116.176.152.212,00)| (42,55)
Pembayaran Pajak Yang Tidak Terdapat
11 |Piutang Pajak 3.260.829.715,00 3.260.829.715,00 -
Remunerasi Dana Transfer Treasury
12 | Deposit Facility 12.874.173.032,00 12.874.173.032,00 -
13 |Penerimaan PAD Lainnya 8.408.966.025,00 6.564.976.743,00 1.843.989.282,00 28,09
Jumlah| 204.587.337.593,00 | 300.538.846.746,00 | (95.951.509.153,00)| (31,93)

Perincian PAD Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 18.
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G.5.4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan

Transfer

merupakan

penerimaan
Pusat/Pemerintah  Provinsi/Pemerintah  Daerah

uang dari
lainnya

Pemerintah

berupa Dana

Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)
Pajak Provinsi, dll.

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar
Rp1.988.112.576.440,00 mengalami kenaikan sebesar Rp258.839.817.801,00
atau 14,97% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.729.272.758.639,00.

Pendapatan Transfer Tahun 2022 terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah
Provinsi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.80
Saldo Pendapatan Transfer Tahun 2022 danTahun 2021
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ y
’ Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan) ’
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
1 [Perimbangan 1.280.348.208.127,00 1.175.432.550.673,00 104.915.657.454,00 8,93
2 |Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - 54.239.257.000,00 (54.239.257.000,00)| 100,00
3 |Transfer Pemerintah Provinsi 707.764.368.313,00 499.600.950.966,00 208.163.417.347,00 | 41,67
Jumlah| 1.988.112.576.440,00 1.729.272.758.639,00 258.839.817.801,00 | 14,97
G.5.4.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT — DANA PERIMBANGAN
Transfer =~ Dana  Perimbangan  Tahun 2022  adalah  sebesar
Rp1.280.348.208.127,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.915.657.454,00
atau 8,93% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp1.175.432.550.673,00.
Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang
terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan perincian sebagai
berikut.
Tabel 5.81
Saldo Transfer Dana Perimbangan Tahun 2022 danTahun 2021
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
’ Desember 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) (Penurunan) °
1 |Dana Bagi Hasil Pajak 99.937.541.276,00 109.336.352.794,00 (9.398.811.518,00) (8,60)
2 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 36.604.255.359,00 47.781.705.502,00 (11.177.450.143,00)| (23,39)
3 |Dana Alokasi Umum 822.985.754.196,00 843.688.626.000,00 (20.702.871.804,00)| (2,45)
4 |Dana Alokasi Khusus 320.820.657.296,00 174.625.866.377,00 146.194.790.919,00 | 83,72
Jumlah| 1.280.348.208.127,00 | 1.175.432.550.673,00 104.915.657.454,00 8,93
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G.54.1.1.2.1.1.

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022
adalah sebesar Rp99.937.541.276,00 mengalami penurunan sebesar
Rp9.398.811.518,00 atau 8,60% dari DBH tahun sebelumnya sebesar
Rp109.336.352.794,00. Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri atas tiga jenis bagi
hasil dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.82
Saldo Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 %
(Penurunan)
(Rp) (Rp)
1 |PBB, PPh Pasal 21, dan Pasal 25 & 86.928.971.089,00 94.811.440.705,00 (7.882.469.616,00) (8,31)
29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri
2 |Cukai Hasil Tembakau 5.288.354.939,00 4.796.427.940,00 491.926.999,00 10,26
3 |Pajak Bumi dan Bangunan 7.720.215.248,00 9.728.484.149,00 (2.008.268.901,00) (20,64)
Jumlah| 99.937.541.276,00 | 109.336.352.794,00 (9.398.811.518,00) (8,60)
G.5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diterima dari Pemerintah
Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp36.604.255.359,00 mengalami
penurunan sebesar Rp11.177.450.143,00 atau 23,39% dari DBH tahun
sebelumnya sebesar Rp47.781.705.502,00. Bagi Hasil SDA tersebut terdiri
atas enam jenis bagi hasil dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 5.83
Saldo Saldo Transfer Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 | Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Provisi Sumber Daya Hutan 127.372.337,00 151.713.993,00 (24.341.656,00) (16,04)
2 |luran Kuasa Usaha Pertambangan 1.443.936.099,00 801.488.018,00 642.448.081,00 80,16
3 |Pungutan Hasil Perikanan 1.958.311.000,00 1.674.500.150,00 283.810.850,00 16,95
4 |Pertambangan Minyak Bumi 6.486.579.939,00 3.490.313.900,00 2.996.266.039,00 85,85
5 |Pertambangan Gas Bumi 5.974.722.332,00 192.486.100,00 5.782.236.232,00 | 3.003,98
6 |Pertambangan Panas Bumi 20.613.333.652,00 | 41.471.203.341,00 | (20.857.869.689,00) (50,29)
Jumlah| 36.604.255.359,00 | 47.781.705.502,00 | (11.177.450.143,00) (23,39)

G.54.1.1.2.1.3.

G.54.1.1.2.14.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun
2022 adalah sebesar Rp822.985.754.196,00 mengalami penurunan sebesar
Rp20.702.871.804,00 atau 2,45% dari DAU tahun sebelumnya sebesar
843.688.626.000,00.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun
2022 adalah sebesar Rp320.820.657.296,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp146.194.790.919,00 atau 83,72% dari DAK tahun sebelumnya sebesar
Rp174.625.866.377,00. DAK tersebut terdiri atas DAK Fisik dan DAK
Nonfisik dengan perincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

114



Tabel 5.84

Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 dan Tahun 2021

Saldo Per 31 Saldo Per 31 .
. Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Dana Alokasi khusus — Fisik 25.504.964.350,00 22.375.540.511,00 3.129.423.839,00 13,99
2 |Dana Alokasi khusus Non Fisik 295.315.692.946,00 | 152.250.325.866,00 | 143.065.367.080,00 93,97
Jumlah| 320.820.657.296,00 | 174.625.866.377,00 | 146.194.790.919,00 | 83,72
G.5.4.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
G.5.4.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian
Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian Tahun 2022
adalah Nihil. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian
merupakan Dana Penyesuaian yang berasal dari Dana Insentif Daerah.
G.5.4.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Transfer =~ Pemerintah  Provinsi  Tahun 2022  adalah  sebesar
Rp707.764.368.313,00 mengalami kenaikan sebesar Rp208.163.417.347,00
atau 41,67% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp449.600.950.966,00
dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.85
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak 565.363.666.114,00 | 499.600.950.966,00 | 65.762.715.148,00 [ 13,16
2 |Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 142.400.702.199,00 - 142.400.702.199,00 -
Jumlah| 707.764.368.313,00 | 499.600.950.966,00 | 208.163.417.347,00 | 41,67
Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer atas Dana Bagi Hasil Pajak
Provinsi yang terdiri atas lima jenis pajak.
G.5.4.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 adalah sebesar
Rp565.363.666.114,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.762.715.148,00
atau  13,16%  dari  pendapatan  tahun  sebelumnya  sebesar
Rp499.600.950.966,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.86
Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Pajak Kendaraan Bermotor 216.824.169.315,00 | 196.861.120.410,00 19.963.048.905,00 10,14
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 141.088.158.420,00 | 118.134.231.930,00 22.953.926.490,00 19,43
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 103.557.179.264,00 86.298.910.740,00 17.258.268.524,00 20,00
4 |Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 227.047.742,00 322.326.400,00 (95.278.658,00) (29,56)
5 |Pajak Rokok 103.667.111.373,00 90.189.931.486,00 13.477.179.887,00 14,94
6 |Bantuan Keuangan Khusus Dari Propinsi 7.794.430.000,00 (7.794.430.000,00) 100,00
Jumlah| 565.363.666.114,00 | 499.600.950.966,00 65.762.715.148,00 13,16
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G.5.4.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan

Bagi  Hasil

Lainnya

Tahun

2022

adalah

sebesar

Rp142.400.702.199,00. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya merupakan Bantuan
Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Barat.

G.5.4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain

Pendapatan

yang

Sah

Tahun

2022

adalah

sebesar

Rp2.292.625.272.673,77 mengalami kenaikan sebesar Rp586.054.299.753,27

atau

34,34%

dari

pendapatan

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp1.706.570.972.920,50. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 terdiri atas
Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.87
Saldo Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 danTahun 2021

No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ Y
: Desember 2022 (Rp) [ Desember 2021 (Rp) (Penurunan) °
1 |Pendapatan Hibah 2.292.625.272.673,77 | 1.701.909.882.414,50 590.715.390.259,27 | 34,71
2 |Pendapatan Lainnya 4.661.090.506,00 (4.661.090.506,00)| 100,00
Jumlah| 2.292.625.272.673,77 | 1.706.570.972.920,50 586.054.299.753,27 | 34,34
G.5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah merupakan penerimaan hibah baik yang berasal dari
Pemerintah Pusat, Provinsi atau instansi lainnya kepada Pemerintah Kota
Depok dengan atau tanpa persyaratan dalam ketentuan penggunaannya.
Saldo Pendapatan Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.292.625.272.673,77
mengalami kenaikan sebesar Rp590.715.390.259,27 atau 34,71% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp1.701.909.882.414,50. Pendapatan Hibah Tahun
2022 terdiri atas hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp86.326.314.750,10,
dan hibah dari pihak Swasta sebesar Rp2.206.298.957.923,67, dengan
perincian sebagai berikut.
Tabel 5.88
Perincian Pendapatan Hibah Tahun 2022
No SKPD Penerima Hibah Pemberi Hibah Nilai (Rp)
1 [Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 1.825.917.500,00
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan 78.543.486.431,10
Universitas Indonesia 13.485.000,00
Rumah Sakit Puri Cinere Swasta 1.744.821,00
3 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Badan Koordinasi Keluarga Nasional 749.813.954,00
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
4 |Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan 4.931.000.000,00
5 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian Swasta 6.000.000,00
6 [Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perpustakaan Nasional 276.096.865,00
7 |Badan Keuangan Daerah Swasta 2.206.277.728.102,67
Jumlah 2.292.625.272.673,77
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G.5.4.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

G.54.1.2.

Pendapatan Lainnya Tahun 2022 pada Tahun 2022 sebesar Nihil. Pendapatan

Lainnya pada Tahun 2021

pengembalian atas Hibah Bawaslu.

BEBAN

sebesar Rp4.661.090.506,00

merupakan

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional

Tahun 2022 adalah

sebesar Rp3.534.437.226.425,91

mengalami penurunan sebesar 13.197.224.661,56 atau 0,37% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp3.547.634.451.087,47. Beban Operasional Tahun 2022
terdiri atas 10 jenis beban dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5,89
Saldo Rincian Betyan Tabhun 2022 danTahun 2021
~ o Salde Per 31 Saldo Per 31 Henaik an/ %
ok Do sember 2022 (Rp} | Desember 2021 (Rp) { P pvtd rair e
1 | BabEn Fagew Bi 1043 358 468 88550 | 1068880 TVT 14800 143 322 I =750 iid
? |Genan Cey adman Ja) B21.20e TIT 28 B 811 0T 1005 &7 | 1E.280.578 23 4] &8
3 |Seani=s 1085 Pan a3 STAEA | 9 230 T37.000 43 W2105.508 J7E RS | 1088
4 |Beoss Femeinarasn 0 847 058 23300 22 879850 32000 3787 ¥34 50 V.00 n0s
g |Beoan Perjziaran Dnm 55,725,867 . 500,00 =41 24,747, 168,00 1E.801 208400 3538
8 EgnanHban 106 A2E 341 500 08 | STR SR DA TES Y 187330 722 s em | (koA
7 |Eshan Bantan S isl B3 =25 147 38000 TE B3 735 455 0] 13304 137 078,00 | | 47,54
B |Bebsn Penyu ulsn den Amcrinos | T 272 28890018 88 001 RIS RTT. 2 BIAV) SFOFRTED | T2V
8 |Esnan PenyEinan T4 B8040 841 O T80 5e4 220 50 2215 ETEEEE B 258
10 |Senan Transter £ 421.740.243.00 - £.ADY TAD 84200 .
Jumizh| 38340407 23 425 5 | - 1E4T G4 454087 47 (13187 724 661, 66| (030!
G.5.4.1.2.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.043.358.498.668,50
mengalami penurunan sebesar Rp23.322.272.477,50 atau 2,19% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rpl1.066.680.771.146,00. Beban Pegawai tahun
2022 terdiri atas 8 jenis beban dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 5.90
Saldo Beban Pegawai Tahun 2022 danTahun 2021
N Urai Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
©- raan Desember 2022 (Rp) |Desember 2021 (Rp)|  (Penurunan) °
1 |Beban Gaji & Tunjangan 441.065.953.965,60 448.996.732.370,00 (7.930.778.404,40) (1,77)
2 |Beban Tambahan Penghasilan PNS 352.608.759.378,90 347.481.067.378,00 5.127.692.000,90 1,48
Beban Tambahan Penghasilan
berdasarkanPertimbangan Objektif
3 [Lainnya ASN 154.601.521.029,00 | 187.708.041.605,00 | (33.106.520.576,00)| (17.64)
4 |Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 43.983.736.704,00 42.099.551.462,00 1.884.185.242,00 4,48
5 |Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.173.255.824,00 1.036.355.169,00 136.900.655,00 13,21
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan &
6 |Anggota DPRD serta KDHWKDH 2.064.174.300,00 2.009.467.165,00 54.707.135,00 2,72
7 |Honorarium Pengelolaan Dana BOS 10.530.237.705,00 9.043754.000,00 | 1.486.483705,00 | 16,44
8 |Honorarium Pengelolaan BLUD 37.330.859.762,00 28.305.801.997,00 | 9.025.057.765,00 | 31,88
Jumlah| 1.043.358.498.668,50 | 1.066.680.771.146,00 | (23.322.272.477,50) (2,19)
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G.5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp340.541.494.727,24 mengalami
penurunan sebesar Rpl16.269.579.262,43 atau 4,56% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp356.811.073.989,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91
Saldo Beban Persediaan Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (ORI %
(Rp) (Rp)
1 |Beban Barang
Beban Barang Pakai Habis 337.223.880.027,24 | 354.036.043.989,67 | (16.812.163.962,43) (4,75)
Beban Uang dan/atau Jasa
2 Juntuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Beban Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat 3.317.614.700,00 2.775.030.000,00 542.584.700,00 19,55
Jumlah| 340.541.494.727,24 | 356.811.073.989,67 | (16.269.579.262,43) (4,56)

Perincian Beban Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 19.
G.5.4.1.2.3. Beban Jasa
Beban Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.058.540.243.275,93 mengalami

kenaikan sebesar Rp102.109.505.475,50

atau 10,68% dari beban tahun

sebelumnya sebesar Rp.956.430.737.800,43 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.92
Saldo Beban Jasa Tahun 2022 danTahun 2021
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2022 (Rp)|Desember 2021 (Rp) (Penurunan)
1 |Beban Jasa 833.422.562.871,00 [ 668.052.735.876,00 | 165.369.826.995,00 24,75
Beban Jasa Kantor 589.626.297.403,00 [ 529.702.628.288,00 59.923.669.115,00 11,31
Beban luran Jaminan/Asuransi 166.412.639.093,00 92.485.062.379,00 73.927.576.714,00 79,93
Beban Sew a Tanah 147.400.000,00 247.583.333,00 (100.183.333,00)|  (40,46)
Beban Sew a Peralatan dan Mesin 13.295.898.459,00 5.021.811.900,00 8.274.086.559,00 | 164,76
Beban Sew a Gedung dan Bangunan 24.740.263.136,00 15.787.554.605,00 8.952.708.531,00 56,71
Beban Sew a Jalan, Jaringan dan Irigasi 9.000.000,00 9.000.000,00 - -
Beban Sew a Aset Tetap Lainnya 52.431.530,00 24.110.000,00 28.321.530,00 | 117,47
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi 15.210.522.614,00 8.350.538.226,00 6.859.984.388,00 82,15
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.768.679.785,00 11.672.380.150,00 5.096.299.635,00 43,66
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Payment) 98.620.000,00 93.000.000,00 5.620.000,00 6,04
Beban Beasisw a Pendidikan PNS 435.000.000,00 41.200.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan danPelatihan 6.625.810.851,00 4.617.866.995,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
2 [kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 847.671.981,00 1.615.180.400,00 (767.508.419,00)|  (47,52)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat 847.671.981,00 1.615.180.400,00 (767.508.419,00)|  (47,52)
3 [Beban Barang dan Jasa BOS 104.884.386.949,00 |  105.256.212.084,00 (371.825.135,00) (0,35)
Beban Barang dan Jasa BOS 104.884.386.949,00 |  105.256.212.084,00 (371.825.135,00) (0,35)
4 |Beban Barang dan Jasa BLUD 119.385.621.474,93 |  181.506.609.440,43 (62.120.987.965,50)|  (34,23)
Beban Barang dan Jasa BLUD 119.385.621.474,93 |  181.506.609.440,43 (62.120.987.965,50)|  (34,23)
Jumlah| 1.058.540.243.275,93 | 956.430.737.800,43 | 102.109.505.475,50 10,68
Perincian Beban Jasa dapat dilihat pada Lampiran 20.
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G.5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.647.045.233,00
mengalami kenaikan sebesar Rp3.767.198.907,00 atau 8,04% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp46.879.846.326,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.93
Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Ke naikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Beban Pemeliharaan Tanah 1.023.438.500,00 80.538.176,00 942.900.324,00 | 1.170,75
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
1 |Mesin 26.801.015.597,00 23.065.788.775,00 3.735.226.822,00 16,19
Beban Pemeliharaan Gedung dan
2 |Bangunan 21.616.873.222,00 22.381.063.975,00 (764.190.753,00) (3,41)
Beban Pemeliharaan Jalan
3 |Jaringan dan Irigasi 1.205.717.914,00 1.352.455.400,00 (146.737.486,00) (10,85)
Jumlah 50.647.045.233,00 46.879.846.326,00 3.767.198.907,00 8,04
G.5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp59.725.987.998,00
mengalami kenaikan sebesar Rp15.601.240.840,00 atau 35,36% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rp44.124.747.158,00, dengan perincian sebagai
berikut.
Tabel 5.94
Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 | Desember 2021 R %
(Rp) (Rp)
1 |Beban Perjalanan Dinas Biasa 42.281.529.798,00 | 29.487.236.430,00 | 12.794.293.368,00 43,39
Beban Perjalanan Dinas Dalam
2 |Kota 16.015.995.771,00 | 13.826.407.728,00 | 2.189.588.043,00 15,84
Beban Perjalanan Dinas Paket
3 |Meeting Dalam Kota 97.155.000,00 97.155.000,00 -
Beban Perjalanan Dinas Paket
4 |Meeting Luar Kota 1.331.307.429,00 811.103.000,00 520.204.429,00 64,14
Jumlah| 59.725.987.998,00 | 44.124.747.158,00 | 15.601.240.840,00 35,36
G.5.4.1.2.6. Beban Hibah
Beban Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp108.628.341.560,06 mengalami
penurunan sebesar Rp167.322.722.202,55 atau 60,63% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp275.951.063.762,61 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.95
Saldo Beban Hibah Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Fo o) %
(Rp) (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah
1 |Pusat 2.672.300.000,00 7.700.000.000,00 (5.027.700.000,00) (65,29)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah-
2 |Lainnya - 13.130.272.403,16
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No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember (Rp) Desember (Rp) (Penurunan)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
3 [|Peraturan Perundang-Undangan 48.750.616.200,00 | 67.392.554.750,00 | (18.641.938.550,00) (27,66)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah
4 |Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 48.847.254.920,06 | 185.150.309.609,00 | (136.303.054.688,94) (73,62)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
5 |Kemasyarakatan 6.406.403.440,00 976.400.000,00 5.430.003.440,00 556,12
Beban Hibah Barang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
6 |Kemasyarakatan - 103.320.000,00 (103.320.000,00) 100,00
7 |Beban Hibah Uang kepada Koperasi 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50,00
8 [Beban Hibah Dana BOS 403.560.000,00 403.560.000,00 -
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada
9 [|Partai Politik 1.398.207.000,00 1.398.207.000,00 - -
Jumlah| 108.628.341.560,06 | 275.951.063.762,61 | (167.322.722.202,55) (60,63)
G.5.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 adalah sebesar Rp62.545.112.380,00
mengalami penurunan sebesar Rp13.304.127.078,00 atau 17,54% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rp75.849.239.458,00, dengan rincian sebagai
berikut.
Tabel 5.96
Saldo Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 danTahun 2021
Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 | Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada
1 |Individu 55.450.000.000,00 | 51.029.257.600,00 4.420.742.400,00 8,66
Beban Bantuan Sosial Barang
2 |yangDirencanakan kepada Individu 118.612.380,00 118.612.380,00 -
Beban Bantuan Sosial Uang kepada
3 |Keluarga 6.976.500.000,00 9.466.181.358,00 | (2.489.681.358,00)| (26,30)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada
4 |Kelompok Masyarakat - 15.353.800.500,00 | (15.353.800.500,00)| 100,00
Jumlah| 62.545.112.380,00 | 75.849.239.458,00 | (13.304.127.078,00)| (17,54)
G.5.4.1.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar

Rp730.272.296.900,18 mengalami kenaikan sebesar Rp82.270.470.282,92 atau
12,70% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp648.001.826.617,26 dengan

perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.97
Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 danTahun 2021

Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/
No. Uraian Desember 2022 Desember 2021 (Penurunan) %
(Rp) (Rp)
1 |Beban Penyusutan Aset Tetap 727.760.679.145,38 645.184.576.448,26 82.576.102.697,12 12,80
Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin 171.849.933.827,38 161.740.228.550,26 10.109.705.277,12 6,25
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan 52.297.933.488,00 49.924.827.650,00 2.373.105.838,00 4,75
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan
dan Irigasi 503.612.811.830,00 433.519.520.248,00 70.093.291.582,00 16,17
Beban Penyusutan Aset
2 |Lainnya 1.164.326.444,80 1.531.786.009,00 (367.459.564,20) (23,99)
Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin 457.007.917,00 810.484.319,00 (353.476.402,00) (43,61)
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan 667.850.570,40 667.850.570,00 0,40 0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan
dan Irigasi 39.467.957,40 53.451.120,00 (13.983.162,60) (26,16)
Beban Amortisasi Aset Tidak
3 |Berwujud 1.347.291.310,00 1.285.464.160,00 61.827.150,00 4,81
Jumlah| 730.272.296.900,18 648.001.826.617,26 82.270.470.282,92 12,70
G.5.4.1.2.9. Beban Penyisihan
Beban Penyisihan Tahun 2022 adalah sebesar Rp74.686.464.841,00 mengalami
penurunan sebesar Rp2.218.679.988,50 atau 2,88% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp76.905.144.829,50 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.98
Saldo Beban Penyisihan Tahun Tahun 2022 danTahun 2021
N Urai Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
o raian Desember 2022 (Rp)|Desember 2021 (Rp) (Penurunan) ?
1 |Beban Penyisihan Piutang Pajak 74.284.586.982,00 76.612.170.400,00 (2.327.583.418,00) (3,04)
2 |Beban Penyisihan Piutang Retribusi 516.067.654,00 263.120.281,50 252.947.372,50 96,13
Beban Penyisihan Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
3 |Yang Dipisahkan (46.601.616,00) (34.370.651,00) (12.230.965,00)| 35,59
Beban Penyisihan Lain lain PAD
4 |yangsah (67.588.179,00) 64.224.799,00 (131.812.978,00)| (205,24)
Jumlah 74.686.464.841,00 76.905.144.829,50 (2.218.679.988,50) (2,88)
Beban Penyisihan merupakan selisih kenaikan penghitungan penyisihan
piutang tahun 2022 dengan 2021. Rincian Beban Penyisihan Piutang dapat
dilihat pada Lampiran 21.
G.5.4.1.2.10. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan
lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer
Pemerintah Kota Depok pada tahun 2022 sebesar Rp5.491.740.842,00 terdiri
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dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Cianjur sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/8479/SJ tertanggal
28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten
Cianjur dalam ranka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam
sebesar Rp700.000.000,00 dan Lebih Salur Bantuan Keuangan Provinsi sesuai
dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022
tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah
Kabupaten/Kota sebesar Rp4.791.470.842,00.

G.5.4.1.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2022 Nihil, hal ini dikarenakan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tidak lagi ada Beban Lain-Lain.

G.5.4.1.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 adalah sebesar
Rp2.559.708.750.071,86 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Pendapatan Operasional Rp 6.094.145.976.497,77
2) Beban Operasional Rp 3.534.437.226.425,91
3) Surplus/Defisit Operasional Rp 2.559.708.750.071,86

G.5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional merupakan pendapatan dan/atau
beban yang tidak termasuk dalam Kkategori kegiatan operasional seperti
surplus/defisit penjualan aset nonlancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban
jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

G.5.4.2.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar
Rp13.501.112.158,00 yang merupakan penyertaan modal pemerintah kepada
PDAM dan rugi tahun berjalan PDAM Tirta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022

No. Uraian Nilai (Rp)

1 |R/L Berjalan PDAM 2021 Per 31 Oktober 2021 15.765.204.641,00

2 |Koreksi R/IL Tahun 2021 68.013.940,00
Koreksi R/L Berjalan Tahun 2022 (Sesuai Hasil Audited

KAP) (7.431.282.212,00)

Koreksi Pencatatan Cadangan Umum PDAM 5.099.175.790,00

3 |Pembulatan (1,00)

Jumlah| 13.501.112.158,00

G.5.4.3. POS LUAR BIASA
G.5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa
Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa untuk Tahun 2022.
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G.5.4.3.2.

Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp24.345.199.018,00 mengalami
kenaikan sebesar Rpl16.161.557.706,00 atau 197,49% dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar Rp8.183.641.312,00. Beban Luar Biasa merupakan
pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB, penanggulangan bencana dan,
pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Depok

Penjelasan Beban Luar Biasa sebagai berikut.

Tabel 5.100
Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2022

No. Jenis Beban Luar Biasa Realisasi 2022 (Rp)
Jumlah SP2D Beban Luar Biasa 44.936.611.818,00
Pengembalian Dana Beban Luar Biasa 7.232.102.711,00
Jumlah Pengembalian Beban Luar Biasa 7.232.102.711,00
Reklas Ke Persediaan 198.303.182,00
Reklas Ke Aset

Reklas Ke Beban Pegaw ai 12.193.300.982,00
Reklas Ke Beban Jasa 959.768.925,00
Reklas Ke Beban Bantuan Sosial 7.937.000,00
Jumlah Reklas 13.359.310.089,00
Realisasi Beban Luar Biasa 24.345.199.018,00

Perincian Beban Luar Biasa dapat dilihat pada Lampiran 22.

G.5.4.4. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit-LO  Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.548.864.663.211,86

didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1)  Surplus/Defisit Operasional Rp 2.559.708.750.071,86
2)  Surplus/Defisit Non Operasional Rp 13.501.112.158,00
3) Pos Luar Biasa Rp (24.345.199.018,00)

Surplus/Defisit-LO Rp 2.548.864.663.212,86
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G.5.5

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas
Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

G.5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah
Kota Depok dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya dimasa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar
Rp956.597.720.616,00 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu
periode terhitung 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai
berikut.

1) Arus Masuk Kas
2) Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

G.5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Rp 3.664.377.859.829,00
Rp 2.707.780.139.213,00

Rp

956.597.720.616,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode Tahun 2022 adalah sebesar
Rp3.664.377.859.829,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 danTahun 2021

No Jenis Penerimaan Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
1 |Penerimaan Pajak Daerah 1.371.824.230.585,00 1.169.253.332.761,00
2 |Penerimaan Retribusi Daerah 39.620.471.503,00 39.447.651.577,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan
3 |Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.317.038.495,00 40.427.126.174,00
4 |Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 207.188.547.499,00 287.840.127.011,00
5 |Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 99.937.541.276,00 109.336.352.794,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan
6 |Pajak 36.604.255.359,00 47.781.705.502,00
7 |Penerimaan Dana Alokasi Umum 822.985.754.196,00 843.688.626.000,00
8 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus 320.820.657.296,00 174.625.866.377,00
9 [Penerimaan Dana Penyesuaian - 54.239.257.000,00
10 |Penerimaan Bagi Hasil Pajak 580.280.117.036,00 474.927.974.276,00
11 |Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 142.400.702.199,00 7.794.430.000,00
12 |Penerimaan Hibah 19.398.544.385,00 141.999.820.754,00
13 |Penerimaan Lainnya 4.661.090.506,00
Jumlah Arus Masuk Kas| 3.664.377.859.829,00 3.396.023.360.732,00

Arus Masuk Kas periode Tahun 2022 sebesar Rp3.664.377.859.829,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp268.354.499.097,00 atau 7,90% dari arus masuk kas tahun
sebelumnya sebesar Rp3.396.023.360.732,00.
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G.5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode Tahun 2022 adalah sebesar
Rp2.707.780.139.213,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.102
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 danTahun 2021

No

Jenis Penerimaan Kas

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

Pembayaran Pegawai

1.043.072.566.692,00

1.065.130.893.138,00

Pembayaran Barang

1.474.880.363.394,00

1.224.570.536.813,00

Pembayaran Hibah

88.877.587.640,00

130.435.048.750,00

Pembayaran Bantuan Sosial

62.545.112.380,00

67.323.239.458,00

Pembayaran Tak Terduga

37.704.509.107,00

O [W|N|[—~

Pembayaran Bantuan Keuangan

700.000.000,00

78.792.886.479,00

Jumlah Arus Keluar Kas

2.707.780.139.213,00

2.566.252.604.638,00

Arus Keluar Kas periode Tahun 2022 sebesar Rp2.707.780.139.213,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp141.527.534.575,00 atau 5,51% dari arus keluar kas tahun

sebelumnya sebesar Rp2.566.252.604.638,00.
G.5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada

masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode Tahun 2022 adalah
sebesar Rp(999.984.620.370,00) yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar

kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1))
2)

Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

G.5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Rp

278.313.200,00

Rp 1.000.262.933.570,00

Rp (999.984.620.370,00)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2022 seperti pada
tabel berikut.

Tabel 5.103
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 danTahun 2021

No Jenis Penerimaan Kas

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

1 |Penjualan atas Peralatan dan Mesin

278.313.200,00

2 |Penjualan atas Gedung dan Bangunan

3 |Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

397.500,00

Jumlah Arus Masuk Kas 278.313.200,00

397.500,00

G.5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2022 adalah
sebesar Rp1.000.262.933.570,00 dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.104
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 danTahun 2021

No Jenis Pengeluaran Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
1 [Perolehan Tanah 90.531.046.261,00 153.135.014.610,00
2 |Perolehan Peralatan dan Mesin 231.921.186.010,00 115.919.063.480,00
3 [Perolehan Gedung dan Bangunan 126.331.899.297,00 150.110.459.149,00
4 |Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 426.199.356.931,00 251.783.341.838,00
5 [Perolehan Aset Tetap Lainnya 31.364.195.071,00 30.420.379.395,00
6 [Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 93.915.250.000,00 -
Jumlah Arus Keluar Kas 1.000.262.933.570,00 701.368.258.472,00

G.5.5.3.

G.5.54.

G.5.54.1.

G.5.5.4.2.

Arus Keluar Kas periode Tahun 2022 sebesar Rp1.000.262.933.570,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp298.894.675.098,00 atau 42,62% dari arus keluar kas tahun
sebelumnya sebesar Rp701.368.258.472,00.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam

jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode Tahun 2022 adalah nihil
atau tidak terdapat aktivitas arus masuk kas dan arus keluar kas dalam periode tahun
2022.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2022 adalah
sebesar Rp(11.994.894,00) yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas
dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas Rp 206.255.403.457,45
2) Arus Keluar Kas Rp (206.267.398.351.45)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp (11.994.894,00)
Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode Tahun 2022 adalah
sebesar Rp206.255.403.457,45 yang merupakan potongan PFK berupa PPh Pasal
21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan PPN serta potongan penghasilan pegawai
lainnya untuk disetorkan ke kas negara atau kas pihak lainnya.

Arus Keluar Kas

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris untuk periode Tahun 2022 adalah sebesar
Rp(11.994.894,00) yang merupakan selisih penyetoran atas potongan PFK Tahun
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2022 dan saldo utang PFK tahun 2021 yang disetor Tahun 2022, dengan rincian

sebagai berikut.

1) Utang PFK Tahun 2022

2) Potongan PFK Tahun 2022
Jumlah PFK

3) Penyetoran PFK Tahun 2022

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris

Rp 645.606,00
Rp 206.254.757.851,45
Rp 206.255.403.457,45
Rp (206.267.398.351,45)
Rp (11.994.894,00)

Penjelasan lebih lanjut terkait Utang PFK dapat dilihat pada penjelasan G.5.3.2.1.1.

G.5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penurunan Kas Tahun 2022 adalah sebesar Rp43.398.894.648,00 yang didapatkan

dari perhitungan sebagai berikut:
1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan/(Penurunan) Kas

G.5.5.6. SALDO AWAL KAS

Rp  956.597.720.616,00
Rp (999.984.620.370,00)
Rp 0,00
Rp (11.994.894,00)
Rp  (43.398.894.648,00)

Saldo Awal Kas Tahun 2022 adalah sebesar Rp585.549.450.898,00 yang merupakan

saldo akhir kas Tahun 2021 yang terdiri atas:
1) Kasdi BUD

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

3) Kas di Bendahara Penerimaan

4) Kas di BLUD

5) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
6) Kas Lainnya

7) Setara Kas

Jumlah

G.5.5.7. SALDO AKHIR KAS

Rp  448.990.053.911,00
Rp 135.046.826,00
Rp 2.845.000,00
Rp  135.146.191.723,00
Rp 13.247.000,00
Rp 1.262.066.438,00
Rp 0,00
Rp  585.549.450.898,00

Saldo Akhir Kas Tahun 2022 adalah sebesar Rp542.150.556.250,00 yang didapatkan

dari perhitungan sebagai berikut.
1) Kenaikan/Penurunan Kas
2) Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

Rp  (43.398.894.648,00)
Rp  585.549.450.898,00
Rp  542.150.556.250,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

127



G.5.6.

G.5.6.1.

G.5.6.2.

G.5.6.3.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari
saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun
sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan
surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena
koreksi, perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan
Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas
atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rpl15.671.153.071.073,40
mengalami kenaikan sebesar Rp1.578.415.512.341,51 atau 11,20% dari saldo
ekuitas awal tahun sebelumnya sebesar Rp14.092.737.558.731,90. Ekuitas Awal
per 1 Januari 2022 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2021 di Neraca.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.548.864.663.211,86
mengalami kenaikan sebesar Rp1.031.690.182.799,83 atau 68,00% dari surplus
tahun sebelumnya sebesar Rp1.517.174.480.412,03.

Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit-LO
merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kota Depok yang
menambah nilai ekuitas pada neraca.

Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional (G.5.4.4.)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan
mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah
sebesar (Rp80.219.039.799,94) mengalami penurunan sebesar
Rp141.460.071.729,42 atau 230,99% dari koreksi tahun sebelumnya sebesar
Rp61.241.031.929,48 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.105
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022

No Uraian Nilai (Rp)
1 [Koreksi Piutang Pajak (23.238.992.673,00)
2 |Koreksi Aset Tetap 134.383.319.360,79
3 |Koreksi Penyusutan 88.432.100,33
4 |Koreksi Utang Belanja 136.183.248,00
5 |Koreksi Pendapatan Retribusi (122.562.500,00)
6 |Koreksi Ekuitas Lainnya (191.465.419.336,06)
Jumlah (80.219.039.799,94)

1. Koreksi Piutang Pajak

Koreksi Piutang Pajak sebesar (Rp23.238.992.673,00) merupakan koreksi
kurang atas pembatalan NOP dan Diskon Piutang Pajak PBB.

2. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp134.383.319.360,79 merupakan koreksi tambah
atas nilai aset bersih dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106
Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2022

No Uraian Koreksi Tambah (Rp) | Koreksi Kurang (Rp)

1 |Dinas Kesehatan

Koreksi Aset-Kurang catat gedung eks-Pramuka RSUD 579.791.520,00

2 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Koreksi Kurang Catat Aset Tetap (Jembatan Jatijajar) 97.551.084,00

Koreksi Aset Tetap Renovasi 165.158.686.970,00

3 |Dinas Perumahan dan Permukiman

Lebih Catat Fasos Fasum 16.443.063.652,00

4 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Lebih Catat Fasos Fasum 221.495.100,00

5 |[Sekretariat Daerah

Penghapusan Aset Tetap 162.912.569,77

5 |Badan Keuangan Daerah

Koreksi Temuan BPK 2021 (Kurang Catat Tanah

Sertifikat) 20.791.952.000,00
Lebih Catat Fasos Fasum 38.402.847.800,00
Akumulasi Penyusutan Penyertaan Modal Dalam Bentuk
Barang ke PDAM 2.917.256.087,56
6 [Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koreksi Aset- DED<2022 Masuk Aset Tetap 68.400.821,00
Jumlah 189.613.638.482,56 55.230.319.121,77

Koreksi Aset Tetap Pada LPE 134.383.319.360,79

3. Koreksi Penyusutan

Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp88.432.100,33 merupakan koreksi
tambah dikarenakan adanya perubahan pencatatan penyusutan pada aset tetap
pada 3 SKPD dengan perincian sebagai berikut.
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Tabel 5.107
Rincian Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No Uraian Koreksi Tambah | Koreksi Kurang
(Rp) (Rp)
1 |Dinas Pendidikan
Koreksi DED dari Rumkim 7.333.469,00
2 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koreksi Penyusutan Aset dari Jasa Konsultan 2.630.554,58
3 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Koreksi Aset-Koreksi tahun pabrik belimbing 98.396.123,91
Jumlah 98.396.123,91 9.964.023,58

Koreksi Penyusutan Aset Pada LPE 88.432.100,33

4. Koreksi Hutang Belanja

Koreksi Hutang Belanja sebesar Rp136.183.248,00 merupakan koreksi tambah
atas kesalahan pencatatan Hutang tahun lalu, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.108
Rincian Koreksi Hutang Tahun 2022
No Uraian Koreksi Tambah Koreksi Kurang
(Rp) (Rp)
1 |Dinas Kesehatan
Koreksi Saldo Hutang (lebih catat hutang ke BKD) 119.829.500,00
2 |Dinas Perumahan dan Permukiman
Penghapusan Hutang Rumkim 16.353.748,00
Jumlah 136.183.248,00 -
Koreksi Penyusutan Aset Pada LPE 136.183.248,00

5. Koreksi Pendapatan Retribusi
Koreksi

Penyewaan Tanah dan Bangunan pada oleh Bank BJB.

6. Koreksi Ekuitas Lainnya

Pendapatan Retribusi

sebesar Rpl122.562.500,00 pada Badan
Keuangan Daerah merupakan koreksi kurang catat atas Pendapatan Retribusi

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp191.465.419.336,06 merupakan koreksi

kurang pada 34 SKPD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.109
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022
No Uraian Mutasi Aset Antar Pencatatan BOS Lain-Lain
SKPD APBN

1 |DINAS PENDIDIKAN 16.340.867.258,24 172.450.355.592,00 (223.351.697,00)
2 |DINAS KESEHATAN 6.805.993.700,00 14.429.416.969,19
3 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 22.047.363.981,92

4 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 663.886.697.352,00 1.925.823.326,00
5 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3.572.977.554.065,84 (7.004.602.849,33)
6 |DINAS PERHUBUNGAN 471.419.632,44

7 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.680.000,00 (2.102.568,92)

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
8 |MASYARAKAT DAN KELUARGA (4.800.000,00)
9 |DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO
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Mutasi Aset Antar

Pencatatan BOS

No Uraian SKPD APEN Lain-Lain
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN
10 |PARWISATA 6.173.888.500,16
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
11 |TERPADU SATU PINTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
12 |SUMBER DAYA MANUSIA (1.789.135,10)
13 |SEKRETARIAT DAERAH 3.787.793.881,08
14 |INSPEKTORAT DAERAH 48.296.442,85
15 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16 |BADAN KEUANGAN DAERAH (4.371.486.460.816,87) | (172.450.355.592,00)| (202.230.638.747,00)
17 |KECAMATAN BEJI 14.812.759.715,00 12.764.142,00
18 |KECAMATAN CIMANGGIS 5.738.078.253,93 25.305.079,00
19 |KECAMATAN LIMO 6.502.662.165,70 17.310.000,00
20 |KECAMATAN PANCORAN MAS (142.424.619,44) 20.310.000,00
21 |KECAMATAN SAWANGAN 279.349.401,35 47.470.000,00
22 |KECAMATAN SUKMAJAY A 202.673.659,45 17.294.903,00
23 |KECAMATAN TAPOS 21.366.462.180,26 20.460.000,00
24 |KECAMATAN CINERE 198.404.998,87 19.110.000,00
25 |KECAMATAN CIPAY UNG 17.883.658.149,52 29.150.000,00
26 |KECAMATAN BOJONGSARI 6.113.609.163,70 18.810.000,00
27 |KECAMATAN CILODONG 5.955.264.369,10 17.310.000,00
28 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

29

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

1.301.818.107,00

30

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

31

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8.275.900,00

32

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

22.679.300,00

(6.576.000,00)

33

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

34

DINAS SOSIAL

2.042.500,00

99.500.000,00

Jumlah

- (191.465.419.336,06)

Koreksi Ekuitas Lainnya Pada LPE

(191.465.419.336,06)

G.5.6.4. EKUITAS AKHIR

15.671.153.071.073,40

2.548.864.663.211,86
(80.219.039.799,94)

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022

didapatkan dari perhitungan berikut:

1) Ekuitas Awal Rp

2) Surplus/Defisit-LO Rp

3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp
Kesalahan Mendasar

4) Ekuitas Akhir Rp

18.139.798.694.485,40

sebesar Rp18.139.798.694.485,40
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G.6.1.

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Depok berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) berjumlah 37 SKPD yang terdiri atas 18 Dinas, 4 Badan, 2 Sekretariat,
11 Kecamatan, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja,, dengan
perincian sebagai berikut.

Tabel 6.1. DAFTAR PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Koperasi dan Mikro Usaha
21. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
24. Badan Keuangan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Kecamatan Pancoran Mas
28. Kecamatan Beji
29. Kecamatan Sawangan
30. Kecamatan Sukmajaya
31. Kecamatan Cilodong
32. Kecamatan Cipayung
33. Kecamatan Tapos
34. Kecamatan Cimanggis
35. Kecamatan Cinere
36. Kecamatan Limo
37. Kecamatan Bojong Sari
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G.6.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah 5.972 orang
terdiri dari:

Tabel 6.2. Jenis Golongan dan Jumlah PNS Kota Depok Tahun 2022

No Jenis Golongan Jumlah
1 Golongan | I/a 0 Orang
I/b 1 Orang
llc 5 Orang
I/d 6 Orang
2 | Golongan Il Il/a 21 Orang
/b 58 Orang
Il/lc 361 Orang
Ii/d 395 Orang
3 | Golongan llI Ili/a 908 Orang
/b 1.026 Orang
lli/c 821 Orang
I/d 1.087 Orang
4 | Golongan IV IV/a 669 Orang
IVib 552 Orang
IVic 55 Orang
IvV/d 6 Orang
IV/e 1 Orang
Jumlah 5.972 orang

Jumlah anggota DPRD Kota Depok hasil pemilu 2019 (periode 2019-2024)
sebanyak 50, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.3. Jumlah Partai Politik dan Anggota DPRD Kota Depok

No Nama Partai Jumlah
1 Partai Keadilan Sejahtera 12 orang
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 10 orang
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10 orang
4 Partai Golongan Karya 5 orang
5 Partai Amanat Nasional 4 orang
6 Partai Kebangkitan Bangsa 3 orang
7 Partai Demokrat 3 orang
8 Partai Persatuan Pembangunan 2 orang
9 Partai Solidaritas Indonesia 1 orang
Jumlah 50 Orang

Informasi Sekolah di Kota Depok

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yaitu Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam tabel sub urusan manajemen pendidikan,
dijelaskan bahwa pengelolaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pengelolaan pendidikan menengah dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga manajemen pengelolaan SMA dan SMK
diambil alih oleh Dinas Pendidikan pada tingkat Pemerintah Provinsi sementara
Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani pengelolaan SMPN dan SDN.
Pengalihan tersebut meliputi pengalihan tenaga pendidik dan kependidikan, kas serta
Aset Tetap.
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G.6.3.

Jumlah Sekolah di Kota Depok sebanyak 272 sekolah terdiri dari Sekolah Dasar
(SD) Negeri sebanyak 246 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak

26 Sekolah.

Informasi Puskesmas di Kota Depok

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2017.
Jumlah Puskesmas yang telah menjadi BLUD sebanyak 38 Puskesmas. Jumlah dan
nama Puskesmas seluruh Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. Daftar Puskesmas Kota Depok Tahun 2022

=
o

NAMA PUSKESMAS

KECAMATAN

UPTD PUSKESMAS

PANCORAN MAS

UPTD PUSKESMAS

DEPOK JAYA

UPTD PUSKESMAS

RANGKAPAN JAYA

UPTD PUSKESMAS

MAMPANG

PANCORAN MAS

UPTD PUSKESMAS

SUKMAJAYA

UPTD PUSKESMAS

ABADI JAYA

UPTD PUSKESMAS

BAKTIJAYA

UPTD PUSKESMAS

PONDOK SUKMAJAYA

SUKMAJAYA

UPTD PUSKESMAS

CIMANGGIS

UPTD PUSKESMAS

TUGU

TS |o|le | N|lo|la|s|w v =

UPTD PUSKESMAS

HARJAMUKTI

—_
N

UPTD PUSKESMAS

PASIR GUNUNG SELATAN

—_
w

UPTD PUSKESMAS

CISALAK PASAR

—_
N

UPTD PUSKESMAS

MEKARSARI

CIMANGGIS

—_
[$]

UPTD PUSKESMAS

CINERE

CINERE

—_
(o]

UPTD PUSKESMAS

BOJONGSARI

—_
-~

UPTD PUSKESMAS

DUREN SERIBU

BOJONGSARI

—_
oo

UPTD PUSKESMAS

BEJI

—_
o

UPTD PUSKESMAS

TANAH BARU

N
o

UPTD PUSKESMAS

KEMIRI MUKA

N
—_

UPTD PUSKESMAS

DEPOK UTARA

BEJI

N
N

UPTD PUSKESMAS

TAPOS

N
w

UPTD PUSKESMAS

SUKATANI

[\*]
S

UPTD PUSKESMAS

JATI JAJAR

N
[$)]

UPTD PUSKESMAS

CILANGKAP

N
(o]

UPTD PUSKESMAS

CIMPAEUN

N
Py

UPTD PUSKESMAS

SUKAMAJU BARU

TAPOS

N
oo

UPTD PUSKESMAS

SAWANGAN

N
[{e]

UPTD PUSKESMAS

PASIR PUTIH

w
o

UPTD PUSKESMAS

KEDAUNG

w
—_

UPTD PUSKESMAS

PENGASINAN

SAWANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022

134



NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN
32 | UPTD PUSKESMAS CINANGKA

33 | UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG CIPAYUNG

34 | UPTD PUSKESMAS RATU JAYA

35 | UPTD PUSKESMAS CILODONG

36 | UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI CILODONG

37 | UPTD PUSKESMAS KALI MULYA

38 | UPTD PUSKESMAS LIMO LIMO
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BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas
pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk
memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca
laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan
informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Selain itu, laporan keuangan
merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dacrah selama satu
periode, yang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan
Pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2022 telah
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.
Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam
meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan
dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintahan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari
seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik
yang profesional, kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang
nyaman, serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan
secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,
!

C el P a

-

Dr. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA
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